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Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang
dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-
kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan kamu kami
masukkan ketempat yang mulia(surga).*

! Departemen Agama, Al-Qur’an Dan Terjemahan (Bandung: Hilal, 2010),
176.
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ABSTRAK

Judul : Tradisi Sizhah Akad Nikah Jam’iyyah Rifa’iyah dalam
Perspektif Figih dan Hukum Perkawinan Di Indonesia

Penulis  : Nur Istifadah

Nim : 1900018029

Karya tulis ini hanya melihat suatu tradisi dalam akad nikah yang
dilakukan oleh Jam’iyyah Rifa’iyyah. Tradisi ini dilakukan sejak masa
KH. Ahmad Rifa’i yakni pada masa kepemerintahan kolonial Belanda,
yang mana pernikahan yang dilakukan pada masa itu dianggap tidak sah
dikarenakan pihak-pihak yang bersangkutan yakni penghulu tunduk
terhadap kepemimpinan kolonial. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
apakah pada masa sekarang sizkah masih relevan untuk dilakukan atau
sudah tidak relevan, serta bagaimana sizkah dalam perspektif Figih dan
hukum perkawinan Indonesia yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Tulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan, teknik
penggalian data dengan cara observasi ke lapangan, wawancara kepada
para pihak terkait seperti kyai/tokoh agama Rifa’iyah dan jema’ah, serta
dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnhografi
hukum, menelaah sikap berhukum masyarakat Jema’ah Rifa’iyah sebagai
Jam’iyyah yang ada di Indonesia dan berbudaya. Penganalisisan data
secara interaktif yakni reduksi data, display data, dan ferifikasi data.

Melalui teknik penelitian, dihasilkan sebuah data yang
menunjukkan  pelaksanaan  sihhah  yakni  persiapan  sebelum
dilaksanakannya sihhah seperti dilakukan adanya perundingan keluarga
dan tokoh agama menyangkut pemilihan wali dan saksi nikah. Hal-hal
perlu dilakukan oleh calon pengantin yakni belajar ilmu-ilmu pernikahan,
pembenahan dua kalimat syahadat. Sizhah perspektif Figih merupakan
tajdid al-nikah. Hukum perkawinan Indonesia dan KHI tidak
menjelaskan mengenai pengulangan perkawinan. Dilakukannya sikhah
hingga kini merupakan salah satu upaya pelestarian tradisi, meskipun
maknanya sudah mengalami pergeseran sebagai tabarruk-an.

Kata kunci : Akad Nikah, Sikhah, Tradisi, Undang-Undang

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum
Islam.
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ABSTRACT

Title : The Tradition of Sihhah Marriage Contract Jam'iyyah Rifa'iyah
in the Perspective of Figh and Marriage Law in Indonesia (case
study in Kendal)

Author : Nur Istifadah

Name :1900018029

This paper only looks at a tradition in the marriage ceremony
carried out by Jam'iyyah Rifa'iyah. This tradition has been carried out
since the time of KH. Ahmad Rifa'i, namely during the Dutch colonial
administration, where marriages performed at that time was considered
invalid because the parties concerned, namely the princes, were subject to
colonial leadership. This paper aims to find out whether at present sihhah
is still relevant to practice or is it no longer relevant, and how sihhah is in
the perspective of Indonesian Figh and marriage law, namely Law
Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law.

This paper uses field research, data collection techniques through
field observations, interviews with related parties such as clerics/religious
leaders of Rifa'iyah and congregations, and documentation. The approach
used is a legal ethnographic approach, examining the legal attitude of the
Jema'ah Rifa'iyah community as Jam'iyyah who exist in Indonesia and
are cultured. Analyzing data interactively namely data reduction, data
display, and data verification.

Through research techniques, data is produced which shows the
implementation of sihhah, namely preparation before the implementation
of sihhah, such as family and religious leaders' negotiations regarding the
selection of marriage guardians and witnesses. Things that need to be
done by the bride and groom, namely studying the sciences of marriage,
and reforming the two sentences of creed. Sihhah Figh’s perspective is
tajdid al-marriage. Indonesian marriage law and KHI do not explain the
repetition of marriages. The implementation of sihhah until now is one of
the efforts to preserve tradition, even though its meaning has experienced
a shift into Tabarrok’s.

Keywords : Marriage contract, Sihhah, Tradition, Marriage Law
Number 1 of 1974, Compilation of Islamic Law.
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TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Mentri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

No | Arab Latin No Arab Latin
1 \ Tidak 16 L t
dilambangkan
17 L z
2 - B 18 & ‘
S T 19 3 g
4 & $
20 ] f
) z J
6 - h 21 q
7 : kh 22 - k
8 3 d 23 Jd |
10 D r 5 5 0
11 ) Z
° 26 5 w
12 o S
13 Ui sy 21 ° h
14 oa s 28 ¢ ‘
15 o= d 29 < y




1. Vokal pendek

s=a C_\K kataba
SN e swila
A=u &aX  yazhabu

2. Vokal panjang
i =a Jd&8 gl
gl= 1 JB qila
s=a U yaqilu

3. Diftong
¢ =ai &S kaifa
s =au J3  haula

Catatan:
Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau gamariyyah ditulis

[al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

Xi



KATA PENGANTAR

Tulisan yang tengah Anda baca ini merupakan hasil dari penelitian
yang peneliti lakukan terhadap tradisi yang dijalankan oleh Jam’iyyah
Rifa’iyah yakni tradisi sikkhak. Dalam hal ini penulis akan
mendeskripsikan dan menganalisa mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan tradisi tersebut. Dalam tulisan ini memuat beberapa bab
diantaranya latar belakang diangkatnya penelitian mengenai sizhak, teori-
teori yang digunakan dalam menganalisis sizkak, penelitian di lapangan
terkait dengan prosesi pelaksanaan sikhah, analisa penulis terhadap
sihhah perspektif figih dan hokum Islam yang ada di Indonesia, dan yang
terakhir ialah simpulan atau hasil dari keseluruhan rangkaian penelitian
yang peneliti lakukan.

Penulis-peneliti tertarik untuk meneliti cara berhukum Jam’iyyah
Rifa’iyah dengan tradisi yang mereka miliki dan masih dijalankan hingga
kini karena mempunyai sisi keunikan tersendiri. Sedikit banyak tentunya
para Jema’ah sudah mengetahui mengenai perkembangan hukum di
Indonesia, adanya Undang-undang perkawinan dan khususnya undang
undang perkawinan Islam. Adanya alasan-alasan yang membuat mereka
tetap melaksanakannya merupakan salah satu sisi yang membuat tertarik
peneliti untuk mendalami pelaksanaan tradisi tersebut.

Ketetarikan penulis untuk meneliti ini bermula pada saat ada salah
satu saudara yang berkunjung kerumah penulis untuk bertemu dengan
orang tua penulis dengan tujuan mengundang untuk hadir dalam
rangkaian acara hajatan perkawinan yang hendak dilksanakan. Dalam

sepanjang maksud dan tujuan yang diutarakan, penulis juga ikut serta
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mendengarkan apa yang diucapkan sehingga mengetahui rangkaian
planning apa saja yang hendak terlaksana dalam hajatan tersebut. Salah
satu dari rencana tersebut adalah akan diadakannya sikkah setelah akad
nikah KUA, disitulah penulis baru mendengar kata sizkah dan berfikir
bahwasannya kiranya hal tersebut cukup unik untuk penulis teliti lebih
mendalam mengenai sizhah.

Tiada satu hal apapun yang baik, terkecuali hal tersebut di kerjakan
dan diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan beribu-
ribu terimaksih kepada para dosen pembimbing yang memberikan
dorongan dan bimbingan kepada peneliti dalam melakukan hingga
menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimaksih penulis sampaikan
kepada: Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag, dan Dr. Hj. Ummul Baroroh M. Ag,
selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikira, tenaga
untuk memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam
penyusunan tesis ini. Direktur pascasarjana, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur,
M.Ag, wakil diektur pascasarjana Dr. H. A. Muhyar Fanani, M. Ag,
ketua Prodi S2 1Al Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag, sekretaris prodi Dr. H.
Rokhmadi, M.Ag. Pegawai, dan seluruh civitas akademik dilingkungan di
Lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih pula penulis sampaikan kepada Para Jema’ah
Rifa’iyyah, khususnya para tokoh agama dan tentunya pihak-pihak yang
sudah meluangkan waktu disela-sela aktifitas dan kesibukan untuk
bersedia membantu penulis dalam melaksanakan rangkaian penelitian

dalam pengambilan dan penggalian data.
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Tentunya tidak terlupa, the best support system Bapakku tercinta
Ali Shodigin, Ibuku tersayang Rochibah, dan kakaku Imam Baihagi, yang
telah mencurahkan kasih sayang tiada terkira dan yang selalu
menyertakan kesuksesan dan kebaikan anak-anak dalam do’anya, semoga
Segala do’a yang di panjatkan di ijabah oleh alloh swt.

Alhamdulillah  wasyukrulillah, atas kehendak dan ridho-Nya
penulis dapat menyusun sebuah karya tulis ini sehingga dapat
terselesaikan dengan baik, inshaalloh. Karya tulis yang penulis susun ini
merupakan sebagai salah satu dari syarat untuk memperoleh gelar
Magister (dalam bidang Hukum Keluarga pada Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang. penulis menyadari bahwa karya tulis yang penulis
susun masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap karya tulis ini

dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai wacana bagi semuanya.

Semarang, 09 Desember 2022

Penulis,

Nur lIstifadah
NIM. 1900018029
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Dalam tradisi perkawinan, ada salah satu hal unik yang dimiliki
oleh Rifa’iyah, yakni terjadinya dua kali akad dalam pelaksanaan
perkawinannya. Dua kali akad tersebut dilakukan oleh pasangan calon
pengantin, yang mana salah satu dari kedua akad tersebut dilakukan
dihadapan kyai Jam’iyyah Rifa’iyah, masyarakat menyebutnya
dengan sikhah atau disebut dengan nikah secara syari’at. Ini
merupakan salah satu hal yang menjadikan banyak kalangan diluar
dari Jam’iyyah dari dulu hingga sekarang memandang Rifa’iyah
sebagai salah satu aliran Islam yang kontroversional.*

Seperti yang terjadi pada tanggal 27 November 2021 di Desa
Karangsari Kabupaten Kendal salah satu pasangan calon pengantin
melaksanakan pernikah dengan dua kali akad. Akad pertama
dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah, sedangkan untuk
akad nikah kedua dilaksanakan dihadapan kyai atau tokoh agama dari
Jam’iyyah Rifa’i’yah dengan wali dan saksi nikah dipilih dari tokoh
agamanya. Waktu pelaksanaan akad tersebut dilaksanakan dalam satu
hari, untuk akad pertama yang dilakukan oleh penghulu KUA

terlaksana pada pagi hari, sedangkan untuk akad kedua yang

! Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa, (Yogyakarta: LKiS, 2001),
him. 90.



dilakukan di depan kyai Rifa’iyah atau tokoh agama Rifa’iyah
terlaksana pada malam hari 2

Hal serupa juga terjadi pada bulan September 2021, yang mana
terlaksana sebuah perkawinan dengan dua kali akad. Akad pertama
dilaksanakan dihadapan kyai atau tokoh agama Rifa’i’yah dengan wali
dan saksi nikah dipilih dari tokoh agamanya, terlaksana sehari
sebelum dilaksanakanya akad ke dua, yang mana akad kedua
dilakukan di hadapan penghulu KUA. Dikarenakan pada waktu itu
pandemi sedang berlangsung maka untuk semua anggota keluarga
yang terlibat dalam acara akad dalam perkawinan diharuskan untuk
melakukan swab, termasuk dua orang saksi nikah. Dua orang saksi
dipilih dari kalangan keluarga yang bersedia untuk melakukan swab
antigen sebagai salah satu syarat dalam penyelenggaraan acara
perkawinan, yang artinya saksi tersebut adalah orang yang berbeda
dengan saksi pada akad yang pertama yakni bukan dari kyai atau
tokoh agama Rifa’iyah .2

Masih banyak dari masyarakat yang belum mengetahui mengenai
sihhah, karena penyebutan kata sihhah hanya digunakan oleh
Jam’iyyah Rifa’iyah. Sikhah dilakukan oleh Jam’iyyah Rifa’iyah
sebagai salah satu prosesi pengesahan dalam perkawinan. Akan tetapi

melihat dari dua kasus kejadian yang telah dijelaskan diatas,

2 Hasil observasi pada Jam’iyah Rifa’iyah Desa Karangsari, Kecamatan
Rowosari-Kabupaten Kendal, pada tanggal 27 November 2021 pukul 08.00 WIB
dan 19.30 WIB Oktober 2021.

3 Hasil observasi pada Jam’iyyah Rifaiyah Desa Karangsari, Kecamatan
Rowosari- Kabupaten Kendal, pada tanggal 10 pukul 14.00 WIB dan tanggal 11
Pukul 07.00 WIB November 2021.



bagaimanakah sebenarnya konsep sikhah tesebut, apakah hanya
sebagai pengesahan akad dalam pernikahan atau sebagai sebuah
tradisi pernikahan yang dilaksanakan sebagai identitas dari Rifa’iyah
agar tidak sirna, atau ada alasan lain dibalik itu semua yang belum
masyarakat luas ketahui.

Prosesi sikhah ini dimulai sejak masa KH. Ahmad Rifa’i hingga
kini. Dilakukannya sikhah karena KH. Ahmad Rifa’i menganggap
bahwasannya pernikahan yang dilakukan oleh penghulu tidak sah.4
Sebab pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan seperti wali dan
saksi nikah dianggap tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi
kriteria adil.° KH. Ahmad Rifa’i tidak menganggap sah terhadap
perkawinan yang dilakukan dihadapan penghulu, karena penghulu
pada zaman dulu dikategorikan kedalam orang beriman yang fasik,
yang mana mereka menjalankan syari’at Islam namun juga bersedia
bekerja dan tunduk dibawah kepemimpinan kolonial Belanda.®

Seperti yang dikutip Steenbrink, penghulu sebelum masa

kemerdekaan mereka adalah pejabat resmi dilingkungan pemerintah

4 Panji Djadjasubrata, Serat Cibolek, Terj. T.W.K. Hadisuprata, B.A.,
dan Drs. Sudibjo Z. Hadisutjipto, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1981), hlm 10. Diakses Pada 14 Maret 2022,
https://id.scribd.com/document/322118785/serat-cebolek-pdf.

> Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa, (Yogyakarta: Lkis, 2001), him.

91.

¢ Kartodirdjo,” Pemberontakan Petani Banten 1888”, (Jakarta:PT.
Gramedia, 1984), him. 15. Lihat zaeni asyhadie, ( depok: rajawali pers, 2020),
him. 73. Pada perode pemeirntahan gubernur jenderal daendels telah terjadi
pengakuan terhadap penghulu. Deandels mengakui keilmuan dan otoritas
penghulu dalam pengadilan islam secara resmi untuk menangani pernikahan,
perceraian dan kasus-kasus criminal.


https://id.scribd.com/document/322118785/serat-cebolek-pdf

kolonial yang diangkat oleh gubernur jenderal atau atas namanya,
melalui pencalonan dari Bupati dengan persetujuan residen. Pada
umumnya mereka berasal dari keluarga atau kenalan Bupati dan
wedono. Sebagai pegawai, mereka menerima upah/gaji langsung dari
Batavia. Disamping itu mereka memegang tugas keagamaan, seperti
mengurus masjid atau pengadilan agama. Mereka sering juga
ditugaskan menyelenggarakan suntikan wajib kepada penduduk untuk
mencegah wabah penyakit.’

Dalam kitab Tabyin al-Islah karya KH. Ahmad Rifa’i
menerangkan bahwasannya untuk menjadi seorang wali dalam
pernikahan harus memenuhi tujuh syarat, sedangkan untuk menjadi
saksi dalam pernikahan harus memenuhi 16 (enam belas) syarat.®
Berbeda dengan KHI dan Undang-undang hukum perkawinan di
Indonesia, untuk menjadi seorang saksi dalam perkawinan harus
memenuhi beberapa syarat yakni: laki-laki, beragama Islam, adil, aqil

baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli.’

7 Nuhrison M, Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional

Penghulu, (Jakarta: Pulitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), him. 24. Lihat
Kareel Steenbrink, Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19,
(Jakarta: Bulan Bintang, 1984), him. 160.

8 Lihat Syekh Ahmad Rifai Bin Muhammad, “Tabyin Al Ishlah”, tt.,

Korasan 3. Kitab ini khusus membahas mengenai masalah pernikahan. Dalam
kitab ini di setiap halamannya tidak tercantum nomor sebagai penanda halaman,
namun menggunakan istilah kurasan yang mana dalam satu kuras mencakup 10
halaman.

° Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan), (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), him. 8.



Dikatakan sah sebuah pernikahan apabila sudah terpenuhi semua
rukun dan syaratnya, seperti yang tercantum dalam pasal 14 KHI
yakni : adanya calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, ijab dan
qobul.10 Selanjutnya dilakukan akad didepan penghulu serta
kemudian dicatatkan di KUA oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah)
maka pernikahan tersebut sudah sah secara agama dan negara. Terkait
dengan bagaimana terlaksanakannya sebuah pernikahan dilakukan, hal
itu tergantung dari adat atau tradisi pada suatu daerah atau kelompok
tertentu. Saat dimana suatu adat atau tradisi dalam suatu kelompok
tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan tradisinya maka akan
menimbulkan suatu hal yang dianggap tidak relevan pada
kelompoknya.

Selanjutnya, bagaimanakah dengan masa sekarang, yang mana
kredibilitas pengetahuan penghulu KUA terhadap syari’at Islam sudah
lebih baik. Para penghulu KUA masa sekarang juga tidak seperti dulu,
yang mana tidak lagi bekerja dibawah naungan kolonial. Pengetahun
mengenai agama terutama figih munakahatya juga bisa dikatakan
baik. Adanya bimbingan pranikah yang telah diadakan oleh KUA juga
merupakan salah satu upaya dimana negara sangat memperhatikan
kesiapan calon penganti dalam berumah tangga kelak. Dapat
dikatakan bahwasannya seorang penghulu tidak menamakan dirinya
sebagai seorang ulama. Mereka adalah seorang yang dapat

diidentifikasi sebagai seorang yang diberikan wewenang oleh negara

10 Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan), him. 5.



untuk memberikan pengesahan dan pengakuan atas terlaksanakannya
sebuah perkawinan.*

Terciptanya KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang
No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu peningkatan dalam sistem hukum
Islam di Indonesia, terutama hukum perkawinan Islam. KHI
merupakan produk hukum yang mana sumber dan substansinya
mengadopsi dari kitab-kitab figih dan madzhab (Syafi’i) yang berlaku
di Indonesia.12 Kemudian masih perlukah sihhah dilakukan oleh
Jam’iyyah Rifa’iyah?. Selanjutnya, bagaimana Jam’iyyah Rifa’iyah
mempertahankan sizhak sebagai tradisi yang masih eksis hingga kini.
Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti mengenai tradisi sihhah
dalam perkawinan Jam’iyyah Rifa’iyah dalam perspektif hukum
perkawinan di Indonesia.

Kemudian, apakah ada perbedaan antara kedua akad tersebut?. Jika
memang ada perbedaan, apa sajakah titik yang menjadi perbedaan dari
kedua akad tersebut yang sehingga dari masyarakatnya masih

melaksanakan sikhabh.

11 Muhammad Lathif Fauzi, “Registering Muslim Marriages: Penghulu,
Modin and The Struggles For Influence,” al-Jami’ah: Journal Of Islamic Studies,
Vol 57, No. 2, 2020.

12 Rokhmadi Rokhmadi, ‘Penetapan ‘Adam Wali Nikah Oleh Pejabat
KUA di Kota Semarang’, Al-Ahkam, 26.2 (2016), 203
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.992>. Diakses pada 2 Maret 2022.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dideskripsikan, ada
beberapa rumusan masalah yang penulis munculkan, yaitu:
1. Bagaimana pelaksanaan sikzhah Jam’iyyah Rifa’iyah di Kabupaten
Kendal?
2. Bagaimana tradisi sizhah di Kabupaten Kendal dalam pandangan

figih dan hukum perkawinan di Indosesia?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari beberapa rumusan masalah yang muncul, maka

tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta mengurai pelaksanaan tradisi sikhah
dalam perkawinan Jam’iyyah Rifa’iyah.

2. Menganalisa mengenai pelaksanaan sizkah dalam perkawinan
Jam’iyyah Rifa’iyah dalam pandangan figih dan hukum

perkawinan yang berlaku di Indosesia.
D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini maka tidak terlepas dari
manfaat yang diharapkan oleh penulis. Diantara manfaat yang
diharapkan yaitu:

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap kajian
keilmuan serta dapat dijadikan sebagai wacana dalam bidang
hukum perkawinan di Indosesia khususnya tradisi perkawinan

Islam di Indonesia.



2. Manfaat praktis

a. Dapat dijadikan sebagai komparasi antara tradisi perkawinan
antara Jam’iyyah-Jam’iyyah yang ada di Indosesia, serta
dijadikan sebagai pengetahuan atas keberanekaragaman tradisi
dalam perkawinan Islam di Indonesia

b. Dapat dijadikan sebagai landasan serta kehatian-hatian dalam
pelaksanaan tradisi perkawinan khususnya, baik dari golongan
Jam’iyyah Rifa’iyah ataupun Jam’iyyah-Jam’iyyah Islam lain
yang ada di Indosesia, supaya dalam melaksanakan tradisi
perkawinan tetap sesuai dengan ajaran Islam serta tidak

berlawanan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka atau kajian pustaka adalah suatu kegiatan
pendataan tema-tema bahan pustaka yang diidentikkan pada masalah
penelitian. Pada kajian pustaka, beberapa definisi, gagasan, teori, serta
bentuk penelitian biasanya dipakai dalam penelitian mengenai subyek
penelitian yang dicanangkan. Demikian pula, memaparkan kemajuan
research di bidang pengetahuan tertentu, terutama terkait pada
research yang hendak dilakukan. Dilaksanakan secara kronologis

dibarengi dengan penemuan-penemuan yang pernah disajikan, serta



mencakup perspektif yang berbeda selama itu cenderung dijangkau
oleh analis sebelumnya.®®

Buku karya Abdul Djamil yang berjudul “Perlawanan Kiai Desa”.
Sebuah buku yang semula merupakan disertasi yang diajukan di 1AIN
Sunan Kalijaga, dalam buku ini menjelaskan tiga hal pokok, yaitu: a)
Tipologi pemikiran Islam KH. Ahmad Rifa’i yang mencakup tiga
bidang, yaitu: ushul, figh, dan tasawuf serta relevansi pemikirannya
dengan situasi keagamaan masyarakat pada awal abad ke-19 dalam
konteks Kalisalak dan daerah sekitarnya. b) Mengenai dinamika
pergerakan Rifa’iyah pada saat sebelum KH. Ahmad Rifa’i
diansingkan ke Ambon dan masa-masa pasca pengasinganya di
Ambon serta kaitannya gerakan tersebut dengan hasil pemikiran
Islamnya, baik yang ditorehkan dalam kitab-kitab karyanya ataupun
nilai-nilai yang timbul dari dinamika kehidupan KH. Ahmad Rifa’i.*
¢) Mengenai tipologi gerakan Islam yang muncul dari KH. Ahmad
Rifa’i, baik dari masanya ataupun masa setelahnya berdasarkan pola
pemikiran serta gerakan Islam yang ada di Indonesia khususnya yang
memiliki semangat isolasi dengan kebudayaan di perkotaan pada masa
itu yang berada dibawah kekuasaan kolonial Belanda.*® Buku ini tidak

banyak menyinggung mengenai perkawinan dalam tradisi Jam’iyyah

13 Cik Hasan Bisri, Penuntun Penulisan Rencana Penelitian dan
Penulisan Skripsi Bidang llmu Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2001, him. 39.

14 Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa, (Yogyakarta: LKiS, 2001),
Him. 179.

15 Abdul Djamil, Perlawanan Kiai Desa, him. 221.



Rifa’iyah dan hanya berfokus pada gerakan Kiai Rifa’i dalam konteks
adanya hubungan kausalitas dengan nilai yang melandasinya.

Tesis karya Parno yang berjudul “Implementasi Hukum Nikah
Adat Jema’ah Rifa’iyah Pada Pemerintahan Era Modern di Kabupaten
Kendal”.'* Fokus dalam penelelitian ini adalah mengenai
implementasi hukum adat nikah dalam perspektif Jema’ah Rifa’iyah
pada era modern di kabupaten Kendal, serta kendala dan solusi nya.
Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah memandang
kebiasaan dari Jama’iyah Rifa’iyah yang memiliki sikap serta perilaku
yang tidak selalu mengikuti aturan yang berlaku di masyarakat umum.
Di dalam penelitian ini mengungkapkan bahwasannya terjadi tiga kali
prosesi dalam pernikahan, yaitu: menghadirkan penghulu atau PPN
untuk mencatat pernikahan sedangkan prosesi pernikahan dipimpin
dan diwakilkan oleh kyai Jema’ah Rifa’iyah, melakukan pernikahan di
KUA kemudian melakukan pengulangan pernikahan yang dilakukan
di masjid dengan di pimpin dan diwakilkan oleh kyai Jema’ah
Rifa’iyah, dan yang terakhir melakukan pernikahan di masjid dengan
tidak menghadirkan penghulu karena dianggap tidak adil sehingga
menjadikan pernikahan tidak sah, pernikahan hanya dilakukan oleh
kyai Rifa’i dan anggota Rifa’iyah. Penelitian ini lebih cenderung
mengimplementasikan pernikahan Jema’ah Rifa’iyah terhadap hukum

adat, tidak mengimplementasikan kepada hukum perkawinan di

16 Parno, “Implemenatasi Hukum Nikah Adat Jamaah Rifaiyah Pada
Pemerintahan Era Modern Di Kabupaten Kendal”, (Program Pascasarjana
Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2016).
http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/6941
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Indonesi, terutama hukum perkawinan Islamnya. Terjadinya 3 prosesi
akad dalam pernikahan, sedangkan dalam kasusu yang ditemui
penelitian dilapangan hanya terjadi dua kali prosesi akad.

Artikel karya penelitian Dahrul Muftadin  yang berjudul
“Repetition Of The Marriage Contract (Sizhak) In The Rifa’iyah’s
Tradition”.” Substansi dari penelitian ini adalah mengenai praktik
sihhah dari masa penjajahan sampai masa sekarang dan faktor-faktor
yang melatar belakanginya. Penelitian ini menemukan bahwasannya
praktek sizhah di kalangan Jema’ah Rifa’iyah, meskipun pemerintah
Indonesia bukan lagi pemerintah kolonial, sebagian dari masyarakat
Jema’ah Rifa’iyah masih melakukan sihhah dengan alasan bentrok
dengan tokoh agama. Akan tetapi, banyak juga dari Jema’ah Rifa’iyah
yang tidak lagi mempraktikkan sikzhah. Dikarenakan penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif analitis, maka penelitian ini lebih
cenderung mendeskripsikan mengenai sizkak pada masa kolonial dan
masa sekarang yang mengalami pergeseran. Di dalam penelitian tidak
menyinggung mengenai bagaimana sosio-kultural masyaraknya serta
apa saja yang perlu di lakukan dalam prosesi sikhah. Selain itu juga,
berbeda lokasi penelitian, karena sosio-kultural masyarakat setiap
daerah berbeda-beda.

17 Dahrul Muftadin, “Repetition Of The Marriage Contract (Shihhah) In
The Rifaiyah’s Tradition”, (Jurnal Hukum Islam, Volume 19 Nomor 2,
Desember 2021).
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Artikel karya lkhsan Intizam yang berjudul “Keabsahan Nikah di
KUA Studi Kasus Jam’iyyah Rifa’iyah di Kabupaten Kendal”.'®
Penelitian ini lebih berfokus kepada sebab-sebab diragukannya
keabsahan pernikahan yang dilakukan di KUA terhadap pandangan
Jam’iyyah Rifa’iyah. Diulangnya sebuah pernikahan karena hal itu
memang sudah menjadi tradisi Jam’iyyah Rifa’iyah. Hal yang menjadi
perbedan dengan penelitan ini adalah penelitian hanya menjelaskan
terlaksanakannya akad dua kali tidak menjelaskan mengenai alasan
dan eksistensinya sebagai sebuah tradisi yang masih dipertahankan.
Sehingga, mengapa masih dipertahankan adanya pengulangan
pernikahan. Dalam penelitian ini juga tidak dijelaskan pendekatan
penelitian yang digunakan. Selain itu juga tidak dijelaskan bagaimana
pelaksanaan akad tersebut perspektik hukum perkawinan di Indonesia.

Artikel kartya Ellora Rizka Nufa, yang berjudul “Pandangan Para
Tokoh Rifa’iyah dan Nahdhatul Ulama Tentang Pembaruan Akad
Nikah di Kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah Dukuh Paesan Kecamatan
Kedungwuni Kabupaten Pekalongan™.*® Substansi jurnal ini adalah

mengenai pandangan tokoh dua jam’iyyah yaitu Jam’iyyah Rifa’iyah

18 |khsan Intizam, “Keabsahan Nikah Di KUA; Studi Kasus Jamaah

Rifaiyah Kabupaten Kendal, ” Jurnal Didaktika Islamika, Vol. 7 No. 1, Februari
2016.

19 Ellora Rizga Nufa, dkk, ‘Pandangan Para Tokoh Rifa * Iyah Dan

Nahdhatul *“ Ulama Tentang Pembaharuan Akad Nikah Di Kalangan Jam ” Iyah
Rifa ° Iyah Dukuh Paesan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan’,
Jurnal Al Hukkam: Jurnal Of Islamic Family Law Volume 1 Nomor 2
September, 2021. Https://Doi.Org/10.28918al-Hukkam.\V/1i2.4826. Diakses Pada
Tanggal 5 April 2022 Pukul 13. 58 WIB.
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dan Jam’iyyah Nahdlotul Ulama atas tajdid nikah atau pembaruan
nikah yang dilakukan Jam’iyyah Rifa’iyah. Adapun tujuan
dilaksanakannya tajdid nikah ini adalah untuk kehati-haian saja
apabila ada syarat dan rukun nikah belum terpenuhi pada waktu akad
nikah. Jam’iyyah Rifa’iyah di daerah tersebut berusaha untuk tidak
melakukan tradisi ini karena menganggap pernikahan yang dilakukan
pada zaman sekarang sudah memenuhi ketentuan, selain itu juga agar
dapat lebih menghemat waktu dan tenaga. Kasus dalam penelitian ini
terjadinya pengulangan akad nikah yang sebelumnya akad sudah
dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan ada dari pasangan
pengantin yang mengulang akad pernikahannya, padahal sudah
melakukan akad pernikahan beberapa puluh tahun sebelumnya.
Penelitian ini tidak membahas mengenai bagaimana sebuah tradisi
yang perlu dilestarikan dan keberadaannya adalah menjadi ciri khas
dari sebuah golongan, sehingga generasi berikutnya dapat mengerti
akan keberadaannya yang disebabkan karena eksistensinya. Selain itu
juga, jurnal ini memandang peristiwa akad dua kali dalam perkawinan
Rifa’iyah adalah sebagai tajdid nikah (pembaruan akad) buka sebagai
sihhah.
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F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai

berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian

kualitatif, untuk jenis penelitiannya menggunakan field research
(penelitian lapangan). Mengutip dari buku karya Emzir, menurut
Lodico, Spaulding, dan Voegtle (2006), penelitian kualitatif yang
juga disebut penelitian interpretative atau penelitian lapangan
adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti
sosiologi dan antropologi dan diadaptasi kedalam seting
pendidikan. Peneliti kualitatif menggunkan metode penalaran
induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang
akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada
fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan
persepsi dari partisipan di bawah studi. Hal ini didasarkan pada
kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari seting sosial dan
bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah
yang sah (legitimate) (Lodico, Spaulding, dan Voegtle,
2006:264).%

20 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2012), him. 2.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan
etnografi hukum. Kegiatan etnografi difokuskan pada perilaku
budaya oleh kelompok sosial, melihat bagaimana kehidupan
sehari-hari yang dilakukan oleh kelompok tersebut sebagai subjek
yang diteliti. Etnografi hukum merupakan sebuah metode
penelitian hukum yang umum dikembangkan dalam studi
antropologi  hukum untuk menguak perilaku berhukum suatu
kelompok atau komunitas tertentu. Metode ini lebih berofokus
pada kedalaman sebuah penelitian hukum (indepth research),
membidik perilaku berhukum yang dijalankan pada sekelompok
mikro manusia dengan segenap budayanya.?*

Menurut Leopold PospiSil, masyarakat manusia apapun
menurutnya tidak mungkin memiliki system hukum tunggal
konsisten melainkan banyak sistem yang jumlahnya sama dengan
jumlah  subkelompok yang hidup. Kebalikannya, setiap
subkelompok yang hidup pada sebuah masyarakat mengatur relasi
angota-anggotanya dengan system hukumnya sendiri, yang tentu
saja setidaknya berbeda dalam beberapa hal dari sistem hukum

milik subkelompok lain.?

21 Fokky Fuad Wasitaatmaja, Etnografi Hukum, (Jakarta: Kencana,
2020), him. 4-5.

22 Leopold Pospisil, Antropology Of Law: A Comparative Theory, Terj.
Derta Sri Widowati, Antropologi Hukum Sebuah Teori Komparatif, Cet. 1,
(Bandung: Nusa Media, 2016), him. 128.
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Semua masyarakat memiliki norma-norma yang mengatur
tingkah laku manusia. Aturan-aturan tertentu bersifat hanya
sebagai patokan preferensi, akan tetapi selain itu juga dianggap
sebagai patokan tingkah laku yang patut yang diharuskan. Pada
berbagai masyarakat dan situasi, jika suatu aturan tidak ditaati,
maka upaya-upaya menerapkan hukuman tertentu telah disepakati
oleh masyarakat pada umumnya.?*

Dengan pendekatan etnografi hukum dalam penelitian ini, untuk
mencermati perilaku hukum masyarakat. Meneliti bagaimana
perilaku hukum masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah dengan segenap
budayanya dalam melaksanakan praktik sizkah dalam perkawinan
sebagai sebuah tradisi sejak zaman dulu yang masih bertahan
hingga kini. Bagaimana Jam’iyyah Rifa’iyah mempertahankan
tradisi tersebut yang merupakan non state law. Melalui pendekatan
etnografi hukum ini akan melihat bagaimana tradisi sizkak dalam
perkawinan Jam’iyyah Rifa’iyah dalam perspektif hukum
perkawinan di Indonesia.

3. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti laksanakan kurang lebih
jangka waktu 3 (tiga) bulan. Namun, jika dirasa hasil penelitian
tersebut masih kurang memenuhi dari data yang peneliti butuhkan
maka waktu dalam penelitian dapat diperpanjang hingga

terpenuhinya data yang dibutuhkan peneliti. Penelitian akan

23 Soerjono Soekanto, Antropologi Hukum, (Jakarta: Cv. Rajawali,
1984), him. 9.
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dilaksanakan pada hari dimana para informan sebagai data primer
memiliki waktu luang, sehingga dalam pelaksanaan penelitian
tidak mengganggu aktifitas informan.

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Jam’iyyah
Rifa’iyah yang ada di kabupaten kendal, yang mana penulis kaan
mengambil beberapa lokasi yang terdapat Jema’ah Rifa’iyah yakni
di Ds. Tanjunganom, Ds. Karangsari-Kecamatan Rowosari, Desa
Cepokomulyo-Kecamatan Gemuh dan Desa Purwosari-Kecamatan
Patebon, Kabupaten Kendal-Jawa Tengah, yang sudah menikah
serta yang lebih utama adalah tokoh agama atau pemuka agama
dari Jema’ah tersebut. Adapun alasan peneliti menjadikan lokasi
tersebut sebagai objek penelitian, karena desa tersebut merupakan
lokasi yang banyak dari masyarakatnya tercatat sebagai Jema’ah
Rifa’iyah yang masih memegang erat tradisi dan ajaran/doktrin
KH. Ahmad Rifa’i.

Selain itu juga ada hal lain yaitu dimana lokasi tersebut tepatnya
di Desa Karangsari terdapat makam dari penyebar paham
Rifa’iyah. Penyebar paham Rifa’iyah ini adalah kyai Bajuri yang
merupakan santri generasi kedua dari KH. Akhmad Rifa’i yang
tidak lain adalah kiblatnya para Jema’ah Rifa’iyah. Tempat
tersebut dulunya menjadi tempat singgah Kyai Bajuri dalam
mendakwahkan ajaran KH. Ahmad Rifa’i, sehingga banyak dari
para dzuriah beliau yang sampai saat ini memegang teguh ajaran
Rifa’iyah termasuk kelanggengan pelaksanaan tradisi sikhah.

Begutu pula denagn desa cepokomulyo dan desa purwosari yang
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juga merupakan dulunya tempat singgah para murid dari KH.
Ahmad Rifa’i.
4. Sumber Data

Jenis data pada sebuah penelitian biasanya dibedakan menjadi:

a. Data primer, yakni suatu data yang di peroleh secara langsung
dari sumber pertama. Sumber data yang peneliti pakai dalam
research ini adalah Jam’iyyah Rifa’iyah terutama adalah tokoh
agama yang berpengaruh dan wawancara secara langsung
kepada masyarakat dari Jam’iyyah.

b. Data sekunder, yakni meliputi: buku-buku, dokumen-dokumen
resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan
sebagainya.?* Karakteristik umum data sekunder adalah,
pertama, biasanya data sekunder pada keadaan siap terbuat serta
bisa dipergunakan dengan segera. Kedua, baik bentuk ataupun
substansi data, sudah dibuat dan diisi oleh para peneliti
terdahulu, akibatnya peneliti tidak memiliki pengawasan
terhadap  pengumpulan, pengelolaan, analisis ataupun
konstruksi data. Penelitian terdahulu dimaksud untuk melihat
sejauh mana problem yang ditulis ini sudah di teliti oleh peneliti
lain pada lokasi dan waktu yang tidak sama.?®> Ketiga, Tidak

terbatas oleh waktu dan tempat.2® Pada penelitian ini untuk data

24 Amirudin dkk, Pengantar Metode Penelitian Hukum, him. 30.

% Burhan Bungin, Penelitian Kualitatuf, Cet. Ke-2 (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2008), him. 64.

%6 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press,
1986), him. 12.
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sekunder penulis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, PP Nomor 9
tahun 1975, dan kitab Tabyan Al Ishlah karya KH. Ahmad
Rifa’i.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara

Wawancara akan dilakukan secara face to face ataupun
menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak
pribadi. Dalam teknik wawancara peneliti akan melakukan
wawancara secara langsung menggunakan panduan wawancara
yang sudah disiapkan yang mana hanya pada garis besarnya
saja. Selanjutnya disaat wawancara sedang berlangsung,
peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan
dengan tradisi sizhah di kalangan Jam’iyyah Rifa’iyah secara
lebih mendalam. Adapun yang menjadi narasumber adalah
tokoh masyarakat atau pemuka agama dan masyarakat yang
sudah menikah atau pernah melaksanakan sizhak. Dengan
dilakukannya wawancara secara langsung, sehingga peneliti
mendapatkan data yang peneliti butuhkan secara langsung dari
sumber utama.

b. Observasi

Untuk tipe dari observasi yang dilakukan adalah observasi
partisipan. Dalam hal ini, peneliti adalah bagian dari keadaan
alamiah, tempat dilakukannya observasi. Prosedur bisa

dikembangkan dalam beberapa cara, yakni dimana seorang
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peneliti dapat menjadi anggota dari sebuah kelompok untuk
melakukan sebuah pengamatan. Hal yang terpenting adalah
partisipan dapat ikut serta sebagai bagian yang menyeluruh
yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini, tanpa melihat
bagaimana peneliti bisa menjadi bagian dari lingkungannya.?

Dalam proses ini, sebelumnya peneliti sudah melakukan pra
riset sebagai permulaan peneliti untuk sedikit mengetahui
tradisi masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah dan mengenai tradisi
perkawinannya. Observasi yang peneliti lakukan dengan terjun
langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi
lokasi secara langsung. Adapun dengan peneliti terjun secara
langsung maka akan mendapatkan informasi lebih mendalam
untuk diolah menjadi data dalam penelitian.

Pada proses ini peneliti akan bertindak sebagai observator
partisipan yakni dengan mengikuti kegiatan sosial yang
dilakukan oleh masyarakat Jami’yah Rifa’iyah terutama adalah
tradisi sizhak-nya. Pada observasi ini, akan terjadi keterlibatan
peneliti dengan aktifitas keseharian objek yang sedang diamati
atau diteliti. Sambil melakukan pengamatan, penelititi turut
serta mengikuti kegiatan yang lakukan oleh sumber data. Data

yang didapat dengan observasi partisipan yang dilakukan akan

27 James A. Black, Dkk, Methods and Isusues In Social Research, Terj.
E. Koswara, Dkk, Metode & Masalah Penelitian Social, him. 286.
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lebih lengkap, tajam, serta sampai akan dapat diketahui pada

tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.?®

. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan
metode observasi dan wawancara.”® Dokumen yang berupa
gambar misalnya gambar atau foto, sketsa dan lain-lain.
Dokumentasi ini digunakan penulis untuk mengumpulkan
sumber informasi yang dibutuhkan untuk diolah menjadi
pelengkap data.

Pada teknik ini penulis mengumpulkan informasi utama
yaitu segala jenis prosesi atau ritual yang berkaitan dengan
pelaksanaan tradisi sizhak dalam perkawinan. Selanjutnya,
sebagai tambahannya penulis akan mengumulkan beberapa
karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Upaya ini
dilakukan sebagai pelengkapan data, seperti kitab Tabyin yang
merupakan karya KH. Ahmad Rifa’i, seperti pelaksanaan

prosesi sizhah dan data pendukung lainnya.

6. Uji Keabsahan Data

Dalam buku karya Ibrahim, Moleong (2006: 330-331) membagi

teknik pemeriksaan keabsahan data data triangulasi menjadi tiga,
yaitu: triangulasi sumber, triangulasi metode/teknik, dan triangulasi

teori. Dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data

227.

240.

28 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, him.

29 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, him.
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menggunakan metode triangulasi teknik/metode. Dalam triangulasi
metode/teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang
telah didapat dari bebarapa teknik pengumpulan data yang berbeda
yang digunakan dalam penelitian.*

Dikarenakan metode/teknik pengumpuan data dalam penelitian
ini menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi,
maka uji kebsahan data akan membandingkan data hasil dari
wawancara dengan data hasil observasi, data hasil wawancara
dengan data hasil dokumentasi, data hasil observasi dengan data
hasil dokumentasi. Sehingga dengan cara tersebut diantara
kemungkinan kontradiksi data atau semacamnya, peneliti dapat
menemukan data yang absah serta data yang dapat dipercaya.

7. Analisis Data

Menurut Mile dan Huberman, menjelaskan mengenai rangkaian
kegiatan analisis data secara interaktif. Analisis terdiri dari tiga alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yang diawali dari reduksi
data (data reduction), display data (data display), dan pemeriksaan
data (data verification).> Proses analisis data secara interaktif
artinya setelah pengumpulan data dilakukan reduksi data,
penyajian data dan dilanjutkan dengan verifikasi data. Bias juga

kembali dari verifikasi menuju penyajian dan reduksi data, dan

%0 Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian Beserta
Contoh Proposal Kualitatif), (Bandung: Alfabeta, 2018), him. 124.

31 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Qualitative Data
Analysis, Ter. Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber
Tentang Metode-Metode Baru, Cet. 1, (Jakarta: Ul-Press, 1992). him. 16.
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dapat juga dari penyajian data menuju reduksi dan verifikasi data
hal ini dilakukan secara silih berganti.*

Penganalisis data akan dilakukan secara interaktif. Tahapan
pertama akan dilakukan reduksi data (data reduction), dari sekian
data yang telah diperoleh, peneliti akan melakukan proses
pemilihan data, mentransformasi data kasar atau data mentah yang
telah didapat dilapangan, mengambil data yang di perlukan dan
memotong data yang tidak diperlukan. Tahap kedua, merupakan
penyajian data (data display), yang mana setelah data yang
diperlukan dari penelitian sudah terfilter kemudian akan dilakukan
penganalisisan data. Pada tahapan ini, penyajian data akan
berbentuk naratif sebagai sekumpulan informasi tersusun yang
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Tahapan
ketiga, merupakan tahap verifikasi data/ menarik kesimpulan. Hal
ini merupakan suatu tinjauan ulang atas catatan-catatan dari
lapangan. menguji validitas data dengan cara menguji kebenaran,
kekokohan, serta kecocokan makna-makna yang muncul dari data.
Dilakukan secara pengulangan untuk memastikan data yang di
peroleh sesuai dengan data yang di butukhan dalam menjawab
rumusan masalah dalam penelitian. Sehingga antara data yang
diperoleh di lapangan dan data yang peneliti perlukan dapat

tersajikan dengan tepat vyaitu terkait Tradisi Sikzhak dalam

32 1 Wayan Suwendra, Metodologi Penelitian Kualitatif (Dalam Ilmu
Siosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan), (Bandung: Nilacakra,
2018), him. 144.
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Perkawinan Jam’iyyah Rifa’iyah dalam Perspektif Hukum Islam

dan Hukum Perkawinan Di Indonesia.

Pengumpulan
data

4 N\

. 3
_  — Verifikasi
Reduksi data/penarikan
\ kesimnitlan

2

Penyajian data

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Pada bagian ini mencakup latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
landasan teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori. Bab ini menjelaskan terkait landasan teori
yakni mencakup pengertian tradisi, pengertian perkawinan termasuk

didalamnya mencakup rukun dan syarat sahnya perkawinan, syarat
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saksi, syarat wali, dan ijab gabul perspektif hukum Islam dan hukum
positif.

Bab I11: Tradisi Sizhah dalam Perkawinan Jam’iyyah Rifa’iyah.
Bab ini menjelaskan terkait dengan gambaran hasil penelitian yakni:
kondisi sosial masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah, representasi
masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah sebelum dilaksanakannya sizhah,
seperti: hal-hal yang perlu dilakukan calon pengantin yakni beajar
ilmu perkawinan, Pemilihan wali dan saksi nikah. Selanjutnya adalah
prosesi pelaksanaan sizhah, yakni: ijab dan gobul.

Bab VI: Analisis. Dalam bab ini menjelaskan hasil dari
penelitian yang telah dilaksanakan, yaitu Tradisi Sikkah dalam
Perkawinan Jam’iyyah Rifa’iyah Perspektif Hukum Islam dan Hukum
Perkawinan Di Indosesia.

Bab V: Penutup. Pada bab ini berisikan simpulan dan saran dari

penulis untuk para pembaca.
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BAB Il

HUKUM PERKAWINAN DALAM PANDANGAN FIQIH DAN
HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

A. Tradisi

Kata “tradisi” berasal dari bahasa latin yakni trader atau traderer
yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi
untuk diamankan. Tradisi merupakan suatu ide, keyakinan atau
perilaku dari suatu masa yang lalu yang diturunkan secara simbolis
dengan makna tertentu terhadap suatu kelompok atau masyarakat.
Oleh sebab itu, makna tradisi merupakan sesuatu yang selama beribu-
ribu tahun dapat bertahan dan berkembang. Sering kali tradisi
diasosiasikan sebagai sesuatu yang mengandung atau memiliki sejarah
kuno. Tradisi sering digunakan dalam kata sifat dalam konteks
tertentu, seperti musik tradisional, nilai-nilai tradisional dan lain
sebagainya. Dalam banyak hal perlu ditegaskan bahwa konstruksi
tradisi selalu mengacu pada nilai-nilai atau material khusus seperti
kebiasaan, peraturan atau hukum tertulis yang berlaku dalam konteks
tertentu setelah melewati suatu generasi.*

Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indosesia (KBBI) adalah
norma-norma yang sesecara turun-temurun dan masih dilaksanakan
oleh masyarakat. Tradisi merupakan anggapan dan penilaian
bahwasannya sistem yang sudah ada merupakan yang paling baik dan

benar untuk dijalankan. Tradisi juga merupakan kebiasaan yang turun

L Alo Liwileri, Pengantar Studi Kebudyaan, (Bandung: Nusa Media,
2014), Cet. 1, him. 97.
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temurun dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok
masyarakat.” Tradisi menurut Albert Camus adalah “A tradition is a

past that distorts the present” masa lalu yang mendistorsi masa kini.>

“Tradition represents a discursive convention, including a pool of

values, comprised of cultural concepts and practices wherein ‘an

adherent of a tradition is always to enact some further stage in the
1 4

development of one’s tradition”.

Tradisi mewakili konvasi diskursif, termasuk kumpulan nilai, yang
terdiri dari konsep dan praktik budaya di mana seorang penganut
tradisi selalu memberlakukan beberapa tahap lebih lanjut dalam
pengembangan tradisi seseorang.

Dapat dikatakan bahwasannya tradisi merupakan konsep yang
menerangkan suatu perilaku atau tindakan yang berpegang pada waktu
sebelumnya. Oleh sebab itu, maka dapat dikenal dengan istilah
“budaya tradisional” untuk menggambarkan suatu keyakinan dan
praktik dari sekelompok orang tertentu yang telah diwariskan oleh
nenek moyang ataupun orang tua dari lingkungan mereka. Konsep
“tradisi” mengalami perkembangan secara terus menerus sehingga
dapat ditemukan konsep tradisi dalam wacana politik dan filosofis

dalam semua bidang kehidupan, contohnya adalah kita dapat

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, (Jakarta: Departemen
Pendidikan Nasional, 2008), him. 920.

3 Albert Camus, The New Mediterrania culture in: Lyrical And Critical
Essays (New York, 1970), him. 190.

4 Emin Poljarevic, Islamic Tradition And Meanings Of Modernity,
(International Journal For History, Culter And Modernity, Vol. 3, No. 1, 2015).
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mengenal konsep politik tradisional untuk menjelaskan situasi sosial
kultural pada sekitar peristiwa politik, konsep agama tradisional, Islam
tradisional dan lain sebagainya. Selain itu juga berkaitan dengan
kebiasaan, seperti halnya adat kebiasaan, praktik agama yang
dilestarikan secara turun temurun oleh para pemeluknya.’

Mengutip dari jurnal hasil penelitian Khoirul anwar, dari sebuah
buku karya Azyumardi Azra, berdasarkan dari para pengkaji Islam di
Indosesia pada semenjak awal perkembangan Islam, bahwa Indonesia
sudah mendapatkan akomodasi budaya. Hal ini dikarenakan Islam
sebagai suatu kepercayaan berkonstribusi besar dengan mengajarkan
aturan-aturan (norma) tentang kehidupan. Terdapat dua hal yang perlu
dijelaskan jika ditinjau kaitannya Islam dengan budaya, yaitu: Islam
sebagai konsep sosial budaya dan Islam sebagai realitas budaya. Islam
sebagai konsepsi budaya ini oleh para pakar tidak jarang disebut
dengan great tradition (tradisi besar). Islam sebagai realitas budaya
disebut dengan little tradition (tradisi kecil) atau local tradition (tradisi
lokal) atau disebut juga Islamicate, bidang-bidang yang “Islamik”,
yang dipengaruhi Islam®
1. Tradisi besar (Islam), adalah doktrin-doktrin Islam yang asli dan

permanen, atau merupakan interpretasi yang melekat erat pada

ajaran dasar. Dalam pengertian yang lebih sempit, doktrin ini

mencakup dalam konsep keimanan dan syari’at Islam yang

° Alo Liwileri, Pengantar Studi Kebudyaan, hlm. 98.

® Khoirul Anwar, Makna Kultural dan Sosial-ekonomi Tradisi
Syawalan, (Jurnal Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21, No.
2. November 2013).
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menjadi inspirasi pola pikir dan bertindak umat Islam. Tradisi-

tradisi ini sering disebut dengan pusat yang dikontraskan dengan

peri-feri.

2. Tradisi kecil, adalah realm of influence pada kawasan-kawasan
yang berada di bawah pengaruh tradisi besar Islam. Cakupan pada
tradisi lokal ini adalah unsur-unsur yang terkandung dalam
pengertian budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta
tindakan manusia serta berupa karya-karya yang dihasilkan oleh
masyarakat.”

Terciptanya sebuah tradisi baru merupakan hasil dari interaksi
antara tradisi Islam dan tradisi lain. Sebuah tradisi hasil hibridasi
antara Islam di satu sisi dan dan tradisi lokal pada sisi yang lain. Pada
masyarakat Jawa hasil hibridasi ini selanjutnya dikenal dengan Islam-
jawa yang tidak lain merupakan bentuk dari akulturasi dengan
kebudayaan lokal. Realitas ini semakin menguatkan pandangan
bahwasannya Islam tidak hanya berupa sekumpulan doktrin, namun
juga Islam dihayati serta diamalkan oleh para pemeluknya menjadi
sebuah realitas kebudayaan. Dengan demikian, akulturasi budaya
antara Islam dan budaya lokal adalah bagian dari sekian banyak
ekspresi Islam dijadikan sebagai pandangan hidup dan sumber

inspirasi bagi tindakan para pemeluknya.?

" Khoirul Anwar, Makna Kultural dan Sosial-ekonomi Tradisi
Syawalan.

8 Akhmad Arif Junaidi, “Janengan Sebagai Seni Tradisional Islam-
Jawa,” Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 21, no. 2 (2013): 469,
https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.254.
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B. Berkah

Istilah tabarruk yang dimaksudkan disini ialah sebagai kata
bentukan dari kata Baraka yang memiliki arti sama dengan kata
barakah (berkah), yang berarti mengambil keberkahan atau
keberuntungan. Berkah dalam bahasa Arab mengadung arti berkat,
nikmat, anugrah, keberuntungan, kebahagiaan, atau kebaikan yang
senantiasa bertambah dan berkembang.® Sedangkan kata berkah dalam
bahasa inggris diterjemahkan dengan blessing yang memiliki arti.belas
kasih tuhan atau restu.™

Istilah berkah yang dimaksudkan disini sebagai kata bentukan yang
sama maksudnya dengan tabarruk, yang maknanya untuk mencari,
meminta atau mengambil keberkahan, keberuntungan atau
keselamatan. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsir al-misbah
mengatakan bahwa “barakah” berarti sesuatu yang mantap, juga
berarti kebaikan yang melimpah dan beraneka ragam serta
bersinambung.™*

Menurut Imam Syamsuddin Al-Sakhawi, seperti yang dikutip oleh
Muhyiddin Abdusshomad, bahwasannya yang dimaksud dengan

barakah adalah berkembang dan bertambahnya kebaikan dan

® Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia
Terlengkap, Cet. Ke 14, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), him. 78.

10U Dictionary,
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.youdao.hindict.

1 M. Quraish Shihab, Tafsiral-Misbah: Pesan-Kesan, dan Keserasian
Al-Qur’an, Jilid 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), him. 185.
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kemuliaan." Berkah juga sering didefinisikan sebagai kekuatan yang
penuh dengan kebaikan, berasal dari Allah SWT yang yang
memberikan keberlimpahan keberkahan dalam lingkkungan fisik
(material) dan kemakmuran serta kebahagiaan dalam tataran psikis
(spiritual). Keberkatan disebut pula dengan keberuntungan atau
keselamatan adalah nikmat yang diberikan tuhan.*®

Barakah dalam tatanan kehidupan sosial menjadi semacam
kekuatan mistik yang harus dicari atau diminta, yang mana dapat
menghasilkan berbagai macam keberuntungan, kekuatan, keselamatan
atau nilai-nilai positif lainnya. Barakah diyakini berasal dari tuhan
melalui orang-orang suci atau wali atau tempat-tempat yang memiliki
kekuatan khusus ataupun nilai lebih yang dapat diminta
keberkahannya.*

Istilah berkah dalam ajaran tasawuf mengalami pengkhususan
makna menjadi pengaruh rumani atau limpahan ruhani. Oleh karena
itu, berkah dapat dipahami menjadi doa restu atau pengaruh positif
dari seseorang atau sesuatu yang diyakini memiliki keistimewaan
yang mampu mendatangkan keselamatn dan kebahagiaan atau
terkabulnya hajat, seperti orang tua, guru (mursyid), ulama, dan

tempat-tempat keramat. Dengan demikian, berkah dimaksudkan

12 Muhyiddin Abdusshomad, Figih Tradisionalis: Jawaban Pelbagai

Persoalan Keagamaan Sehari-hari, (Malang: Pustaka Bayan, 2005), him. 219.

13 Azzumardi Azra, ed., Ensiklopedi Tasawuf, (Bandung: Angkasa, 2008),

him. 263.

14 Asmaran Asmaran, “Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia:

Memahami Tradisi Tabarruk Dan Tawassul,” Al-Banjari : Jurnal llmiah Ilmu-
lImu  Keislaman vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018. DOI:
https://doi.org/10.18592/al-banjari.v17i2.2128.
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sebagai pemindahan pengaruh ruhani dari seorang yang dipandang

mamiliki kelebihan atau keistimewaan.
C. Hukum Perkawinan dalam Figih

1. Macam-macam Rukun dan Syarat-syarat Sah dalam

Perkawinan

Mengutip pendapat Ahmad Rofig, rukun-rukun dalam
perkawinan mestilah diikuti dengan syarat-syaratnya. Rukun dan
syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut mengenai sah dan tidaknya perbuatan tersebut dari
segi hukum. Oleh sebab itu, perkawinan yang sarat nilai serta
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah perlu diatur dengan rukun dan
syarat tertentu, supaya tujuan dari di syari’atkannya perkawinan
dapat tergapai.™

Syarat adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu,
dan ia berada diluar hakikat sesuatu tersebut, didalam akad nikah
terdapat empat macam syarat, yaitu:'®
1) Syarat in’igaad (pelaksanaan)

Syarat ini harus terpenuhi didalam rukun-rukun akad atau

didalam asasnya. Jika satu syarat tidak ada darinya, maka

15 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. Ke-1, him. 55-56.

16 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 7,
Cet Ke-2 (Damaskus: Darul Fikr, 1985 M-1405 H), him. 47.
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menurut kesepakatan para ulama akadnya menjadi batal (tidak
sah).

2) Syarat sikhah (sah)
Syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekwensi
syar’i terhadap akad. Apabila slaah satu dari syarat tidak ada,
maka menurup para ulama hanafiah akadnya menjadi rusak.
Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya menjadi batal.

3) Syarat nafadz (terlaksana)
Syarat nafadz adalah syarat yang menentukan konsekuensi akad
jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanaan dan sahnya
terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat nafadz ini tidak ada maka
menurut ulama Hanafiah dan Malikiah akadnya mauquf
(ditangguhkan).

4) Syarat luzuum (kelanggengan)
Syarat luzuum vyaitu syarat yang menentukan kesinambungan
dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka
akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya ialah
maksudnya salah satu dari kedua pihak atau selain dari

keduanya boleh membatalkan akad tersebut.
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Perspektif Figih

1) Calon suami
Ada beberapa syarat yang secara umum harus dipenuhi oleh

calon suami menurut para ulama, yakni:
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a. Calon suami beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon
suami tersebut benar-benar seorang laki-laki, tamyiz, baligh,
merdeka, sehat, dan sederajat menurut ulama malikiah.*’

b. Orangnya diketahui dan tertentu,

c. Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon
istri,

d. Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta
mengetahui dengan betul calon istrinya halal baginya,

e. Tidak ada paksaan untuk melakukan perkawinan, ini
merupakan syarat jumhur ulama selain ulama Hanafiah. Para
ulama hanafiah mengungkapkan hakikat ridho bukan
merupakan syarat sahnya nikah.*®

f. Tidak sedang melakukan ihram.

2) Calon istri
Syarat bagai calon pegantin perempuan yakni: beragama

Islam atau ahli Kitab, terang bahwasannya ia adalah wanita

(bukan khuntsa/banci), wanita tersebut tentu orangnya, halal

bagi calon suami, wanita tersebut tidak dalam ikatan

perkawinan dan tidak masih dalam masa iddah, tidak

dipaksa/ikhtiyar, tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah.

7 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 7, Cet Ke-2
him. 82.

8 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islam Wa Adillatuhu, Juz 7, Cet Ke-2
him. 72.
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3) Wali nikah
a) Syarat-syarat wali nikah menurut imam madzhab

Syarat-syarat bagi seorang wali menurut madzhab
Syafi’i, Wali harus bebas menentukan kehendaknya, maka
perwalian tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang
terpaksa, Wali harus laki-laki, Wali harus mahram, Wali
harus orang yang berakal, Wali harus adil (memiliki
integritas), tidak sah tidak sah bila perwalian dilakukan oleh
orang yang fasik, lantaran tidak ada perwalian padanya,
Wali tidak boleh dalam keadaan dibatasi kewenangannya
lantaran kelemahan akal, Wali tidak boleh mengalami
gangguan (cacat) pandangan, Wali tidak boleh berbeda
agama, dan Wali tidak boleh seorang budak.

Menurut Madzhab Hambali: Laki-laki dengan
demikian tidak layak perwalian perempuan, Berakal, karena
tidak mungkin orang vyang tidak berakal dapat
memperhatikan kondisi dirinya sendiri sehingga dia tidak
layak untuk menjadi wali terkait kondisi orang lain, lebih-
lebih dalam keadaan tidak sadarkan diri, Baligh, karena
perwalian tidak layak dilakukan oleh anak kecil lantaran
ketidaklayakannya mengatur kondisi orang lain, Merdeka,

dengan demikian tidak sah perwalian seorang budak, karena

19 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘lImiyah, 1424 H/2003 M), him. 230.
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tidak ada perwalian padanya atas dirinya, maka tidak sah
baginya untuk menjadi wali bagi orang lain, Kesamaan
agama, tidak sah perwalian orang kafir terhadap orang
mukmin, tidak sah pula perwalian orang majusi terhadap
orang asrani kecuali penguasa, karena penguasa memiliki
kewenangan perwalian tanpa memandang adanya perbedaan
agama, Dewasa. Yang dimaksud dengan dewasa adalah
memiliki pengetahuan mengenai pasangan yang sholeh dan
kemashlahatan-kemashlahatan nikah.°

Menurut Madzhab Maliki: laki-laki, merdeka, berakal,
baligh, tidak dalam keadaan berihram, tidak kafir, jika dia
menjadi wali bagi wanita muslim, adapun perwalian Kkafir
terhadap orang Kkafir dinyatakan sah, Tidak mengalami
keterbelakangan mental dan tidak berakal, adapun jika dia
mengalami teterbelakangan mental namun masih bisa
menyampaikan pendapat dan berpikir (berakal), maka
keterbelakangan mentalnya tidak mengeluarkannya dari
perwalian, dan tidak berhak memaksa wanita (anak
peremuannya untuk menikah), Dan tidak fasik.*

Berkaitan dengan sifat-sifat positif dan sifat negative
bagi wali dalam pernikahan, para fugaha telah sependapat

bahwasannya sifat-sifat positif seorang wali yaitu: Islam,

20 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him 232.

21 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him 233.
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dewasa, dan laki-laki. Sedangkan sifat-sifat negative adalah
kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu: kufur, belum
dewasa dan wanita. Para fugaha kemudian berselisih
pendapat mengenai tiga orang, yaitu: hamba sahaya, orang
fasik, dan orang bodoh.??

b) Wali wakil dalam pelaksanaan akad nikah

Dalam akad nikah termasuk perkara yang dapat
diwakilkan dalam pelakasanaanya. Dengan demikian, setiap
orang yang memiliki hak perwalian dalam akad nikah, maka
dia dapat mewakilkan kepada orang lain terkait pelasanaan
kad nikah tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam
pandangan masing-masing madzhab.

Madzhab Hanafi, bahwa wanita baligh baik gadis
maupun janda dapat mewakilkan kepada orang lain dalam
pelaksanaan akad nikahnya. Wakil harus menisbatkan
pernikahan kepada orang yang diwakilinya, yaitu dengan
mengatakan; saya wakilkan fulanah yang mewakilkan
kepada saya. Adapun syarat yang ditetapkan terkait wakil,
dia harus layak untuk melakukan tindakan, baik itu laki-laki
maupun perempuan.

Madzhab Maliki, ia berpandangan bahwasannya wali

bolen mewakilkan dirinya kepada wali lain dengan syarat-

22 lbnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayatul Magshud, Juz 2,
(Beirut: Darul Kitab al-Ghulamiyyah, 1988 H/ 1408 M ), him. 12.

23 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him. 243.
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syarat yaitu, laki-laki, baligh, merdeka, Islam, dan tidak
tidak sedang ihram.?*

Menurut Madzhab Syafi’i, wali dapat mewakilkan
dirinya kepada orang lain, baik orang itu wali mujbir
maupun wali ghoiru mujbir. Adapun wali mujbir, maka dia
dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk
menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannya
tanpa izin dan ridhanya, baik itu ia sudah menentukan
kepada wakilnya suami yang dikehendakinya dalam
perwakilanya maupun belum menentukan suami, meskipun
tujuan wali dan istri berbeda dala memilih suami, karena
empati wali mendorongnya untuk tidak mewakilkan dirinya
kecuali kepada orang yang dipercayainya memiliki
pandangan yang baik. Dalam kondisi ini wakil harus
menikahkan wanita tersebut dengan orang yang sepadan dan
dengan mahar yang setara.?

Seandainya wakil menikahkannya dengan orang yang
tidak sepadan atau tanpa mahar yang setara, maka ini tidak
sah. Jika ia menikahkan dengan orang yang sepadan padahal
wanita tersebut juga dikehandaki oleh orang yang lebih
sepadan dari yang dicarikan oleh wakil, maka wakil tidak

boleh melakukan itu.

24 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘4la al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him. 247 .

25 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him. 248.
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Wakil harus menyatakan dengan jelas statusnya
kepada wakil jika suami dan saksi-saksi tidak
mengetahuinya. Ada beberapa syarat yang ditetapkan terkait
wakil, diantaranya yaitu: 1) wakil tidak boleh berasal dari
orang fasik, jika seorang wakil adalah orang fasik maka
perwakilannya tidak sah, karena pada dasarnya kefasikan
menghapus perwalian. 2) wakil tidak boleh seorang anak
kecil, 3) bukan orang yang tidak sadarkan diri, 4) bukan
orang gila, 5) tidak pula orang mabuk yang sewenang-
wenang dengan kemabukannya.?®

Madzhab Hambali, menurutnya wali mujbir dan
lainnya boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain dalam
menikahkan wanita yang berada dibawah perwaliannyatanpa
izin dari wanita tersebut. Wakil wali juga memiliki
kewenangan seperti yang dimiliki wali berupa pemaksaan
dan lainnya. Syarat yang ditetapkan terkait wakil
sebagaimana syarat yang ditetapkan terkait wali.?’

Empat madzhab bersepakat bahwasannya wali berhak
mewakilkan dirinya kepada orang yang menggantikan
posisinya dalam akad nikah.

4) Dua orangs saksi

26 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him. 234.

27 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him. 245.
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Saksi secara etimologi adalah redaksi dari orang yang hadir.
Secara terminologi saksi adalah kabar dari sesuatu yang
diketahuinya dengan lafadz el atau cuoes .

Syarat-syarat seseorang untuk menjadi seorang saksi menurut

madzhab empat:

a) Ulama’ Hanafiyah adalah: dua orang saksi yang terdiri dari
satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.?® Berakal,
baligh, merdeka, Islam dan bisa mendengar. Ulama’
Hanafiyah tidak memasukkan adil sebagai salah satu syarat
dari saksi karena adil itu tidak bisa mengesahkan
perkawinan tapi menjadi syarat dalam penetapan ikrar.?

b) Ulama’ Malikiyah tidak menjelaskan syarat-syarat seorang
saksi, karena tidak memasukkan wali dalam rukun atau
syarat perkawinan.

c) Ulama’ Syafi’iyah: dua orang saksi, laki-laki, merdeka, tidak
fasiq (buta, tuli, dan bisu ), adil.°

d) Ulama’ Hanabilah: dua orang saksi laki-laki, berakal, adil,
dapat berbicara, dapat mendengar, selain dari orang tua dan

anak.®!

28 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, (Cairo: Dar Al-Hadith, 2004), hml. 19.

2 Abdurrahman al-Juzairi, Abd Al-Rahman, Kitab al-Figh ‘Ala al-
Mazahib al-Arba’ah, Juz 4, him 16.

30 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him 20.

31 Abdurrahman al-Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah,
Juz 4, him 22,
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Syarat-syarat bagi seorang saksi menurut Wahbah Zuhaili

sebagai berikut:®

a) Akal, kesaksian orang gila dalam akad nikah tidak sah, hal
ini dikarenakan tidak terwujudnya tujuan peraksian, yaitu
mengumumkan adanya pernikahan pada masa mendatang
apabila adanya pengingkaran.

b) Baligh, persaksian seorang anak kecil tidak sah meskipun
sudah mumayyiz. Hal ini dikarenakan tidak adanya realisasi
tujuan persaksian atas kehadiran anak kecil, yaitu
mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan.

c) Berbilang, syarat ini disepakati oleh para ulama ahli figih.
Tidak akan telaksananya suatu akad dalam pernikahan hanya
dengan satu orang saksi saja.

d) Laki-laki, syarat ini merupakan menurut para jumhur ulama
selain Hanafiah. Saksi dalam akad nikah hendaknya adalah
dua orang laki-laki.

e) Merdeka, syarat ini merupakan menurut jumhur ulama,
kecuali Hanabilah. Kedua saksi tersebut hendaknya adalah
orang yang merdeka.

f) Adil, istigamah serta senantiasa taat terhadap ajaran-ajaran
agama, meskipun hanya secara lahiriah. Orang yang
keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak

kefasikan dan penyelewengan. Ini adalah syarat menurut

73-78.

32 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him.
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jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua
pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut
Imam Syafi’i.

g) Islam, syarat ini oleh seluruh ulama telah disepakati. tidak
cukup dengan saksi yang kelslamannya belum jelas, namun
kedua saksi harus dipastikan seorang muslim. Syarat ini
berlaku jika kedua mempelai sama-sama beragama Islam.

h) Dapat melihat, menurut para ulama syafi’iyah ini juga
menjadi syarat. Akan tetapi, dapat melihat bukan syarat
menurut jumhur ulama. Kesaksian orang yang buta sah
apabila ia mampu mendengar perkataan kedua belah pihak
yang melangsungkan akad dan dapat membedakannya tanpa
sama sekali adanya keraguan. Hal ini dikarenakan orang
buta merupakan orang yang memiliki hak untuk bersaksi,
termasuk kesaksian dalam hal ini menurut sebagaian
pendapat. Oleh sebab itu, kesaksiannya sah sebagaimana
dalam hal muamalah.

i) Mendengar, seorang saksi mampu mendengar ucapan dari
pihak yang melakukan akad serta memahaminya. Hal ini
merupakan syarat menurut mayoritas para ahli figih.33

5) Shighat ljab dan Qobul

33 Wahbah Zuhaili, Figih Imam Syafi’i 2, Terj. Muhammad Afifi, dkk,
Cet. 1, (Jakarta: PT. Niaga Swadaya, 2010), him. 459.
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Shighat ijab gabul merupakan syarat sahnya dalam pernikahan.

Menurut kesepakatan para ulama, dalam shighat akad

disyaratkan empat hal, yaitu:

a. Dilakukan dalam satu majlis.

b. Kesesuaian dan ketepatan kalimat gabul dengan ijab.

c. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik
kembali ucapannya.

d. Diselesaikan pada waktu akad itu terjadi.*

Shighat ijab dan gabul harus kekal dan tidak temporal, apabila

sebuah pernikahan diberi batasan waktu maka pernikahan

tersebut batal. Seperti dilakukan dengan shighat tamattu’

(bersenang-senang), semisal, “aku akan bersenang-senang

denganmu sampai bulan sekian,” lantas si perempuan

menimpali dengan perkataan, “aku terima.” Atau juga dengan

memberikan tenggang waktu yang telah dikeahui ataupun

belum diketahui. Misalnya, “aku menikahimu sampai bulan

atau tahun sekian, atau selama aku tinggal di Negara ini.” Jenis

yang pertama tersebut biasa dikenal dengan nikah mut’ah,

sedangkan untuk jenis yang kedua biasa dikenal dengan nikah

muagqgat (temporal).®

3. Macam-macam Pernikahan dan Hukumya

3 Wahbah Az Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him 49-

3 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him. 63.
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Dengan berbedanya madzhab dan syarat-syarat nikah, maka ada
banyak macam pernikahan. Manurut Hanafiah ada lima yakni,
nikah sah yang lazim, nikah sah tidak lazim, mauquf (bergantung),
rusak, dan batil. Menurut Malikiah ada empat yakni, nikah lazim,
nikah tidak lazim, mauquf, dan rusak (batil). Menurut Syafi’iyah
ada tiga yakni, nikah lazim, nikah tidak lazim, dan rusak (batil).*

Adapun pernikahan yang makruh, para ulama sepakat bahwa itu
termasuk dalam kategori nikah sah yang lazim. Maksud dari nikah
lazim ialah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-
syarat sah dan nafadz nya, namun tidak terpenuhi satu syarat dari
syarat-syarat luzumnya. Nikah mauquf adalah pernikahan yang
sempurna rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya dan tidak
terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat nafadznya. Sedangkan
nikah batil mneurut jumhur ulama ialah pernikahan yan tidak
terpenuhi satu rukun dari rukun-rukunnya atau satu Syarat-sayarat
sahnya. Adapun menurut Hanafiah adalah pernikahan yang tidak
terpenuhi satu rukun dari rukun-rukunnya atau satu syarat dari
syarat-syarat terlaksanakannya.?’

Pernikahan rusak menurut Hanafiah adalah pernikahan yang
terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksanakannya, aka
tetapi tidak terpenuhi satu sayarat dari syarat-syarat sahnya.
Menurut jumhur ulama tidak ada perbedaan rusak dan batil.*

1) Pernikahan yang sah

36 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him. 55.
37 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him. 96.
38 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him. 57.
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Sebuah perkawinan dapat dikatakan sah apabila dengan
saksi yang berjumlah dua orang adil mastur, yang artinya yaitu
orang yang tidak diketahui berbuat kefasikan. Maksud dari hal
tersebut yakni bahwasannya orang tersebut tidak terlihat
melakukan dosa besar atau dosa kecil yang dilakukan secara
terus-menerus.*

Kemasturan keadilan menjadi batal dengan adanya tajrik
(penialaian sebagai yang tercela) dari orang adil, apabila orang
fasik telah bertaubat, maka tidak bisa disamakan dengan adil
mastur. Artinya orang tersebut tidak sah menjadi saksi nikah
sebelum lewatnya satu tahun dalam keadaan membersihkan diri
dan sunnah menyuruh bertaubat kepada adil mastur sebelum
agad dilaksanakan.

Akad nikah sah juga dengan dua orang saksi yang terdiri
dari putranya suami dan putrinya isteri atau dua orang putranya
dua orang musuh mereka. Terkadang sang ayah juga sah
menjadi saksi, sebagaimana apabila anak wanitanya menjadi
budak. Menurut dhahir yang diucapkan oleh al-hanati,
bahwasannya calon suami tidak wajib meneliti keadaan atau
kepribadian sang wali dan sang saksi, apabila ia tidak

memperkirakan adanya suatu yang merusak akad.“°

39 Ali bin Abdullah bin Muhammad, I'anah al-talibin, Juz 3, (Beirut:
Dar al-Fikr, tt), him. 346.

40 Ahmad Zaynuddin bin Abdil Aziz al-Ma’bari al-Malibari al-
Fannanni, Fathul Mu’in Bi Syarah Quratul ‘Ain, (Beirut: Dar Ibnu hizam, 1424
H/2003 M), him. 461.
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2) Batalnya pernikahan

Terkait dengan batalnya pernikahan dijelaskan dalam kitab
fathul mu’in, bahwasannya pernikahan jelas menjadi batal
dengan adanya hujjah (alasan) mengenai kebatalannya, baik
berupa Bayyinah ataupun pengetahuan sang hakim. Hal tersebut
juga dapat terjadi dengan ikrar suami isteri di dalam hak mereka
mengenai adanya sesuatu yang dapat menghalangi sahnya
nikah, misalnya yakni kefasikan yang ada pada diri sang wali
atau juga saksi pada waktu akad, keadaan wali atau saksi
sebagai budak atau masih belum baligh, dan seperti terjadinya
akad masih dalam keadaan iddah.*

Adapun juga dimana tidak termasuk “di dalam hak mereka”
yaitu hak Allah, sebagaimana suami mentalak tiga kepada isteri
kemudian mereka berdua sepakat bahwa akad nikahnya adalah
fasid karena sesuatu seperti yang disebutkan diatas lalu
berkehandak memperbarui akadnya kembali, maka ikrarnya
tersebut tidak dapat diterima, namun harus terlebih dahulu ada
mubhallil. Hal tersebut dikarenakan terdapat adanya kecurigaan
dan karena kemuhalilan itu adalah hak Allah.*?

Apabila suami dan isteri mengajukan bayyinah mengenai
fasidnya akad, maka tida diterima. Adapun jika bayyinah isba#,

maka bisa diterima. Memang bahwasannya bidang ketidak

4 Ahmad Zaynuddin bin Abdil Aziz al-Ma’bari al-Malibari al-
Fannanni,Fathul Mu’in Bi Syarah Quratul ‘Ain, hlm.. 462

42 Ahmad Zaynuddin bin Abdil Aziz al-Ma’bari al-Malibari al-
Fannanni, Fathul Mu’in Bi Syarah Quratul ‘Ain, hlm. 463
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3)

diterimanya ikrar mereka adalah secara lahir, namun secara
batin jika melihat kenyataan perkaranya itu sendiri tidak dengan
jelas nikah menjadi batal yang dikarenakan ikar dua orang saksi
bahwa terdapat hal yang menghalangi sahnya nikah.
Macam-macam pernikahan yang tidak sah

Adapun macam-macam pernikahan yang tidak sah menurut
ulama Syafi’iyah, yakni pernikahan yang batal yang mana
pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan
pernikahan yang fasid (rusak) adalah pernikahan yang tidak
sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana.

Secara umum, ulama Syafi’iyah menilai hukum keduanya
sama, maksudnya ialah salah satu salah satu dari kedua jenis
pernikahan  ini  tidak  mengakibatkan  terlaksananya
konsekwensi-konsekwensi pernikahan yang sah. Oleh sebab itu
tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan
mahar sebab mushaharah (besanan), penetapan nasab dan iddah.
Pernikahan yang tidak sah tersebut dapa diketahui jumlahnya
sangat banyak, namun menurut wahbah zuhaili yang paling
utama ada Sembilan macam, yakni: 1) nikah syighar, 2) nikah
mut’ah, 3) nikah orang yang sedang berihram, 4) poliandri, 5)
pernikahan mu’taddah (perempuan yang sedang iddah) dan
pernikahan oarng yang sedang istibraa (membersihkan Rahim
dan pengaruh sperma suami sebelumnya), 6) nikah wanita yang
ragu dengan kehamilannya sebelum abis masa iddahnya, 7)

nikah seorang muslim dengan perempuan kafir (selain dari ahli
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kitab), 8) perempuan yang suka pindah-pindah agama, 9) dan
pernikahan seorang muslim dengan laki-laki kafir dan
pernikahan perempuan murtad.*

Adapun selain beberapa pernikahan yang tidak sah yang
telah disebutkan diatas, ada beberapa contoh lain pernikahan
yang batil/tidak sah. Ada juga pernikahan yang makruh seperti
menikahi perempuan yang telah di khitbah oleh orang lain,
pernikahan muhallil dengan niat menghalalkan siperempuan
untuk dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, tanpa
adanyapersyaratan dalam akad. Apabila ia menikahi dengan
syarat bila ia telah menggaulinya maka akan menceraikannya,
maka pernikahan tersebut batil/tidak sah. Adapun yang
termasuk dimaksruhkan adalah pernikahan yang dibarengi
unsur penipuan akan status merdeka atau nasab si perempuan.*

D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang

Terkait dengan regulasi perkawinan yang berlaku di Indonesia
telah mengatur bahwasaanya setiap orang yang hendak
melangsungkan perkawinan diharuskan memenuhi  beberapa
persyaratan, baik persyaratan administrative maupun substantive.
Adapun persyaratan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam

perkawinan tersebut mendapat kepastian hukum serta agar tujuan dari

43 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him. 94.
44 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islamy Wa Adillatuhu, Juz 7, him. 95.
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perkawinan dapat terwujud, yakni membentuk keluarga yang bahagia
dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.*

Dalam hukum perdata masalah perkawinan hanya berkaitan
dengan hubungan keperdataan saja.*® Tidak ada upacara keagamaan
yang diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan
kepada pejabat/pemuka agama mereka bahwa perkawinan di hadapan
pegawai pencatat sipil telah terlaksana. Hal ini jelas bahwasannya
KUH perdata hanya melihat dari segi keperdataannya dan administatif
saja, yakni mengabaikan segi keagamaan dan hal tentunya tidak sesuai
dengan dasar falsafah Negara Republik Indonesia yakni pancasila.*’

Undang-undang hukum perdata memandang soal perkawinan
hanya dalam hubungan-hubungan perdata. Adapun beberapa diantara
syarat dan segala hal yang perlu dipenuhi agar dapat melaksanakan
perkawinan. Pada waktu yang bersamaan, seorang laki-laki hanya
diperbolehkan terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja
dan juga sebaliknya dimana seorang perempuan hanya diperbolehkan
terikat perkawinan dengan satu orang laki-laki.

Asas perkawinan menghendaki adanya persetujuan bebas dari
calon suami dan calon istri. “Perkawinan harus dilaksanakan dimuka

umum, dalam gedung tempat membuat akta catatan sipil, di hadapan

4% Imron Hs, Ali “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan

Anak,”  Qistie:  Jurnal llmu Hukum, Vol. 5, No. 1 (2011)
https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/viewFile/6
01/718.

%6 Lihat Pasal 26 KUH Perdata

47 Anwar Ranchman, dkk, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Dalam
Persperktif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi), (Jakarta:
Kencana, 2020), him. 16.
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pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu pihak; dan dihadapan
dua orang saksi, baik dari keluarga maupun bukan keluarga, yang
telah mencapai umur dua puluh satu tahun dan berdiam di
Indonesia.”®

Syarat-syarat perkawinan yanga terdapat dalam KUH perdata
diatur dalam pasal 27, 28, 29, dan 35. Sahnya suatu perkawinan
ditinjau dari sudaut keperdataan ialah apabila perkawinan itu sudah
dicatat atau didaftarakan pada kantor catatan sipil. Selama perkawinan
itu belum terdaftar maka perkawinan belum dianggap sah menurut
ketentuan hukum, walaupun telah memenuhi prosedur dan tata cara
menurut ketentuan agama.*

Apabila ditinjau dari segi agama, pencatatan perkawinan hanyalah
sebagai perbuatan administrasi saja dalam perkawinan tersebut dan
tidak mennetikan sah atau tidaknya perkawinan. Sahnya suatu
perkawinan itu ditentukan oleh ketentuan agama dan kepercayaan
mereka yang melakukan perkawinan. Artinya apabila suatu
perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama dan
kepercayaannya, maka dengan sendirinya menurut hukum perkawinan
belum sah dan tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan

perkawinan-=°

48 Soedharyo Soimin, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2016), him. 8-19.
49 Djoko Prakoso dan | Ketut Murtika, Azas-Azas Hukum Perkawinan Di
Indonesia, (Jakarta: Bina Aksara Anggota Ikapi, 1987), him.19.
>0 Djoko Prakoso dan | Ketut Murtika Azas-Azas Hukum Perkawinan Di
Indonesia, him.20.
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1. Syarat Sah Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974

Hal yang utama untuk diketahui bahwa sahnya suatu
perkawinan Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1)
menyatakan, “perkawinan adalah sah apabila menurut hukum
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selain pasal 2,
ada keterangan secara tidak langsung dijelaskan dalam pasal 6

mengenai syarat-syarat pernikahan.

Pasal 6

(1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
(2)Untuk melangsungkan perkawinan seorang Yyang belum
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
(3) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya,
makaizin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari
orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu
menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam
keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka
izin diperoleh dari wali, orang yan memelihara atau keluarga

yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus

51 Lihat pasal 6 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1974,
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keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat

menyatakan kehendaknya.

(5)Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang
disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini atau salah seorang
atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya,
maka pengadilan dalam daerah hukum tempat orang yang akan
melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut
dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-
orangtersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

(6) Ketentuan tersebut ayat (1) smapai dengan ayat (5) pasal ini
berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.
Pada pasal tersebut menyinggung tentang syarat calon pasangan

suami istri dan juga adanya wali. Dari penjelasan tersebut

disimpulkan bahwa salah satu rukun perikahan adalah calon suami,
dan juga adanya wali, selebihnya tidak ada penjelasn secara detail
mengenai rukun pernikahan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 pasal 2 tidak ada penjelasan
secara spesifik mengenai rukun pernikahan, akan tetapi apabila
mengacu pada pasal 2, maka rukun pernikahan adalah sesuai
dengan aturan yang ada dalam agama masing-masing pasangan

suami istri. Apabila pasangan suami istri beragama Islam maka
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perkawinan harus memenuhi rukun serta syarat sah perkawinan
yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi bagi orang
Islam tidak ada kemungkinan untuk melaksanakan perkawinan
dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Hukum agama dan
kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai
dalam kiab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakina yang
terbentuk dalam gereja-gera Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan
masyarakat (seperti di bali) yang berkepercayaan ketuhanan yang
maha esa, manum juga ketentuan semua perundang-undangan
(sekedar yang masih berlaku bagi setiap golongan agama dan
kepercayaan masing-masing tersebut), baik yang telah mendahului
Undang-undang Perkawinan Nasional ataupun yang akan
ditetapkan lagi kelak.>

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat
menurut perundang-undangan yang berlaku. Terhadap pasal 2 ayat
(1) dan ayat (2) Undang-undang perkawinan tersebut terdapat dua
macam penafsiran. Pertama, pendapat yang memisahkan pasal dua
ayat (1) dengan ayat (2), sehingga perkawinan sudah sah apabila
dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan,

sedangkan pendaftaran hanyalah merupakan syarat administrative.

52 Holilur Rohman, Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab
(disertai aturan yang berlaku di Indonesia), (Jakarta: Kencana, 2021), him. 43.

%3 Hazairin, Tinjauan Mengenai U.U Nomor: 1-1974, (Jakata: Tintamas
Indonesia, 1986), him. 2.
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Hal ini menunjukkan bahwasaya perkawinan antara orang-orang
yang beragama Islam sudah sah apabila telah memeuhi rukun dan
syarat-syaratnya. Kedua, pendapat yang menyatakan antara pasal 2
ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang menentukan
sahnya suatu perkawinan. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran
sosiologi dan dikaitkan dengan akibat hukum dari perkawinan.

Apabila ditinjau dari tujuan adanya undang-undang adalah agar
masyarakat memiliki kepastian hukum, maka dari kedua penafsirna
tersebut, pendapat kedualah yang lebih mengarah kepada
tercapainya maksud dibentuknya undang-undang. Dengan
demikina sahnya perkawinan menurut Undang-undang perkawinan
adalah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan
kepercayaannya, dan harus didaftarkan bagi yang beragama Islam
ke P3 NTR menurut Undang-undang No. 32 tahun 1974.
Sedangkan bagi yang beragama selain Islam dilakukan oleh
pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

Dalam undang-undang hukum perkawinan No. 1 tahun 1974,
terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:
a. lkatan lahir batin
b. Antara seorang pria dan seorang wanita
c. Sebagai suami istri
d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
e. Berdasarkan ketuhanan yang maha esa

Ikatan suami istri harus berdasarkan ketuhanan yang maha esa,

artinya perkawinan merupakan perikatan yang suci. Kesucian dari
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perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami
istri. Bagi penganut agama Islam, hukum perkawinan merupakan
bagian dari ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam agama
Islam dan tidak ada ketentuan/norma dalam undang-undang
perkawinan yang bertentangan dengan hukum Islam.>

Karena belum ada keseragaman dalam pelaksanaan perkawinan
berdasarkan hukum dan keperayaan masing-masing, untuk
mengatur perkawinan harus diberlakukan beberapa landasan
hukum misalnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama
Islam berlaku hukum agama yang diresiplir dalam hukum adat.
Selain itu, perkawinan dapat dilangsungkan bila seseorang
memenuhi syarat baik syatar materiil maupun syarat formil.>

Syarat materiil yaitu syarat mengenai diri pribadi calon
mempelai, meliputi: persetujan dari calon mempelai, izin
melangsungkan perkawinan, ketentuan usia calon pengantin,
perkawinan harus terbebas dari larangan perkawinan (tidak
berhubungan darah, tidak sepersususan, tidak mempunyai
hubungan yang oleh agama atau peraturan yang berlaku dilarang
kawin). Sedangkan syarat formil yaitu syarat yang mencakup
formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum atau pada

saat melangsungkan perkawinan yang diatur dalam pasal 12

> Anwar Rachman, dkk, Hukum Perkawinan Di Indnesia (Dalam
Persperktif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi), him. 7.

> Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian,
(Jakarta: Bina Aksara, 1986), him. 101.
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undang-undang perkawinan, yang menyebutkan bahwa tata cara
pelaksanaan perkawinan diatur dalam pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.%

. Syarat Sah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum perkawinan di Indonesia masih berbhineka atau
beraneka ragam.®” Hukum Islam dengan wujud kompilasi hukum
Islam dalam tata hukum Indonesia diakui sebagai hukum positif.
Kompilasi hukum Islam yang masih dianggap sebagai bentuk
maksimal dan akumulasi dari aturan-aturan hukum Islam di dalam
tata hukum Indonesia adalah wujud konkret dari perbenturan antara
kepentingan implementsi (‘amaliyah) hukum-agama Islam dengan
kehendak-kehendak sosial-politik hukum-negara.*®

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam maupun
dalam hukum positif Indonesia tidak berbeda, karena Kompilasi
Hukum Islam yang juga merupakan hukum positif yang berlaku di
Indonesia substansinya mengadopsi dari kitab-kitab figih. Dapat
dikatakan apabila rukun dan syarat dalam pelaksanaan suatu
perkara yang berkaitan dengan hukum tidak terpenuhi, maka dapat

dikatakan perkara tersebut tidak sah.

%6 Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di

Indonesia, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 86. Lihat pasal 10
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

5" R. Subekti, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga Dan Hukum Waris,

(Jakarta: intermasa, 1990), him. 1.

8 Marzuki Wahid, Figh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum
Isndonesia), (Bandung: Penerbit Marja Anggota IKAPI, 2014), him. 187.
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Kompilasi hukum Islam merupakan hukum tertulis dan hukum
positif yang mempunyai kekuatan hukum pemberlakuan sebagai
pedoman, baik bagi instansi pemerintah ataupun masyarakat yang
memerlukannya. Hukum Islam yang berangkat dari agama wahyu,
kemudian menjadi agama manusia biasa dengan seluruh darah
dagingnya. Keputusan dan penafsiaran para penganutnya akan
memengaruhi warna hukum Islam dalam sejarah dan akan
menentukan sosok hukum itu dalam relitas konkret. Hukum Islam
yang berangkat dari sejarah wahyu akhirnya menjadi sejarah
manusia biasa. Penganutnya dengan demikian mempunyai
kompetensi untuk menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan
konteks historis zamannya.*

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama
yang menyangkut mengenai sah dan tidaknya perbuatan tersebut
dari segi hukum. Oleh sebab itu, perkawinan yang sarat nilai serta
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah, mawaddah wa rahmah perlu diatur dengan rukun dan
syarat tertentu, supaya tujuan dari di syari’atkannya perkawinan
dapat tergapai.®

Rukun dan syarat sah perkawinan bagi yang beragama Islam

telah termaktub dalam Kompilasi hukum Islam. Hukum Islam

> Marzuki Wahid, Figh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan

Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum
Isndonesia), him. 133. lihat Denny J.A, Legislasi Hukum Islam dan Integrasi
Nasional, Pesantren No. 2/Vol.Vii/1990, (Jakarta: P3M, 1990), him. 7-8.

80 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke-

1,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), him. 55-56.
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dengan wujud kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia
diakui sebagai hukum positif. Dalam sistem hukum Indonesia,
kompilasi hukum Islam masih dianggap sebagai bentuk akhir dan
akumulasi aturan hukum Islam adalah wujud konkret dari
perbenturan antara kepentingan implementsi (‘amaliyah) hukum-
agama Islam dengan kehendak-kehendak sosial-politik hukum-

negara.®

1. Calon Mempelai (Calon suami dan calon istri)

Untuk melaksanakan sebuah perkawinan salah satunya adalah

terdapatnya dua orang calon mempelai suami dan calon istri.

KHI dan undang-udang perkawinan menjelaskan mengenai

syarat bagi calon kedua mempelai, yakni:

1) Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan
calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.®

2) Bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun harus
mendapat izin dari kedua orang tua.®®

3) Perkawinan didasarkan pada persetujuan calon mempelai.

4) Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan

pernikahan tidak terdapat halangan.®*

1 Marzuki Wahid, Figh Indonesia (Kompilasi Hukum Islam dan
Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum
Isndonesia), him. 187.

62 Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan), him. 5. Lihat Undang-undng Nomor 1 Tahun1974, Perkawinan
Pasal 7 Ayat (1).

8 Lihat Undang-undang Nomor 1 Tahun1974, Perkawinan Pasal 6.
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5) Calon mempelai tidak sedang terikat tali perkawinan dengan

orang lain.

Hal ini dilakukan tidak lain bertujuan untuk kemashlahatan
keluarga dan rumah tangga.

2. Wali Nikah

Wali nikah dalam perkawinan jelas merupakan rukun,
artinya harus ada wali dalam perkawinan bagi seorang calon
istri. Tanpa adanya seorang wali, perkawinan dianggap tidak
sah terutama perkawinan bagi orang yang belum mukalaf. Wali
adalah orang yang memegang sah tidaknya pernikahan. Wali
secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.
Dalam perkawinan, wali adalah orang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Di dalam KHI, Adapun syarat untuk menjadi seorang wali
yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam
yakni muslim, agil, dan baligh.%®® Sedangkan wali nikah terdiri
atas:

a. Wali Nasab

Wali nasab merupakan kerabat dekat yakni anggot akeluarga

laki-laki dari calon mempelai perempuanyang memiliki

hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai

6 Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan
Perwakafan), him. 6 -11.
65 Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 Ayat (1) Dam Ayat (2).
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perempuan. Adapun kelompok kedudukan wali nasab yakni,
terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain
sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon
mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis
lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan
seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-
laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni
saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan
keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara
laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan
keturunan laki-laki mereka.®

Pasal 21 ayat 2: “Apabila dalam satu kelompok wali nikah
terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi
wali, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang
lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai
wanita.”

Pasal 21 ayat 3: “Apabila dalam satu kelompok sama derajat
kekerabatannya maka yang berhak menjadi wali ialah
kerabat kandung dari kerabat yang seayah.”

Pasal 21 ayat 4: “Apabila dalam satu kelompok, derajat
kekerabatannya sama yakni sama-sama kerabat kandung dan

sama-sama dengan kerabat seayah, maka sama-sama berhak

8 Lihat Pasal 21 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
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menjadi wali nikah, dengan yang mengutamakan yang lebih
tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”
Pasal 22: “Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya
tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena
wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah
udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah
yang lain menurut derajat berikutnya.”
b. Wali Hakim.

Terkait dengan wali hakim, apabila wali yang berhak
tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena suatu
sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali, maka
mempelai perempuan dapat mengangkat wali atau
muhakkam. Dalam hal apabila wali dekat tidak ada -dan
tidak ada- yang mewakilinya (atau karena sesuatu hal wali
nasabnya tidak mau menikahkan), maka yang menjadi wali
adalah wali hakim.®’

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987

tentang wali hakim, menatakan sebagai berikut:

1) Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh menteri
agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk
bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita

yang tidak mempunyai wali.®®

67 Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di
Indonesia, him. 81.
8 |ihat pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.
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2)

3)

4)

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah
diwilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstra
territorial ternyata tidak memiliki wali nasab yang berhak
atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud
atau berhalangan atau adhal, nikahnya dapat
dilangsungkan dengan wali hakim.®

Bagi kepala kantor urusan agama kecamatan selaku
pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim
dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai
wanitasebagai dimaksud pasal pasal 2 ayat (1) peraturan
ini.”™

Apabila diwilayah kecamatan tidak ada, maka kepala
seksi urusan agama Islam atas nama kepala kantor
departemen agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk
atas nama menteri agama mneunjuk wakil atau pembantu
pegawai pencatat nikah untuk sementara menjadi wali
hakim dalam wilayahnya.

Adapun dalam pasal 1 PMA No. 2 Tahun 1987 tentang

wali hakim diperkuat dan diperbarui oleh Pereturan Menteri

Agama Tahun 2005 yang menyatakan “wali hakim adalah

kepala kantor urusan agama kecamatan yang ditunjuk oleh

Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi

calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali”.

8 Lihat pasal 2 huruf (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.
70 Lihat pasal 5 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987.
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Adapun wali hakim dapat bertindak menjadi wali sebuah
akad nikah apabila dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:
a). tidak ada wali nasab, b). tidak cukup syarat-syarat pada
wali agrab atau pun wali ab’ad, c). wali agrab ghaibatau
pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari
perjalanan, d). wali agrab dipenjara dan tidak dapat ditemui,
e). wali agrab nya ‘adlal, f). wali agrab nya berbelit-belit
(mempersulit), g). wali agrabnya sedang ihram, h). wali
agrab nya sendiri yang akan menikah, i). wanita yang akan
dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak
ada.”

3. Dua Orang Saksi
Adanya saksi dalam syarat-syarat perkawinan tidak
disebutkan didalam undang-undang perkawinan. Akan tetapi
didalam undang-undang perkawinan mengenai adanya saksi
disebutkan didalam pembatalan perkawinan. Kehadiran saksi
dijadikan sebagai salah satu hal yang membolehkan pembatalan
perkawinan adalah hadirnya sorang saksi sebagaimana terdapat

dalam pasal 26 ayat (1) UU perkawinan No. 1 tahun 1974.

Saksi dalam perkawinan diatur dalam KHI, yang mana
materi secara keseluruhan mengadopsi dari kitab figih. Adapun
kitab figih yang di adopsi merupakan menurut jumhur ulama

yang berlaku di Indosesia terutama figih Syafi’iyah. Ketentuan

"1 Zaeni Asyhadie, dkk, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di
Indonesia, him. 83.

62



saksi dalam perkawinan di atur dalam KHI dan terdapat dalam

pasal 24, 25, dan 26 dengan rumusan sebagai berikut:”?

Pasal 24:

(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad
nikah.

(2) Setia perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.

Pasal 25: “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah
ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak

terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.”

Pasal 26: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung
akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan

tempat akad nikah dilangsungkan.”

4. ljab dan Qobul
ljab dan gabul antar wali dan calon mempelai pria harus
jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Akad nikah
dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang

bersangkutan atau wali nikah mewakilkan kepada orang lain.”

72 Kompilasi Hukum Islam, him. 8.
3 Kompilasi Hukum Islam Pasal 27 dan 28.
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BAB Il

TRADISI SIHHAH AKAD NIKAH JAM’IYYAH RIFA’IYAH DI
KABUPATEN KENDAL

A. Infografi Kabupaten Kendal
1. Kependudukan

Kabupaten Kendal memiliki 21 kecamatan yang tersebar di
seluruh daerahnya. 21 kecamatan tersebut yakni, Kecamatan
Plantungan, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Pageruyung,
Kecamatan Patena, Kecamatan Singorojo, Kecamatan Limbnagan,
Kecamatan Boja, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu
Selatan, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Pegandon, Kecamatan
Ngampel, Kecamatan Gemuh, Kecamatan Weleri, Kecamatan
Rowosari, Kecamatan Kangkung, Kecamatan Cepiring, Kecamatan
Patebon, Kecamatan kendal dan kabupaten Kendal. Persentase laju
pertumbuhan penduduk pada setiap tahunnya tidak sampai
mencapai lebih dari 2%, sedangkan kepadatan penduduk terbesar
berada di kecamatan Kendal dengan kepadatan penduduk 2177.00
per km2 dan terkecil adalah di kecamatan Singorojo dengan
kepadatan penduduk 443.00 per km2.!

2. Penduduk Menurut Jenis Kelamin

! https://kendalkab.bps.go.id/galery.htmi#infografisl. Diakses pada
25 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.
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Penduduk menurut jenis kelamin di kabupaten Kendal
berjumlah 1.025.020 jiwa dengan klasifikasi untuk laki-laki
terdapat 517.897 jiwa dan untuk perempuan 507.033 jiwa. Adapun
jumah penduduk terbesar berada di Kecamatan Boja dan
Kecamatan Kaliwungu dengan jumlah penduduk 82.972 jiwa.
Selanjutnya disusul dengan Kecamatan Sukorejo dengan total

jumlah penduduk 60.785 jiwa.?
3. Ketenagakerjaan

Ditinjau dari sektor pekerjaan masyarakat kabupaten Kendal,
44,27% masyarak bekerja pada sektor jasa, 24,75% masyarakat
bekerja pada sektor pertanian, dan 30,98% masyarakat bekerja
pada sektor manufaktur. Sektor jasa merupakan sektor pekerjaan
terbesar dikabupaten Kendal disusul oleh sector jasa dan terakhir
adalah sector pertanian. Hampir 1/3 penduduk Kabupaten Kendal
bekerja pada sektor manufaktur, yang mana sebagai sektor
penopang kedua setelah sektor jasa pada perekonomian Kabupaten
Kendal.?

B. Historitas Jam’iyyah Rifa’iyah

2 Sumber https://kendalkab.bps.go.id/galery.html#infografisl. Diakses
pada 25 Juli 2022, pukul 13. 00 WIB.

3 Sumber. https://kendalkab.bps.go.id/. Diakses pada 25 Juli 2022, pukul
13. 00 WIB.
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Pada umumnya, sebuah Jema’ah setelah ditinggal oleh pendirinya
serta tidak ada generasi penerusnya yang solid akan sirna begitu saja,
akan tetapi jema’ah Rifa’iyah dapat hidup serta berkembang hingga
kini. Kitab-kitab tarjumah hasil karya KH. Ahmad Rifa’i sampai saat
ini juga masih terus diterbitkan ulang, dipelajari serta diamalkan.
Rifa’iyah kini sudah tidak lagi bersikap menentang terhadap kebijakan
pemerintah yang sah, namun lebih menitik beratkan pada pembinaan
masyarakat dalam peningkatan kualitas iman dan takwa. Setelah masa
kemerdekaan mereka dapat menyesuaikan dengan lingkungan
masyarakat. Mengadakan hubungan yang baik dengan pemerintah dan
manaati segala peraturan dan undang-undang yang berlaku di
Indosesia.*

Berdirinya Jam’iyyah Rifa’iyah sebagai Jam’iyyah diniyah
ijtima’iyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan) merupakan
hasil dari perjalanan sejarah yang dilakukan oleh para ulama pengikut
KH. Ahmad Rifa’i. Sebagai organisasi, Jam’iyyah Rifa’iyah pada
masa awal mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dan
membangun kemerdakaan Indosesia. Berdirinya Rifa’iyah dilatar
belakangi oleh adanya kurang pemahaman dari masyarakat Indonesia
khususnya di tanah Jawa terhadap ajaran Islam. Hal inilah yang
menjadikan KH. Ahmad Rifa’i terpanggil untuk mensiarkan dan
meluruskan akidah yang dianut oleh masyarakat pada masa itu dengan

cara menerjemahkan kitab-kitab klasik berbahasa arab ke dalam

4 Nur Ali Sibron Mulisi, dkk, Modul Ke-Rifaiyahan, Kendal, Buku ini
dicetak untuk kalangan Rifa’iyah sebagai modul materi ke-Rifa’iyahan sebagali
buku penunjang belajar siswa, 2011. him. 25.
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bahasa Jawa (Arab pegon) yang selanjutnya berbentuk nadzam. Selain
itu, berdirinya Rifa’iyah dilatar belakangi untuk menyatukan kekuatan
umat Islam, terutama untuk menggali potensi alim ulama dalam
menghadapi perjuangan membela kepentingan dan kemuliaan agama
Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membuat organisasi di bidang
pendidikan, pengajaran, dan dakwah yang diselenggarakan dalam
lingkungan pondok pesantren.®

Masyarakat dari Jema’ah Rifa’iyah semakin lama semakin
berkembang sehingga di daerah-daerah membentuk ranting dan
cabang Rifa’iyah. Pada tahun 1969 Rifa’iyah menyelenggarakan
Muktamar di Pekalongan, Kendal, Wonosobo, Pemalang, dan tempat
lainnya. Diselenggarakannya muktamar tersebut dimaksudkan untuk
memperkuat hubungan antara masyarakat Rifa’iyah dengan
pemerintah orde baru pada saat itu. Pada masa orde lama kegiatan-
kegiatan Rifa’iyah selalu didiskriminasikan, sehingga hal ini sungguh
tidak menguntungkan bagi Jema’ah Rifa’iyah. Pada masa orde baru
juga terjadi pemboikotan terhadap Rifa’iyah di Pekalongan yang
kebanyakan justru dilakukan oleh warga setempat yang kontra dengan
Rifa’iyah.®

Sebagai organisasi, Jam’iyyah Rifa’iyah pada masa awal
mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dan membangun
kemerdakaan Indosesia. Berdirinya Rifa’iyah dilatar belakangi oleh

adanya kurang pemahaman dari masyarakat Indosesia khususnya di

5 Nur Ali Sibron Mulisi, dkk, Modul Ke-Rifaiyahan, him. 26.
& Nur Ali Sibron Mulisi, dkk, Modul Ke-Rifaiyahan. him. 27.
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tanah Jawa terhadap ajaran Islam. Hal inilah yang menjadikan KH.
Ahmad Rifa’i terpanggil untuk mensiarkan dan meluruskan akidah
yang dianut oleh masyarakat pada masa itu dengan cara
menerjemahkan kitab-kitab klasik berbahasa arab ke dalam bahasa
Jawa (Arab pegon) yang selanjutnya berbentuk nazam (puisi
tembang).’

Selain itu, berdirinya Rifa’iyah dilatar belakangi untuk menyatukan
kekuatan umat Islam, terutama untuk menggali potensi alim ulama
dalam menghadapi perjuangan membela kepentingan dan kemuliaan
agama Islam. Hal ini dilakukan dengan cara membuat organisasi di
bidang pendidikan, pengajaran, dan dakwah yang diselenggarakan
dalam lingkungan pondok pesantren.®

Untuk membuktikan bahwasannya Jema’ah ini mampu menyatu ke
dalam masyarakat luas, tepatnya pada tanggal 7 mei 1965 Jema’ah
Rifa’iyah mendirikan organisasi yang diberi nama “yayasan
pendidikan Islam Rifa’iyah” kemudian disingkat menjadi * yayasan
Rifa’iyah” yang berpusat di Tanahbaya Randudongkal, Pemalang,
Jawa Tengah yang menjadi program utamnaya adalah pendidikan,
dakwah, sosial, dan ekonomi. Akan tetapi sebelum didirikan yayasan,
warga Rifa’iyah mendirikan sekolah atau madrasah dan pondok

pesantren. Kemudian yayasan Rifa’iyah mendirikan sekolah sekolah

7 Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, (Jakarta: Jama’ah Masjid Baiturrahman Jakarta Pusat,
1415H/1994M), him. 20.

8 Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 25.
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atau madarasah, pondok pesantren, dan percetakan kitab tarjumah.
Pada tahun 1968 kitab-kitab tersebut mendapat pengesahan dari
direktorat pendidikan pendidikan agama di Jakarta. Pada tahun 1972
mendapat pengesahan dari tim rawatan rohani Islam rayon 714 kodya
dan Kabupaten Pekalongan.’

Masyarakat dari Jema’ah Rifa’iyah semakin lama semakin
berkembang sehingga di daerah-daerah membentuk ranting dan
cabang Rifa’iyah. Pada tahun 1969 Rifa’iyah menyelenggarakan
muktamar di Pekalongan, Kendal, Wonosobo, Pemalang, dan tempat
lainnya. Diselenggarakannya muktamar tersebut dimaksudkan untuk
memperkuat hubungan antara masyarakat Rifa’iyah dengan
pemerintah orde baru pada saat itu. Pada masa orde lama kegiatan-
kegiatan Rifa’iyah selalu didiskriminasikan termasuk tidak
diperbolehkannya menyelenggarakan sholat jum’at sehingga hal ini
sungguh tidak menguntungkan bagi Jema’ah Rifa’iyah. Pada masa
orde baru juga terjadi pemboikotan terhadap Rifa’iyah di Pekalongan
yang kebanyakan justru dilakukan oleh warga setempat yang kontra
dengan Rifa’iyah.°

Memasuki tahun 1970 hingga tahun 1980, Jam’iyyah Rifa’iyah
masih sering mendapat persangkaan negative dari masyarakat sekitar,
bahkan setelah beredarnya buku serat cabolek, Rifa’iyah banyak

mendapat sindiran hingga tuduhan-tuduhan bahwasnnya Jam’iyyah

® Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 24

10 Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 25.
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Rifa’iyah ini sesat, tuduhan itu dialamatkan pada ajaran Islam
ahlussunah yang disampaikan oleh kh. Ahmad Rifa’i. Adapun tuduhan
tersebut diantaranya ialah rukun Islam satu, shalat jum’ah, shalat
gadha yang kemudian menimbulkan kesenjangan sosial ditengah-
tengah masyarakat Islam.** Imbas dari tuduhan yang dilayangkan
kepada Jam’iyyah tersebut masih dapat dirasakan hingga kini.

Dari hal-hal yang terjadi tersebut, maka Rifa’iyah tergugah untuk
untuk menyelenggarakan seminar nasional di Yogyakarta pada tahun
1990 yang bekerja sama dengan lembaga kajian sejarah dan nilai
tradisional Yogyakarta, jurnal ‘ulumul qur’an Jakarta dan masyarakat
sejarawan Indonesia (MSI) cabang Yogyakarta. Pada tahun 1991
Rifa’iyah menggelar kitab-kitab tarajumah dalam festifal Istiglal di
Jakarta dan pertemuain dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Jakarta.

Masih dalam akhir tahun 1991 di Kendal dan Semarang, Rifa’iyah
mengadakan sidang yang kemudian dilanjutkan dengan acara
silaturrahmi ulama Rifa’iyah di arjawinangun Cirebon, Jawa Barat.
Silaturrahmi tersebut menghasilkan keputusan ulama-ulama Rifa’iyah
menganggap perlu lahirnya suatu organisasi Rifa’iyah secara

nasional.*?

C. Jam’iyyah Rifa’iyah di Kabupaten Kendal

1 Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 26.

12 Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 27.
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1. Organisasi Jam’iyyah Rifa’iyah

Organisasi Rifa’iyah berdiri pada tahun 1991 dengan
kepengurusan pimpinan Rifa’iyah periode pertama (1991-1997)
dipimpin oleh KH. Muhammad Saud Al-Arba’ie sebagai ketua
umum dan KH. Ahmad Syadzirin Amin sebagai sekretaris jendral.
Periode kedua dan ketiga (1997-2004 dan 2004-2008) dipimpin
oleh ketua dewan syuro Prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA, ketua
umum KH. Ahmad Syadzirin Amin dan sekretaris jendral H.
Mukhlisin Muzarie. Periode keempat (2008-2013) dipimpin oleh
ketua dewan syuro KH. Ahmad Syadzirin Amin dan sekretaris
dewan syuro Prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA, ketua umum Dr. H.
Mukhlisin Muzarie, M. Ag. dan sekretaris jendral H. Imam
Ghozali. S.Ag. Namun karena KH. Ahmad Syadzirin Amin wafat
dan prof. Dr. KH. Abdul Jamil, MA pindah tugas, maka
berdasarkan hasil musyawarah pimpinan tahun 2011 yang
membahas pergantian antar waktu, jabatan ketua dewan syuro H.
Nur Zuhad, selanjutnya berdasarkan hasil muktamar VIII tahun
2013 di Kabupaten Pekalongan, ketua dewan syuro terpilin KH.
Muhammad Amin Ridho dan sekretaris dewan syuro terpilih H.
Ma’ruf Sabrawi, ketua umum terpilih Dr. H. Mukhlisin Muzarie,
M. Ag. dan sekretaris jendral H. Imam Ghozali.*®

Adanya organisasi Rifa’iyah di Kabupaten Kendal dimulai

sekitar tahun 1990-an, yang mana periode awal kepimpinan

13 http://pdrifaiyahkendal.blogspot.com/. Diakses 2 Juli 2022.
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dimulai pada tahun 2000. MUSDA (musyawarah daerah) ke-V
sekaligus peringatan haul KH. Ahmad Rifa’i yang juga merupakan
seorang pahlawan nasional, telah diselenggarakan oleh pimpinan
daerah Rifa’iyah kabupaten Kendal. Musyawarah tersebut
diselenggarakan di pondok pesantren Al-Fatih Damarsari,
Kecamatan Cepiring pada 31 November 2021 merupakan
musyawarah untuk memilih pimpinan baru Rifa’iyah di Kebupaten
Kendal. MUSDA vyang digelar untuk memilih pimpinan baru
tersebut dilakukan usai ketua lama wafat. Adapun hasil dari
musyawarah yang dilakukan tersebut memutuskan KH. Azka
Badruzzaman sebagai ketua pimpinan daerah Rifa’iyah Kabupaten
Kendal.

Kepengurusan pimpinan daerah Rifa’iyah Kabupaten Kendal
masa khidmat 1443-1448 H/2021-2021 M telah di sahkan oleh
pimpinan pusat Rifa’iyah pada tanggal 8 jumadil awal 1443 H/ 12
Desember 2021. Pada Sebelumnya telah dilakukan musyawarah
oleh tim formatur pada tangal 07 November 2021 di pondok
pesantren Roudlotul Muttagin Cepokomulyo Gemuh-Kendal yang
diselenggarakan untuk menyusun kepengurusan pimpinan daerah
Kabupaten Kendal.**

Saat ini, Pimpinan daerah Rifa’iyah Kabupaten Kendal sendiri
juga belum memiliki kantor yang representative, akan tetapi sudah

memiliki tanah sendiri untuk rencana pembangunannya yang

1 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB
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berlokasikan di Desa Jambearum Kecamatan Patebon. Tanah
dengan panjang 50 meter dan lebar 11 meter tersebut rencananya
akan dibangun gedung sebagai kantor pusat pimpinan daerah
Rifa’iyah di Kabupaten Kendal. Selain itu juga sebagai
perpustakaan Kitab-kitab karya KH. Ahmad Rifa’i, agar semua
kitab karya KH. Ahmad Rifa’i dapat terpustaka dengan baik dan
dapat digunakan sebagai pendukung penelitian bagi pihak-pihak
yang hendak melakukan penelitian mengenai Rifa’iyah.*

Sama dengan Jam’iyyah lain yang ada di Indosesia, Jam’iyyah
Rifa’iyah juga memiliki organisasi-organisasi yang dinaunginya.
Adapun organisasi yang berada dibawah naungan Rifa’iyah, yakni
UMRI (Ummahatur Rifa’iyah), AMRI (Angkatan Muda
Rifa’iyah), dan BARANUSA (Barisan Amri Nusantara). Adapun
di daerah Kabupaten Kendal sendiri UMRI diketuai oleh
Sobariatun, AMRI diketuai oleh Ulil Absor, dan BARANUSA
diketuai oleh Alimun. Rencananya, menurut penuturan dari ketua
pimpinan daerah Kebupaten Kendal, akan menambahkan satu satu
organisasi lagi yakni AMRITA (Angkatan Muda Rifa’iyah
Wanita).*®

2. Penyebaran Jam’iyyah Rifa’iyah Kabupaten Kendal

1 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

16 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.
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Terkait dengan Masuknya Rifa’iyah di Kendal belum diketahu
ketepatan tahunnya, dikarenakan belum ada data tertulis mengenai
hal tersebut. Akan tetapi dari data yang diperoleh bahwasannya
mbah Tubo yang yang merupakan santri generasi pertama dari KH.
Ahmad Rifa’i, beliau pada saat menimba ilmu dengan gurunya
tersebut berangkat dari Purwosari ke Kalisalak.’

Beliau hidup pada masa yang sama dengan masa KH. Ahmad
Rifa’i, sehingga ilmu-ilmu yang diajarkan oleh gurunya tersebut
beliau ajarkan kepada masyarakat di desa Purwosari. Dengan
demikian mengenai masuknya doktrin KH. Ahmad Rifa’i di
Kabupaten Kendal dapat dilihat dari kitab-kitab KH. Ahmad Rifa’i
yang tulis di kalisalak, yang mana selesai penulisan tahun berkisar
tahun 1200-an, seperti Kitab tabyin yang mana selesai penulisannya
tahun 1264 H/1847 M.*8

Mayoritas penyebaran Jam’iyyah Rifa’iyah di Kebupaten
Kendal berada di Kecamatan Rowosari dengan jumlah ranting
terbanyak yakni sembilan ranting. Meskipun di Kecamatan
Rowosari tidak terdapat desa yang sepenuhnya warga desanya
merupakan Jema’ah Rifa’iyah, namun hampir disetiap desanya
terdapat warga Rifa’iyah. Berbeda dengan enam kecamatan lain,

yang memiliki ranting lebih sedikit dari pada kecamatan Rowosari,

7 Hasil interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB

'8 Hasil observasi dan interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa
Purwosari-Patebon, pada tanggal 30 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.
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yang mana kuantitas jema’ah Rifa’iyah pun tidak sebayak seperti
di kecamatan Rowosari.

Penyebaran Rifa’iyah di Kebupaten Kendal sendiri tidak hanya
dari saru jalur namun melalui beberapa jalur. Dari daerah
kecamatan Rowosari sendiri terbagi menjadi dua yakni jalur
selatan dan jalur utara. Dari jalur selatan yang disebarkan oleh KH.
Ahmad Bajuri meliputi Desa Tanjunganom dan Desa Karangsari,
lebih tepatnya beliau tinggal di dukuh Kretegan desa Karangsari,
sedangkan untuk jalur utara disebarkan oleh KH. Ridwan dari
Cepokomulyo yang merupakan menantu dari KH. Ahmad Bajuri
yang meliputi desa Bulak, Kebonsari, dan Aram-aram.*

Sedangkan untuk penyebaran doktrin KH. Ahmad Rifa’i di
Purwosari-Kecamatan Patebon disebarkan oleh mbahTubo yang
merupakan santri generasi pertama dari KH. Ahmad Rifa’i.
Selanjutnya turun kepada anak-anaknya yakni KH. Idris dan turun
lagi kepada anaknya yakni mbah Amun (KH. Muhammad Ridwan)
hingga sampai generasi sekarang yakni KH. Dimyati yang
merupakan generasi ke lima dari mbahTubo.

Untuk penyebaran Jam’iyyah Rifa’iyah di Cepokomulyo sendiri
disebarkan oleh KH. Muhammad Ridwan, yang merupakan
menantu dari dari KH. Ahmad Bajuri. KH. Muhammad Ridwan

sendiri merupakan murid atau santri dari KH. Idris yang

19 Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00WIB.

20 Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00WIB.
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merupakan keturunan dari mbahTubo yang menyebarkan doktrin
KH. Ahmad Rifa’i di Purwosari-Patebon.?

Penyebaran Rifa’iyah di Kabupaten Kendal sendiri dapat
dikatakan memiliki keterkaitan antara tokoh penyebar satu dengan
yang lain, bisa dari antara guru dengan murid bisa juga melalui
jalur pernikahan. Seperti yang terjadi pada tokoh yang
menyebarkan antara Kecamatan Patebon dengan Kecamatan
Gemuh, yang mana tokohnya merupakan guru dengan dengan
murid yakni KH. Idris dengan KH. Muhammad Ridwan. Sedangan
untuk jalur pernikahan yakni antara tokoh penyebar di Kecamatan
Rowosari dan Kecamatan Gemuh yang merupakan mertua dengan
menantu yakni KH. Ahmad Bajuri dan KH. Muhammad Ridwan.?

Data-data terkait jalur-jalur penyebararan Jema’ah di Kabupaten
Kendal sendiri didapatkan dari hasil wawancara oleh beberapa
tokoh agama Jam’iyyah Rifa’iyah dari setiap daerah yang
bersangkutan. Karena dari salah satu tokoh agama menyatakan
bahwasannya jalur-jalur penyebaran tersebut mereka dapatkan dari
sesepuh desa dulu yang sekarang sudah wafat. Seperti dari
Cepokomulyo, dengan tokoh agama KH. Azka Badruzzaman yang
merupakan cucu dari KH. Muhammad Ridwan penyebar doktrin
KH. Ahmad Rifa’i di cepokomuly-Gemuh, dan Kyai Muhammad

Nur Arifudin yang merupakan keturunan generasi ke 4 dari KH.

21 Hasil observasi dan interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cepokomulyo, pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

22 Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.
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Ahmad Bajuri di Desa Karangsari. Sehingga data-data terkait
penyebarannya diperoleh dari keturunan para tokoh-tokoh yang
menyebarkan pada daerah masing-masing.

Hasil dari survey dan informasi yang di dapat peneliti, terdapat
tiga kecamatan yang memiliki Jam’iyyah Rifa’iyah cukup besar di
Kabupaten Kendal yang dapat diambil datanya terkait pelaksanaan
tradisi sikhah.” Tiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan
Patebon, Kecamatan Gemuh dan Kecamatan Rowosari. Adapun
infografi dari ketiga kecamatan tersebut sebagai berikut:

a) Kecamatan Patebon

Di Kecamatan Patebon, tepatnya di Desa Purwosari yang
mana terdapat satu blok dari desanya yakni dukuh Siringan
yang dihuni oleh masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah.** Dapat
dikatakan bahwasannya di Desa Purwosari sendiri hingga saat
ini masyarakat Jam’iyyah Rifa’iyah masih sangat kental dalam
melaksanakan doktrin atau aktifitas-aktifitas yang diajarkan
oleh KH. Ahmad Rifa’i. Hal tersebut juga tidak terlepas dari
pengaruh terdapatnya ulama yakni mbah Tubo. Beliau
merupakan santri generasi pertama dari KH. Ahmad Rifa’i.?®

Di Desa Purwosari juga terdapat pengajian yang telah

terjadwal setiap harinya bagi para jam’ah, yakni pukul 05.30-

23 Hasil observasi dan interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cepokomulyo, pada tanggal 22 Juli 2022, pukul 16.00 WIB.

24 Hasil Interview dan observasi dengan Bu Siroh, di Desa Purwosari,
Pada 30 Agustus 2022 Pukul 12.00 WIB.

% Hasil Interview dengan KH. Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari,
Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.
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06.30 WIB kecuali hari Jum’at, dan selepas maghrib hingga
isya’ yang berlokasikan di tajuk (mushola). Sedangkan di
masjid sendiri setiap hari minggu pagi pukul 07.08 WIB, dan
setiap Kamis manis pukul 09.00 hingga pukul 11.00 WIB.%

b) Kecamatan Rowosari

Penyebaran Rifa’iyah di Kecamatan Rowosari dapat
dikatakan terbesar di Kabupaten Kendal. Dari 16 desa dalam
kecamatan, lebih dari separuhnya disetiap desanya terdapat
Jema’ah Rifa’iyah. Besarnya penyebaran di kecamatan tersebut
dipengaruhi oleh terdapatnya ulama’ terdahulu penyebar ajaran
Rifa’iyah, yakni KH. Ahmad Bajuri. KH. Ahmad Bajuri bin
Mutholib merupakan santri generasi kedua dari KH. Ahmad
Rifa’i, yang mana beliau tinggal di Dukuh Kretegan Desa
Karangsari. Hal inilah yang menjadikan besarnya penyebaran
paham Rifa’iyah di kecamatan tersebut di banding dengan
kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kendal.?’

Terdapatnya dua dukuh yang bersebelahan, yakni dukuh
Bantaran dan dukuh Kretegan, disitulah mayoritas penduduknya
merupakan Jema’ah Rifa’iyah. Dukuh Bantaran merupakan
salah satu dukuh di desa Tanjunganom yang terletak pada
bagian paling timur, sedangkang dukuh kretegan merupakan

dukuh yang terletak di desa Karangsari yang letaknya pada

% Hasil observasi dan Interview dengan KH. Aris Mustaghfirin, di Desa
Purwosari, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

27 Hasil Interview dengan Ariful Ammar, di Desa Karangsari-Rowosari,
Pada 30 juni 2021 Pukul 12.15 WIB.
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bagian paling barat. Dikarenakan berada pada batas dari
masing-masing desa, sehinga letak dari kedua dukuh tersebut
berdampingan.?®

Adanya kegiatan pengajian yang dilakukan disetiap masjid
dan mushola bagi warga Rifa’iyah juga merupakan salah satu
eksistensi keberadaan jema’ah. Seperti halnya pengajian yang
berlokasi masjid di dukuh Bantran yang dilakukan setiap hari
sehabis subuh, malam Ahad dan malam Rabu sehabis maghrib,
jadwal pengajian tersebut juga sama di masjid dukuh Kretegan-
Karangsari. Untuk jadwal ngaji di mushola dukuh Bantaran-
Desa Tanjunganon dilakukan pada malam Sabtu dan malam
Selasa habis maghrib, Sedangkang di mushola dukuh Kretegan-
Desa Karangsari pada malam Senin dan malam Kamis sehabis
maghrib.?

Selain pengajian, di dukuh Kretegan-Desa Karangsari juga
terdapat pondok pesantren yang masih aktif, yakni pondok
pesantren Al Bajuri yang memiliki kurang lebih 50 santri,
sebagian ada yang mukim dan sebagian lagi bukan mukim.
Sehingga keberadaan Jema’ah Rifa’iyah di daerah tersebut

semakin hidup apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain

28 https://images.app.goo.gl/sbrX1eKQkZu6bBrD9. Diakses pada 27
Agustus 2022 pukul 23.00 WIB.

29 Hasil Interview dengan ldah Farida, di desa Tanjunganom-Rowosari,
Pada 16 agustus 2022 Pukul 18.00 WIB.
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yang tidak memiliki pondok pesantren atau sudah tidak ada lagi
keberadaan pondok pesantrennya.3°
c) Kecamatan Gemuh

Penyebaran Jam’iyyah Rifa’iyah di Kecamatan Gemuh
sendiri tidak terlalu banyak apabila dilihat dari tiap-tiap
desanya. Namun dapat dikatakan cukup banyak meski tidak
sebanyak di Kecamatan Rowosari, tepatnya yakni di Desa
Cepokomulyo dihuni kurang lebih 600 jiwa, yang mana sama
seperti di desa Purwosari ada satu dukuh yang mana warganya
merupakan Jam’iyyah Rifa’iyah.®> Sama halnya dengan desa
Triharjo, yang mana pada desa tersebut juga terdapat jema’ah
Rifa’iyah meskipun tidak sebanyak di Kecamatan Rowosari.*

Terdapatnya pondok pesantren yang masih aktif serta
adanya kegiatan pengajian juga menjadi salah satu eksistensi
keberadaan Jam’iyyah Rifa’iyah di dua desa tersebut. Di Desa
Cepokomulyo terdapat pondok pesantren yang mana pengasuh
dari ponpes tersebut merupakan ketua terpilih pimpinan daerah
Kendal yakni KH. Azka Badruzzaman, sehingga hal tersebut

sangat berpengaruh bagi eksistensi jema’ah pada wilayahnya.

30 Hasil Interview dengan Ariful Ammar, di Desa Karangsari-Rowosari,
Pada 30 juni 2022 Pukul 12.15 WIB.

31 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

32 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.
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Seperti adanya pengajian yang sudah terjadwal pada setiap
harinya bagi para warga desa di masjid desa tersebut.

Adanya ngaji merupakan salah satu identitas dari Rifa’iyah,
bahwasannya Rifa’iyah memiliki tradisi ngaji.** Dalam satu hari
terdapat tiga jadwal ngaji, yakni pagi hari selepas subuh, siang
hari selepas dhuhur, sore hari selepas ashar, dan malam hari
selepas maghrib. Jadwal-jadwal tersebut dibuat dengan tujuan
agar para warga dapat mengikuti pengajian di masjid, sehingga
ketika ada warga desa yang tidak bisa mengikuti ngaji pada satu
waktu yang dikerenakan sedang bekerja atau hal lainnya maka
masyarakat dapat mengikuti ngaji pada waktu yang lain,

sehingga warga dapat tetap mengikuti pengajian.
3. Pondok Pesantren Rifa’iyah di Kabupaten Kendal

Sebagai pembuktian eksistensi suatu organisasi Islam salah
satunya adalah terdapatnya lembaga pendidikan Islam atau
pesantren. Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam dengan
sistem asrama atau pondok, dimana kyai sebabagi figur sentralnya,
masjid sebagai pusat kegiatan yang menjiwainya, dan pengajaran
agama Islam dibawah bimbingan kyai yang diikuti santri sebagai
kegiatan utamanya.* Secara teknis, pondok pesantren merupakan

suatu tempat yang dihuni oleh para santri, sebagai laboratorium

3 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

34 Umiarso dan Nur Zazin, Pesantren Ditengah Mutu Arus Pendidikan
(Menjawab Problematika Kontemporer Manajemen Mutu Psantren), (Semarang:
Rasail Media Group, 2011), him.15.
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kehidupan, tempat para santri belajar hidup dan bermasyarakat
dalam berbagai segi dan aspeknya.®

Adapun pondok pesantren Rifa’iyah yang tersebar di beberapa
daerah di Kabupaten Kendal, diantaranya sebagai beririkut: Ponpes
Ar-Ridwan di Purwosari-Patebon, Ponpes At Tagwa di Purwosari-
Patebon, Ponpes Al Bajuri di Karangsari-Rowosari, Ponpes
Roudhotul Muttagin di  Cepokomulyo-Gemuh, Ponpes Nurut
Taqwa di Triharjo-Gemuh, Ponpes Al Islam di Bulak- Rowosari.

Pondok-pondok  pesantren tersebut merupakan pondok
pesantren Rifa’iyah yang mengajarkan kitab-kitab tarjumah karya
KH. Ahmad Rifa’i yang tersebar di Kabupaten Kendal. Dari daftar
pondok-pondok pesantren tersebut pondok pesantren yang masih
aktif dan masih memiliki santri, namun ada juga pondok yang
sudah tidak terdapat santrinya yakni ponpes Nurut Tagwa di
Triharjo, Ar Ridwan dan pondok pesantren At-Tagwa di Purwosari
yang berdiri sejak tahun 1950 sejak masa KH. Ridwan yang
merupakah ulama’ Rifa’iyah yang mengajarkan kitab tarjumah.*

Pondok pesantren yang masih aktif dan masih terdapat santri
yang mondok diantaranya yakni pondok pesantren Roudlotul
Muttagin dengan kurang lebih 40 santri, pondok pesantren Al

Bajuri dengan kurang lebih 50 santri, dan pondok pesantren Al

% Sa’id Agiel Siradj, et al., Pesantren Masa Depan (Wacana
Pemberdayaan Dan Trasnformasi Pesantren), (Bandung: Pustaka Hidayah
Anggota IKAPI, 1999), him. 13.

% Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.
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Islam dengan kurang lebih 20 santri. Adapun santri yang mondok
di ketiga pesantren tersebut terdiri dari santri mukum dan santri
tidak mukim. Pondok-pondok tersebut masih aktif dan masih
mengajarkan Kitab tarjumah bagi santrinya. Selain kitab tarjumah
(kitab ireng), kitab-kitab salaf (kitab kuning) juga diajarkan di

pondok pesantren tersebut.’

D. Tradisi Sikhah Jam’iyyah Rifa’iyah di Kabupaten Kendal
1. Historitas Sikhah

Bukan tanpa alasan mengapa sebuah pernikahan perlu diulang.
Ini dilakukan karena KH. Ahmad Rifa’i menganjurkan untuk
mengulang pernikahan yang dilakukan oleh penghulu pada zama
dulu. Hal ini dibuktikan dalam sebuah karya sastra Jawa yang
berupa tembang macapat pada pupuh dandang gula, yang berbunyi:

Purwanira carito punika

Kang kagungan jen raden dipatya
Panji suryakusumane

Ingkang sampun pension

Upati nagri semawis

Tinurun mangke tinrap

Sekar manca catur

Kinarya repen supadya

Andadosna pangenget-engetnya sami
Sagung para ulama®

37 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman.

38 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan, 1981), him 197.
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Permulaan cerita ini, yang empunya kanjeng raden adipati, panji
suryokusumo, yang telah pension, sebagai Bupati di Semarang,
sekarang dikutp dan digubah, dalam puisi lagu “macapat”,
dijadikan cerita supaya menjadikan sarana mengingat-ingat untuk
kita, segenap kaum ulama.*

Ingkang sami amarsudi ngelmi
Sampun ngantya temah telanjukan
Kang salesih pamirsane

Lair terusing kalbu

Kang mupakat dhateng liyaning
Liyanipun ngulama

Ingkang sami jumhur

Jumhure ing Tanah Jawa
Jawanipun prayogi ingkang salesih
Salesih pamirsanya*

Yang giat memperdalam ilmu pengetahuan, janganlah sampai
terlanjur-lanjur pada akhirnya, hendakalah teliti penglihatannya,
dari lahir terus kedalam hati, yang bersetujuan pendapat dengan
yang lain, termasuk selain ulama, yang tentuya mahir-mabhir,
terpandai di Pulau Jawa, tata cara kejawaan baik dan tertib teliti,

teliti pula pemandangannya.**

39 Panji Djadjasubrata , Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 9.

40 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 197.

41 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 9
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Kang jinejer carito ing ngarsi
Duk nalika panjenenganira
Kangjeng raden tumenggunge
Wiryadinagara nung

Pakalongan prajanireki

Pasisir Tanah Jawa

de papatihipun

Dyan Bei Martanagara

Budi darma mumpuni sarjana niti
prajanya gemah arja.*?

Yang menjadi tokoh cerita tersebut di depan ini, ialah ketika beliau
itu, Raden Tumenggung yang bernama, Wiryadinagara bertempat,
di Kota Pekalongan, dipesisir Tanah Jawa, adapun patiknya, Raden
Ngabehi Martanagara, berbudi baik, berbakti, ahli ilmu
pengetahuan, berdisiplin, hingga Negara atau wilayahnya aman

dan makmur.

Datan wonten kang dursila juti
Samya ajrih denya mbek silarja
Ambanyu mili danane

Marma pinarcaya gung

Dhateng kangjeng gupermen nguni
Sagung para walanda

Ingemong sakayun

Duk samana winursita

Ki penghulu pakalongan tur udani
Dhateng tumenggungira.*®

“2 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 197.

43 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 198.
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Tak seorang pun berlaku jahat, karena semua mereka takut
terhadap kewinawaan, keluhuran budi dan kemurahan hatinya,
terus menerus pemberian dananya, karena itu sangat dipercaya,
oleh Kanjeng Gubernur (= sebutan untuk pemerintahan penjajah
pada waktu itu) dahulu, segenap orang Belanda, dituruti segala
kehendak mereka, ketika itu tersebutlah, ki penghulu Pekalongan
berkata yang sifatnya memperingatkan, terhadap tumenggung (=

gelar atau pangkat kepala daerah)-Nya.

Ki pangulu wau manganjali

Dhuh pukulun kawula miyarsa

Ing Batang inggih wartose

Kalisalak kang dhusun

Wonten kaji amulang ngelmi
Mukhammad Ripangi hama

Punika misuwur

Angampah sagung ngulama
Ngelmunipun tan wonten ingkang prayogi
Sedaya sami galat.*

Ki penghulu itu bernama Manganjali, “ampun tuanku, hamba
mendengar, berita konon dari batang, tepatnya dari desa Kali
Salak, adalah seorang haji yang mengajarkan ilmu, Muhammad

Rifa’i namanya, ia termasyhur, merendahkan atau meremehkan

44 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 198.
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segenap ulama, adapun ilmu itu tiada yang baik, semuanya

menyesatkan.”*®

Den tumenggung angandika ais

Yen mangkono sira anerangma

Apa kang dadi mangsude

Mungguh ngelmune iku

Nggone mulang mring murid-murid

Ki pengulu tur sembah

Seksama gya mundur

Kumeng malih winursita

Kyai Kaji Mukhammad Ripangi nenggih
Kang wismeng Kalisalak*®

Raden tumenggung berkata sabar, “jika demikian keadaannya
carilah keterengan olehmu, apakah yang menjadi maksudnya,
tentang ilmu itu, sehingga ia mengajarkannya kepada murid-
muridnya.” Kiai penghulu menjawab menyanggupinya, setelah
selesai mengundurkan diri, adapun tersebutlah lagi, bahwa kiai haji

Muhammad Rifa’i itu, yang berumah di Kalisalak.*’

Bawah Batang pan sajuga ari
Ki Ripangi nuju pinarakan
Ingayap para muride

geng alit munggeng ngayun

% Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 10.

“6 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 199.

47 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 10
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Ndheku mukaler konjem siti

Saking sru ajrihira

Murid-muridupun

Kaji Ripangi angucap

Kabeh pada pirsakna nak murid mami
Yen ingsun iki iya®®

Termasuk wilayah Batang, pada suatu hari, kiai Rifa’i sedang
duduk di penghadapan, dihadap oleh murid-muridnya, besar kecil
berada berebutan depan, menunduklah mereka sehingga wajahnya
laksana tertancap di tanah, karena sangat takut mereka, murid-
murid itu. Haji rifa’l berkata. “lihatlah oleh kalian semua anak-

anak muridku bahwa aku ini ialah,*

Mene dadi khalifah Jeng Nabi
Nindakaken sarak Rasulullah

Aneng Tanah Jawa kene

Dene ta iku sagung

Pra ngulamaing Tanah Jawi

Miwah pangulu padha
Sembahyange iku

Durung sah jumungahira

Opo denen nggione ningkahake sami
Pan iku durung esah.*°

“8 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 199.

% Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 10.

>0 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 199.
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Sekarang menjadi khalifah kanjeng nabi (Muhammad saw), yang
menjalankan syariat Rosulullah, di pulau Jawa ini. Karena itu,
maka semua ulama di Pulau Jawa ini, dan para penghulu pula,
sembahyang merekaitu, beumlah sah berjema’ah mereka, termasuk

pula, mereka menikahkan itu, semuanya belum sah juga,™

lya sebab iku pra ngulami

Lan pangulu durug ana Islam

Apa dene pangantene

Amarga padha durung

Njaluk idin mring jeneng mami
Nggonira manjing Islam

Para murid ndheku

Misuwur macapat desa

Dadya sami rebut dhucung malbu murid
Pekalongan myang Batang®?

Oleh karena itu, para ulama, dan penghulu belum ada yang Islam,
apalagi pengantin-pengantin itu, sebab mereka belum minta ijin
padaku,” dengan demikin masuklslam mereka, ialah murid-murid
itu, terkenal ke tempat-tempat sekitarnya, maka berebutanlah
mereka masuk menjadi murid, baik dari Pekalongan dan dari

Batang.*®

>1 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 10.

52 panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 200.

>3 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 10.
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Jalma alit tuwin pra priyayi

Puruita dhateng kalisalak
Dipunsekseni Islame

Sarta ningkah winangun

Nadyan janmawus kaki-kaki

Denya semah rabinya

Pan wus padha mabluk

Den nikahken malih iya

Sebab nggone ningkah kalanira nguni
Punika dereng esah®*

Baik orang kebanyakan maupun orang terhormat, adatang belajar
di kalisalak, “disaksikan” Islam mereka, serta “nikah winanggung”
(diulang kembali pernikahan mereka), meskipun orang telah
kakek-kakek dan nenek-nenek, mereka berumah tangga dengan
istri mereka, ubannya telah memutih dikepala, mereka dinikahkan
kembali ialah, karena pernikahan mereka dulu itu, belum
dinyatakan sah.*®

Ki ripangi dereng anekseni

Mengko iki pada rungokeno

Kabeh muridingsun kiye ing tanah jawa iku
lya mangsa ing dina iki

Kabeh para ngiulama

Liyane jeneng sun

Tan ana kang adil nyata

Among ingsun sampurna sayekti adil
Nuwun para muridnya®®

>4 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 200.

> Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 11.

> Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 200.
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Karena kiai Rifa’i belum menyaksikannya. “sekarang ini
dengarkanlah, senap murid-muridku ini. Di pulau Jawa ini,
terutama pada saat-saat seperti hari ini, semua ulama itu, kecuali
diriku, ternyata tidak ada yangberlaku adil.” Berterima kasihlah

murid-muridnya.

Wonten janma Jariyah raneki

Nenggih tilas lurah suranata

Puruita lan rabine

Sineksen Islamipun

Paningkahe winangun malih®’

Adalah seseorang yang bernama Jariah, konon ia bekas pemimpin
penjaga wilayah, berguru bersama istrinya, disaksikan Islam
mereka (oleh Kiai Haji Rifa’i), pernikahan mereka dibangun

kembali.
2. Prosesi Sikhah di Kendal

Sebelum dilaksanakannya prosesi akad nikah (sizhah), ada
beberapa hal yang perlu Jema’ah Rifa’iyah persiapkan. Adapun
hal-hal yang dipersiapkan oleh keluarga sebelum dilaksanakannya
akad nikah adalah seperti mengadakan pertemuan antara keluarga

calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, dan

>7 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 200.

>8 Panji Djadjasubrata, Serat Cebolek, alih bahasa, T.W.K. Hadisuprata,
alih aksara, Sudibjo Z. Hadisutjipto, him. 11.
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tokoh agama Rifa’iyah. Tujuannya tak lain dari adalah membahas
mengenai sikhak akad nikah yang hendak dilaksanakan, apa saja
yang diperlukan dan apa saja yang perlu dipersiapkan sehingga
pada waktu dilaksanakannya sizhah nantinya tidak mengalami
kendala.”
1. Sihhah di Kecamatan Rowosari
Sebelum dilaksanakannya prosesi sikzhah para pihak yang
bersangkutan duduk bersama, membahas rencana prosesi akad
nikah yang nantinya akan dilaksanakan. Point penting dari
pertemuan yang mereka bahas adalah seperti penentuan wali
nikah, penentuan saksi nikah, waktu akad nikah, dan lokasi
yang hendak dijadikan tempat untuk pelaksanaan akad nikah.
Hal ini biasanya dilaksanakan beberapa hari sebelum
dilaksanakannya akad, sehingga dengan persiapan yang matang
diharapkan pelaksanaan akad dapat berjalan dengan baik.
Pihak keluarga akan diwakili oleh kaum laki-laki, bisa
bapak, kakek, jika mereka semua tidak ada maka saudara laki-
lakinya yang dituakan yang mengikuti perundingan. Dari hasil
pertemuan antara ketiga pihak yaitu keluarga mempelai laki-

laki dan perempuan, serta tokoh agama, maka akan

59 Hasil Observasi di Desa Tanjunganom-Rowosari, Pada Tanggal 23
September 2021, Pukul 13.00 WIB.

60 Hasil wawancara dengan Ustadz Zainul Muttagin, di Desa Karangsari-
Rowosari, pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.
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menghasilkan kesepakatan secra keseluruhan rangkaian dalam
akad nikah.*

Sikhah (dua kali akad) di Kecamatan Rowosari masih

dilakukan oleh sebagian Jema’ah Rifa’iyah. Seperti yang
diungkapkan oleh salah satu Jema’ah yang melaksanakan
sihhah untuk anaknya:
“jadi setelah akad KUA kami dari keluarga pengennya untuk di
sihhah, jika sudah di sihhah itu hati merasa lebih mantep, rasa
rasanya masih ada yang kurang, seperti orang-orang dulu itu
kan di sikhah”.%

Prosesi Sikhah yang dilakukan Jema’ah Rifa’iyah di
Kecamatan Rowosari dilakukan setelah akad nikah yang
dilakukan di hadapan penghulu KUA, Sikkah dapat dilakukan
satu hari setelahnya atau dapat juga dilakukan pada hari itu juga
dengan waktu yang berbeda. Tidak ada jeda waktu yang cukup
lama dilakukan antara kedua akad, maksimal satu hari dan
paling cepat sebelum dua puluh empat jam. Sehingga pihak-
pihak dari keluarga yang dekat ataupun yang jauh masih berada
di lokasi kediaman pengantin dan dapat menyaksikan prosesi

akad nikah tersebut.®?

61 Hasil wawancara dengan Ustadz Zainul Muttaqin, di Desa Karangsari-
Rowosari, pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

62 Hasil wawancara dengan Trilis di Desa Tanjunganom-Rowosari, Pada
Tanggal 28 Februari 2022, Pukul 10.00 WIB.

63 Hasil Observasi di Desa Tanjunganom-Rowosari, Pada Tanggal 27
Februari 2022, Pukul 14.00 WIB.
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Pelaksanaan sikhah seperti yang dilakukan oleh dua
mempelai Prasetya dan Khasanah, mereka melaksanakan sihhah
hanya berselang tidak lebih dari satu hari. Sebelumnya mereka
sudah melaksanakan akad nikah di hadapan pegawai KUA yang
terlaksana pada tanggal 27 Februari 2022 pukul 09.00 pagi,
kemudian mereka melaksanakan sihhah pada pukul 20.00
malam di kediaman mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan
karena kesepakatan yang dilakukan sebelumnya antara dua
pihak keluarga dan tokoh agama Rifa’iyah, yang mana dari dua
belah pihak menginginkan agar sihhah dapat dilaksanakan di
kediaman mempelai laki-laki.®

Terkait dengan pelaksanaan sikhah tidak ada ketentuan
khususu bahwasannya pelaksanaannya harus dilakukan di
kediaman mempelai perempuan, kembali kepada penjelasan
sebelumnya bahwasannya hal ini sesuai dengan kesepakatan
pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila dari pihak mempelai
laki-laki merupakan jema’ah Rifa’iyah maka sikhah dapat
dilakukan di kediaman mempelai laki-laki, di mulai dari
pemilihan wali hingga saksi-saksi akan disiapkan oleh pihak
keluarga mempelai laki-laki. Sebaliknya, apabila dari pihak
mempelai perempuan yang merupakan Jam’iyyah Rifa’iyah,
maka pelasanaan sikhah akan dilakukan dikediaman mempelai

perempuan.

84 Hasil observasi pada tanggal 27 Januari 2022, di Desa Tanjunganom-
Rowosari pukul 08.00-21.00 WIB.
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Seperti sikhah yang dilakukan oleh calon pasangan
pengantin Sarlan dan Ainun, yang mana sikhah terlaksana pada
tanggal 10 Januari 2022 pukul 14.00 WIB yang mana
sebelumnya telah melakukan nikah kua pada 9 Januari pukul
06.00 WIB  di kediaman mempelai perempuan.®> Hal ini
dikarenakan hasil kesepakatan yang dilakukan sebelumnya
bahwasanya  sizhah  dilaksanakan  dirumah  mempelai
perempuan, alasannya ialah dari pihak keluarga perempuan
merupakan jema’ah Rifa’iyah sedangkan pihak laki-laki
bukanlah dari Jam’iyyah Rifa’iyah, sehingga keluaga dari pihak
perempuan menginginkan agar terlaksananya sikhah di
kediaman mempelai perempuan.

2. Sihhah di Kecamatan Gemuh

Para kyai di daerah Cepokomulyo tidak berani menikahkan
(sikhah) sebelum akad di hadapan KUA, karena apabila sihhah
didahulukan ada kekawatiran nantinya menimbulkan problem,
melanggar undang-undang yang mana dapat dikatakan sebagai
nikah sirri. Hal tersebut sudah dilakukan sejak zaman KH.
Muhammad Sa’ud yang tak lain merupakan ayah dari KH.
Azka, sehingga dilakukan akad KUA terlebih dahulu baru

setelahya dilakukan sizhakh. Maka dengan demikian tidak akan

® Hasil observasi pada tanggal 9-10 Januari 2021, di Desa
Tanjunganom-Rowosari pukul 06.00 WIB dan 14.00 WIB.
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ada problem yang dapat tersebar dan anggapan-anggapan
negative yang muncul.®®

Mengutip dari buku karya Ummul Baroroh, dari sisi ajaran
Islam nikah sirri tidak ada bedanya dengan nikah resmi, yang
dilakukan menurut undang-undang. Keduanya harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang diyakini oleh
masyarakat muslim. Oleh sebab itu, sebagian besar ulama
memandang bahwa nikah sirri sah dilakukan selama persyaratan
dan rukunnya terpenuhi.®’

Desa Cepokomulyo sendiri sudah dibiasakan ngaji sebelum
‘aqdun nikah, masyarakatnya bersedia untuk diajak ngaji
bersama, sehingga ketika akad nikah semua sedah mengetahui
ilmunya, tidak perlu ada dua kali akad. Sehingga akad hanya
sekali jalah atau cukup hanya dilakukan satu kali. Hal ini terjadi
setelah masyarakatnya bersedia diberikan saran-saran oleh
beliau dan diajak ngaji bersama. Seperti hal nya pada bulan-
bulan Syawal yang mana banyak dari masyarakat yang
mengadakan pernikahan, sehingga empat atau lima orang diajak
ngaji.®®

Seperti yang diungkapkan olah KH. Azka Badruzzaman

% Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

5 Umul Baroroh, Respon Muslim Pada Legislasi Nikah Sirri, Cet.1,
(Semarang, Walisongo Press, 2021), him. 17.

® Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.
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“Kalau di sisni, di cepoko masyarakatnya sudah mau diajak
ngaji bareng-bareng, kalau dalam lima tahun terakhir ini disini
sudah tidak melaksanakan sehah, akadnya tidak diulang lagi,
kaena masyarakatnya sudah mau diajak ngaji, itu sudah terjadi
waktu jamannya bapak saya.”
3. Sikhah di Purwosari

Sikhah (dua kali akad) di desa Purwosari ada sebagian
masyarakatnya yang melaksanakan dan ada sebagian lagi yang
tidak melakukan. Adapun alasan dari hal tersebut dikarenakan
bahwasannya orang-orang zaman dulu masih erat kaitannya
dengan Belanda yang dianggap kafir, sehingga orang yang
mengikutinya pun juga termasuk kafir, seperti penghulu yang
menikahkan orang-orang pada masa itu juga termasuk Kafir.
Dengan begitu pernikahan yang dilakukan oleh penghulu pada
masa itu dapat dikatakan tidak sah.®°

Akan tetapi pada masa sekarang dipimpin oleh orang-orang
Islam dan sistem hukum pernikahan juga mengacu pada hukum
pernikahan Islam, maka bukan lagi penghulu atau naib yang
menjadi permasalahannya, namun lebih kepada pemilihan wali
dan saksi dalam pernikahan. Adapun mengapa hal demikian
yang menjadi alasannya, karena terkadang pemilihan wali atau
saksi dalam sebuah pernikahan dipilih secara asal-asalan artinya

tidak melihat kredibilitas saksi tersebut, apakah memenuhi

% Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB. Abdul Djamil, Perlawanan
Kiai Desa, (Yogyakarta: Lkis, 2001), him. 94. Lihat juga Kartodirdjo,”
Pemberontakan Petani Banten 1888, (Jakarta:PT. Gramedia, 1984), him. 15.
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syarat yang ada dalam Islam atau tidak, padahal wali dan saksi
dalam pernikahan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus
dipenuhi.™

Orang yang hendak menikah di Desa Purwosari akan
dilakukan presan. Presan yang dimaksudkan disini ialah
memeriksa kesiapan calon pengantin, penentuan wali, dan
penentuan saksi, selain itu juga calon pengantin akan diberikan
ilmu pernikahan. Calon pengantin akan ditanya nama calon
pengantin, status calon pengantin apakah masih perawan atau
janda, masih perjaka atau sudah duda, tujuannya adalah supaya
tidak ada unsur penipuan serta kesiapan calon pengantin.”™

Adapun dimana sikzhah dilakukan (dua kali akad) adalah
apabila seseorang yang menjadi wali dan saksi dalam
pernikahan belum memenuhi syarat-syaratnya maka sikhah
harus dilakukan. Akan tetapi apabila semua wali dan saksi
dalam akad nikah sudah dipilih secara benar yakni sesuai
dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Islam, maka
sihhah (dua kali akad) tidak perlu lagi dilakukan.”?

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kyai Aris:

“nek wong sepuh-sepuh mbiyen masih erat kaitannya dengan
belanda kafir, maka yang mengikuti adalah fasik. Dilihat

70 Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

1 Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

72 Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.
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sekarang  dipimpin  oleh  orang-orang islam, maka
sekarangmelihat atau yang dilihat dari sisi saksi dan wali bukan
dari sisi naib.””

Lebih lanjut ia jelaskan mengenai perlunya memilih saksi
yang benar dan perlunya pengulangan akad nikah:

“Terkadang pemilihan saksi itu asal-asalan, padahal saksi
memiliki syarat-syarat tertentu. Terkadang PPN di suatu daerah
itu nuntun nganten, cntohnya: saya kawinkan dan saya
jodohkan fulan dengan ini bin ini dengan mas kawin sekian
dibayar tunai. Ppn kan biasanya nuntun saya terima kemudian
diikuti calon pengantin, itu tidak boleh, maka jika seperti itu
yangmenjadi pengantin adalah PPN. Atau pemilihan saksi yang
asal-asalan hanya formalitas, jika menurut rifaiyah belum
mencukupi maka diulang lagi atau wali, bukan mengarah
kepada naib yang menikahkan. Dilihat dari pengambilan saksi
apabila tidak asal-asalan maka tidak perlu diulang, biasanya
diambil temannya atau hanya formalitas. Dalam akad nikah itu
jalurnya agama, 16 saksi itu harus mencakupi semua.”’

Adapun  hal-hal yang perlu dilakukan  sebelum
dilaksanakannya sikhah yang harus dilakukan oleh-pihak-pihak

yang bersangkutan, diantaranya yakni:
a. Ngaji Kitab Tabyin al-Isla’

Seseorang yang hendak menikah haruslah mengetahui
tentang ilmu-ilmu dalam pernikahan, supaya calon pengantin

mengetahui  bahwasanya perbuatan yang hendak ia

73 Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB.

74 Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 11.00 WIB.
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laksanakan merupakan suatu aktifitas yang bersifat ibadah.
Sehingga sangat perlu diberikan arahan-arahan dan ilmu
syari’at dalam pernikahan yakni dengan cara mengaji
dengan kyai. Pada masa KH. Ahmad Rifa’i, seseorang yang
hendak menikah diajarkan ilmu tentang pernikahan,
dikarenakan pada masa itu KH. Ahmad Rifa’i masih hidup
sehingga ilmu-ilmu tentang pernikahan diajarkan langsung
dari KH. Ahmad Rifa’i.”®

Jam’iyyah Rifa’iyah di Cepokomulyo-Gemuh Ketika
hendak menikah satu bulan sebelumnya atur-atur ke
kediaman kyai untuk memberi tahu tanggal diaksanakannya
pernikahan. Tujuannya ialah supaya kyai dapat mengetahui
dan mengingat waktu pelaksanaan pernikahan tersebut untuk
dijadikan jadwal dan memberi tanda pada kalendernya.
Selain itu, kyai juga akan menyuruh ngaji bagi anak-anak
yang hendak menikah tersebut.™

Kyai akan memberikan jadwal ngaji pada orang-orang
yang hendak menikah biasanya dua sampai tiga kali dalam
satu minggu. Ngaji biasanya dilaksanakan ba’da isya yang
mana para calon pengantin datang kerumah kyai. Sehingga

dalam jangka waktu satu bulan mereka yang hendak

75 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

76 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.
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menikah akan mendapatkan jadwal ngaji dengan kyai 8
hingga 12 kali.”’

Mereka akan diajarkan ngaji khusus bab nikah, yakni
dengan menggunakan kitab Tabyin al-Islak. Tujuan dari
ngaji kitab tersebut tidak lain adalah supaya mereka
mempelajari dan mengetahui ilmu pernikahan. Bagaimana
ketika menikah tidak ada konflik rumah tangga, dan
memahami makna pernikahan bahwasannya pernikahan itu
hanya dilakukan satu kali seumur hidup, pertama dan
terakhir, dan jangan sampai ada perceraian. Selain itu juga
supaya mereka mengetahui hak dan kewajiban suami istri,
menganai apa yang harus dilakukan seorang suami dan apa
yang harus dilakukan seorang istri, adanya hak kewajiban
dalam rumah tangga, sehingga tidak sama-sama saling
menuntut hak hingga melupakan kewajiban-kewajiban yang
harus dilakukan, karena itu merupakan salah satu hal yang
dapat memicu pertengkaran dan keretakan pada rumah
tangga.’®

Hal yang sama juga dilakukan apabila dari orang
Cepokomulyo sendiri mendapatkan orang yang jauh atau
orang diluar daerah  Cepokomulyo vyang tidak

memungkinkan untuk mengaji secara rutin, maka ngaji tetap

" Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.

78 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.
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dilakukan sebelum akad nikah. Adapun ngaji yang dilakukan
cukup singkat, yakni hanya mengaji ilmu-ilmu pentingnya
saja, tidak bisa mengupas setiap bab permasalahannya dalam
rumah tangga juga tidak dapat memperlebar setiap dalil-dalil
yang terkadung didalamnya. Berbeda dengan ngaji yang
dilakukan satu bulan sebelumnya dan dilakukan secara
terjadwal akan lebih intensif.”

Adapun bab-bab yang dikaji bagi para calon pengantin,
seperti  kewajiban suami terhadap istri, kewajiban istri
terhadap suami, hal-hal yang membatalkan pernikahan
(talak, nusyuz, ila’, dhihar, dan li’an). Ngaji yang dilakukan
tersebut diambil point terpentingnya, diberikan dalil yang
terkait serta diberikan contoh studi kasus oleh kyai.
Sehingga para calon penganting memahami arti berumah
tangga dan diharapkan ada efek yang baik ketika sedah
berumah tangga.

Di Kecamatan Rowosari, apabila orang hendak menikah
mereka akan ditanya mengenai ilmu-ilmu dalam pernikahan
oleh kyai, seperti hak dan kewajiban suami istri, syarat dan
rukun dalam pernikahan, serta hal-hal yang mengakibatkan
rusaknya rumah tangga. Apabila mereka dapat menjawabnya
maka kyai tidak perlu mengajarkan atau memberi tahu hal-

hal tersebut kepada pengantin. Akan tetapi, terutama bagi

7% Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cempokomulyo-Gemuh, Pada 22 Juli 2021 Pukul 16.15 WIB.
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orang yang minim dalam ilmu gama, mereka akan diberi
tahu tentang ilmu-ilmu nikah, paling tidak mereka akan
belajar kurang lebih satu sampai dua hari.®

Adapun tujuannya ialah bagi orang yang henda menikah
dan mengetahui ilmu nikah maka akan mendapat keberkahan
dalam pernikahannya. Orang yang menikah dan belum
mengetahui ilmunya, seandainya dalam akad yang
dilaksanakan benar sesuai syari’at maka hukumnya sah
namun tidak mendapatkan pahala.®*

Ada ibadah yang tidak wajib ketika ingin melakukan
sesuatu, seperti jual beli atau menikah, seseorang yang sudah
mengetahui ilmu tentang jual beli atau ilmu pernikahan
maka tidak wajib baginya untuk mempelajari ilmu-ilmu
tentang hal tersebut. Akan tetapi menjadi wajib bagi orang
awam yang hendak melakukan hal tersebut, yakni ketika
hendak melakukan hal tersebut harus mengetahui ilmunya
terlebih dahulu vyaitu dengan belajar. Oleh sebab itu
seseorang yang hendak menikah dan belum mengetahui

ilmunya maka wajib mengetahui ilmu tentang pernikahan,

8 Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.
8 Hasil wawancara dengan Zainul Muttagin, di Desa Karangsari-
Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.
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sehingga para calon pengantin diharuskan mempelajari kitab
Tabyin Al Ishlah hukumnya wajib.?

Sama halnya di desa Purwosari-Patebon, bagi orang-
orang yang hendak menikah mereka akan diberikan
pengkajian kitab tabyin. Hal tersebut dilakukan Kketika
presan, yang mana mereka akan diberitahu dan mengkaji
kita tabyin, akan tetapi tidak seluruhnya dikarenakan waktu
yang cukup singkat. Dengan begitu diharapkan dari para
calon-calon yang hendak menikah dapat mengetahui ilmu-
ilmu mengenai pernikahan, sehingga mereka benar-benar
siap secara lahir bathin untuk menjalani rumah tangga
kedepan.®

Presan dalam hal ini biasanya dilakukan satu minggu
sebelum dilakukannya akad nikah dan dilakukan oleh tokoh
agama. Dalam waktu yang relative singkat tersebut
diharapkan dapat memberikan pengetahun yang cukup
sebagai bekal bagi calon pengantin. Akan tetapi apabila ada
dari calon pengantin yang mana mendapat calon

pasangannya diluar daerah maka mereke akan diberi

82 Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.

8 Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.
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penjelasan-penjelasan pokok-pokoknya saja seperti talak,

nusyus, dhihar, ila’ dan 1i’an.®

b. Pembenahan Pengucapan Dua Kalimat Syahadat dan Bacaan
Surat al-fatihah

Point penting lainnya sebelum dilaksanakannya sikhah
adalah pembenaran pengucapan kalimat syahadat beserta
makno (artinya) dan pembenahan bacaan surat nazam.
Dalam pengucapan dua kalimat Syahadat dan bacaan surat al
fatihah ini harus benar dan tepat yakni harus sesuai tajwid
serta makhorijul hurufnya juga benar dan jelas. Pembenahan
dalam pengucapan dua kalimat Syahadat disini sangat
penting, karena gerbang utama seseorang dapat dikatakan
sebagai orang Islam adalah mengucapkan dua kalimat
syahadat dengan sepenuh hati.®

Sebelum dilaksanakannya akad nikah, calon mempelai
laki-laki dan perempuan akan diminta mengucapkan dua
kalimat syahadat oleh kyai. Apabila bacaannya sudah benar
maka dapat langsung melaksanakan akad, akan tetapi jika
belum benar akan dibenahi oleh kyai bacaan dua kalimat
syahadatnya yakni syahadat tauhid dan syahadat rasul

beserta makno (artinya). Selain membenahkan pengucapan

84 Hasil Interview dengan Kyai Aris Mustaghfirin, di Desa Purwosari-
Patebon, Pada 30 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB.

8 Hasil Wawancara dengan A. Ammar. di Desa Karangsari-Rowosari
pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.
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dua Kkalimat syahadat kedua mempelai juga harus
membenahi bacaan surat al-fatihah yang dilakukan dan di
saksikan dihadapan tokoh agama.®

Adapun dilakukannya hal tersebut alasannya ialah,
karena setiap lisan manusia dengan berjalannya waktu dapat
berubah, dengan demikian untuk mencegah adanya
kesalahan dalam pengucapan maka perlu di pastikan
ketepatan pengucapan dua kalimat syahadat dan bacaan surat
al fatinahnya sesuai dengan tajwid dan makhorijul huruf.®’
Selain itu alasan lainnya ialah siapa tahu calon pengantin
lupa bacaan dula kalimat syahadat dan surat al-fatihah atau
bisa juga ia melakukan hal-hal yang menjadikan agidahnya
hilang. Selain itu juga dengan mengucapkan dua kalimat
syahadat dapat menambah keyakinannya kepada Allah
SWT.%

Pengucapkan dua kalimat syahadat dan membaca surat
al-fatihah dilakukan oleh dua calon pasangan penganting di
Kecamatan Rowosari, yakni Ainun dan Sarlan, Candra dan
Khasanah yang. Sebelum dilakukan akad nikah, mereka
terlebih dahulu mengucapkan dua kalimat syahadat dan

membaca surat al-fatihah dihadapan tokoh kyai, sehingga

8 Hasil observasi pada tanggal 27 September 2021, di Desa
Tanjunganom-Rowosari pukul 10.00 WIB.

87 Hasil Wawancara dengan A. Ammar. di Desa Karangsari-Rowosari
pada tanggal 1 Juli 2022 pukul 09.00 WIB.

8 Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom, pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB.
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ketika ada kesalahan dalam pengucapan dapat dibenahi oleh
kyai. Hal tersebut dapat dilakukan sebelum akad nikah
sehingga ketika akad nikah mereka sudah fasih dan lancar
dalam mengucapkannya.®

Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh kyai Aris
dalam wawancara:

“Untuk syahadah nek wong kampung yo iyo wes apal, bukan
untuk mengislamkan tapi untuk tabarrukan sistemnya,
disamping itu, mosok wong tarjumah ora kon syahadah,
misal wong jowo syahadah dan maknanya, kadang-kadang
nek kon angaweruhi ati ingsun waktune ora nono, ora dadi
nikahan malahan, jadi ada dispensasi tersendiri, ketika tidak
memungkinkan ya tidak”.

“untuk nggo tabarrukan syahadah dengan artinya dengan
bahasa yang ia mampu, tadi jika rifaiyah tetap angaweruhi
supaya generasi selanjutnya ada perhatian, syahadat Kui
kudu fasih, wong Rifa’iyah ora apal kui yo wagu”.

Orang yang beriman dalam Islam hati dan mengucapkan
dua kalimat syahadat dengan pengertian memahami arti
yang terkandung didalamnya maka ia mendapat Islam yang
sebenarnya. Sebagai seorang mukmin yang hakiki,
hendaklah tidak hanya sekedar beriman dalam hati terhadap
segala apa yang datang dari rasulullah saw, tetapi ia harus
menyatakan secara lahir dengan mengucapkan dua kalimat
syahadat, bertauhid dan makrifat kepada Allah SWT.

Sehingga iman dan Islamnya akan manfaat baik di dunia

8 Hasil observasi pada tanggal 27 September 2021, di Desa
Tanjunganom-Rowosari pukul 13.00 WIB.
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maupun kelak di akhirat. Karena dengan pendalaman makna
yang terkandung didalam syahadat itu akan menghasilkan
empat perkara, yakni: iman yang benar, yang utuh, tauhid
yang lengkap, dan makrifat yang sempurna.®

Makna mengiani secara utuh mencakup memanfaatkan
akal budi untuk mempelajari dan memahami Islam, lalu
kemudian membuat keputusan berdasarkan pemahaman
tersebut. Oleh sebab itu, keberlslaman seseorang
diawalidengan  pengakuan dan persaksian  personal
(syahadat) tentang ketuhanan Allah SWT. dan kerasulan
Muhammad saw. Syahadat yang sempurna mencakup tiga
dimensi, yakni: dimensi pengucapan dengan lidah, dimensi
pembenaran dengan hati, dan dimensi realisasi praktis
dengan tindakan anggota badan. Dengan demikian maka
persaksian melalui syahadat mengikat manusia secara utuh.*

Melaksanakan pernikahan merupakan salah satu ibadah,
yang mana setiap orang yang berbuat ibadah diharuskan
memenuhi dua syarat, yakni: nafsul amri dan dhannul
mukallafi. Nafsul amri yaitu ibadah yang dilaksanakan
secara benar menurut aturan-aturan syari’at Islam.

Sedangkan dhannul mukalafi yaitu pelaksanaan ibadah yang

% Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 94-97.

%1 Hasan Asari, Islam Dan Multikulturalisme: Simpul-Simpul Ajaran
Dalam Hamparan Pengalaman, Cet. 1, (Medan: Perdana Publishing Anggota
IKAPI, 2020), him. 11.
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benar itu harus dilandasi dengan kebenaran ilmu tentang
ibadah tersebut. llmu ibadah dalam dhannul mukalafi yang
paling urgen dan terpenting tidak lain hanyalah dua kalimat
syahadat merupakan tiang penyangga dari segala ibadah.
Pernikahan merupakan salah satu perbuatan yang
menunjukkan perilaku lahiriah yang bisa dikontrol dengan
akal serta panca indra dan termasuk bidang figih yang
disebut syariat. Dua syahadat menjadi landasan adanya
akibat-akibat hukum itu dinamakan undang-undang syari’at,

yakni syari’at Islam.*
c. Penentuan Wali

Dalam kitab Tabyin al-Islah disebutkan dan dijelaskan
mengenai syarat dan Kkriteria seseorang yang hendak menjadi
wali dalam pernikahan yang salah satunya ialah Mursyid,
Seorang wali harus memiliki sifat mursyid (adil), tidak sah
orang fasik menjadi wali. Pengecualian, jika dalam keadaan
darurat orang fasik diperbolehkan menjadi wali.**

Adapun syarat seorang wali bagi perempuan yang hendak
menikah memiliki tujuh syarat, seperti nazam yang
dituliskan oleh KH. Ahmad Rifa’i sebagai berikut:

92 Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 104.

% Ahmad Syadzirin Amin, Pemikiran Kiai Haji Ahmad Rifai Tentang
Rukun Islam Satu, him. 103.

9 Syekh Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum, Tabyin al-Islaz, tt, 24
Syawal 1264 H, Korasan 3.
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Utawi syarat sahe wali kabeneran

Itu pitung perkawa wewilangan

Kang dihin islam, ora sah wali kufuran,
Liyane kafir kitabi sah wali nikahan.
Kapindu akil, ora akal karusaan.

Kaping telu baligh, ora sah rare waline.
Kaping pat lanang, ora sah wadon anane,
Tuwin huntsa musykil urip lanang wadone.
Kaping lima mardika ora sah kinaweruhan,
Wali iku kula wong tinukunan

Kaping nem mursyid, ora sah wong kenasipan
Selagine tan parurah tan kaudhuran
Tinemune sah wali fasikudhur nyatane
Kaping pitu ikhtiyar pamilih ning atine,
Ora sah wali diikrah tinemune

Iku wus genep pepitu wilangan

Arti dan penjelasan terkait syair diatas sebagai berikut:
Syarat sahnya wali yang benar itu tujuh perkara jumlahnya
1) Islam, tidak sah wali kufur, selain Kkafir Kkitabi

diperbolehkan untuk menjadi wali.

2) Berakal, Tidak sah bagi orang yang rusak akalnya (orang
gila) menjadi wali.

3) Baligh, tidak sah perwalian yang dilakukan oleh anak
kecil.

4) Laki-laki, Tidak sah perwalian yang dilakukan oleh
perempuan, dan tidak diperbolehkan perwalian yang
dilakukan oleh banci.

5) Merdeka, Budak dan hamba sahaya tidah sah menjadi

wali.
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6) Mursyid, Seorang wali harus memiliki sifat mursyid
(adil), tidak sah orang fasik menjadi wali. Pengecualian,
jika dalam keadaan darurat orang fasik diperbolehkan
menjadi wali.

7) Sesui dengan kehendaknya, artinya seorang wali tidak
terpaksa dan dipaksa, karena tidak sah perwaliannya bagi

wali yang dipaksa dan terpaksa.

Terkait dengan wali, Urut-urutan wali nasab dalam kitab

Tabyin adalah sebagai berikut:

Faslun nyataaken wali tartiban
Urutan wali kang dihin tinemune

Iku bapane nuli kakene waline
Tumek sependuwure wicara anane
Nuli sedulure nunggal bapa biyang
Nuli sedulure sebapa kawilang

Nuli anake sedulure sebapa biyang
Nuli anake sedulure sebapa tan mamak
Tumeka mari sapengisore iku pisan
Nuli paman bapa biyang kanunggalan
Nuli paman sebapa kinaweruhan

Nuli anake paman kanunggalan

Bapa biyang nuli anake pamanane
Nunggal bapa sapengisore anane

Arti dan penjelasan dari nazam diatas sebagai berikut:
Pasal menyatakan urut-urutan wali
Urutan wali yang pertama diketahui

1) Bapak, kakek, selanjutnya garis lurus keatas dari bapak.

2) Saudara seayah dan seibu/saudara laki-laki kandung.
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3) Saudara laki-laki seayah.

4) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah dan seibu/
keponakan laki-laki.

5) Anak laki-laki dari saudara seayah (keponakan laki-
laki/cucu laki-laki) dari ayah dan garis kebawah

6) Saudara laki-laki bapak (paman).

7) Anak laki-laki dari paman (saudara laki-laki bapak)/
sepupu.

8) Anak laki-laki dari saudara sebapak.

Dijelaskan dalam kitab Tabyin al-lslak, bahwasannya
apabila tidak terdapat wali khos =2 (urut-urutan wali/wali
nasab), maka si perempuan dapat pasrah kepada orang adil
yang memiliki derajad sebagai mujtahid sebagai walinya dan
pernikahannya dianggap sah. Pernikahan yang dilakukan di
rumah atau diluar rumah (tempat lain selain rumah) dengan
orang adil yang memiliki derajat mujtahid sebagai wali
hakim dianggap sah, hal ini dapat dilakukan oleh perempuan
yang yang tidak memiliki wali. Akan tetapi meskipun wali
yang adil tersebut bukan orang yang berkedudukan mujtahid

pun sah menikahkan wanita tersebut.®

% Syekh Ahmad Rifai Bin Muhammad, “Tabyin al-Islak”, tt., Korasan 3.
Lihat. Ahmad Syadzirin Amin, Kitab Nikah dalam Tabyinal Ishlah,
(Pekalongan: Yayasan Wakaf Rifa’iyah, 2020 M/1441 H), him. 21.Lihat Juga
Syamsuddin Muhammad bin Abi al-Abbas bin Ahmad bin Hamzah, Nihayatul
Muhtaj, Juz 6, (Beirut: Dar al-Kutub al-1imiyyah, 2003 M/1424 H), him. 224.
https://shepangaropustaka.blogspot.com/2019/07/kitab-nihayatul-muhtaj-syarah-

kitab-minhaj-pdf.html.
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“Orang adil itu yo kyai yang biasane ngaji di lingkungan
masyarakat bareng jama’ah, yo itu disebut wali namanya.
Orang-orang sini ketika memilih kyai itu karena ada rasa

khawatir ketika ada kefasikan pada diri wali nasab itu,

sehingga ya memilih kyai untuk menjadi wali”.%

Kata pasrah yang dimaksudkan ialah tahkim, yang mana
seorang perempuan dapat tahkim kepada orang adil yakni
kyai yang bertindak sebagai wali wakil untuk dapat
menikahkannya. Selain dari tujuh syarat bagi seorang
perempuan diperbolehkan menggunakan wali hakim, alasan
lain juga dikarenakan ada kekhawatiran apabila terdapatnya
kefasikan pada wali yang mana dapat mengakibatkan tidak
sahnya perkawinan. Sehingga hal tersebutlah yang
menjadikan dilakukannya sikkah (dua kali akad).®

Adapun apabila seorang perempuan yang tidak memiliki
wali dapat melakukan tahkim kepada orang adil sebagai wali
wakil yang telah dipilihnya.®® Seperti  nazam yang
disebutkan oleh KH. Ahmad Rifa’i sebagai berikut:

Lan lamun sepi waline wong wadonan
wali khos tegese ketertentuan

maka masrahaken panggawene wadonan
nikahe sarirone keduhe wong keadilan
kang melakeaken dadi waline tinemune

% Hasil Interview dengan Zainul Muttaqgin, di desa Karangsari-Rowosari
pada tanggal 30 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.
% Hasil interview dengan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.
% Syekh Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum, Tabyin al-Isla#, tt.,

Korasan 3.
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lan senadyan tan nana kawilangan anane
wong adil iku mujtahid kederajatane

pun melakeaken ing wadon nyatane
maka wenang sah nikahe kinaweruhan
nalika lelungan lan ning omah linakunan
serta anane hakim lan kesepenan

pun wenang maleni ing wadon nikahan.

Artinya:

Dan ketika sepi walinya orang perempuan
Wali khusus artinya sudah ditentukan

Maka memasrahkan tugas perempuan
Nikahnya pasrah kepada orang adil

Yang memalikan menjadi wali jadinya

Dan meskipun tidak ada jumlah adanya
Orang adil itu mujtahid derajatnya

Juga menjadi wali kepada perempuan

Maka boleh sah nikahnya diketahui

Ketika bepergian dan di rumah dilaksanakan
Serta adanya hakim dan tidak adanya

Juga boleh menjadi wali kepada perniakhan perempuan

43 54 m ay &15 18 1l (il B s S B i
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Tahkim ialah hanya ucapan yang keluar dari lisan seorang
wanita saja. Apabila seorang wanita dengan tempat itu tidak
ada wali yang benar atau memang tidak ada wakil sama
sekali, maka boleh dan sah wanita itu menyerahkan
pernikahannya (walinya) kepada seorang adil, untuk
menikahkan wanita tersebut (kepada pengantin laki-laki/
calon suaminya). Dan atas qgaul mukhtar (ucapan yang
dipilih), demikian itu tidak ditentukan karena tidak adanya
wali hakim, tetapi boleh dan sah juga dengan adanya hakim
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ditempat tersebut. Ketika wanita itu sedang bepergian atau
dirumahnya, sama saja boleh dinikahkannya.*

Tahkim merupakan kalimat yang keluar atau diucapkan
oleh perempuan kepada orang adil supaya orang adil
bertindak untuk menikahkan perempuan tersebut kepada
seorang laki-laki.*®

Dari qoul diatas disebutkan bahwasannya apabila seorang
perempuan tidak memiliki wali sama sekali dapat tahkim
kepada wali hakim. Namun, seorang wanita juga dapat
melakukan tahkim kepada orang adil ketika terdapatnya wali
nasab dan wali hakim.

Jema’ah Rifa’iyah ketika sizhah menggunakan orang adil
yakni kyai sebagai wali hakim dalam pernikahannya, yakni
orang yang diberi wewenang oleh wali dari perempuan
untuk dapat menikahkan perempuan yang berada dibawah
kuasanya. Wali hakim ini adalah seorang tokoh agama/kyai
dari jema’ah Rifa’iyah. Meskipun terdapat seorang wali
dalam keluarga yang berhak menjadi wali (akrob maupun
ab’ad), namun dari Rifa’iyah sendiri lebih memilih kyai

untuk menikahkan calon pengantin, karena berlandaskan

% Syamsuddin Muhammad bin al-Khotib al-Syarbini, Mughni al
Muhtaj, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1415 H/1994 M), him. 243.
100 Syadzirin Amin, Kitab Nikah Dalam Tabyin al-lIslas, him. 21.
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pada salah satu syarat sah bagi seorang wali yakni mursyid

(adil).® Seperti yang dikatakan oleh salah satu jema’ah:

“Mengapa kok dikatakan sebagai wali hakim dan bukan wali
wakil, karena ketika seseorang hendak mewakilkan
kuasanya kepada orang lain maka antara orang yang
memberi kuasa dan orang yang diberi kuasa harus memiliki
kompetensi atau kemampuan yang sama, sama-sama punya
syarat sebagai wali dan tidak memiliki adanya sifat fasik”.

Seorang perempuan dapat memilih wali hakim apabila
dalam tujuh kondisi, seperti nazam yang disebutkan oleh
KH. Ahmad Rifa’i yakni:*%?

Utawi wong wadon wali jujur

Iku pitung panggonan tinutur

Kang dihin tan nana wali wadonan
Pisan pisan maka hakim waline kebeneran
Kapindu lunga wali akroban

Rong dino tuwin rung wengi lelampahan
Kayata lunga bapaane lan kakene

Ana ing kunu iku hakim waline

Kaping telu ghoib waline akrobane
Uripe lan matine tan nana nyatane
Ikulah hakim waline kinaweruhan
Kaping pat ana negoro iku wali akroban
Tetapi tan kinaweruhan upayane

Patang dino limang dino wilangane
Sewulan tan tinemu upaya anane
Mangkana uga lelakon tinemune

Maka wong wadon arep nejo nikahan

101 Hasil Observasi dan Kyai Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

102 Syekh Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum, “Tabyin Al Ishlah”,
tt., Korasan 3.
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Iku hakim melakeaken ing wadonan
Sebab parulah yata kaudhuran
Semangsane waline kinaweruhan

Maka batal nikah ilang kaudhurane
Tetapi kinuwun nikah malini tinemune
Kelawan wali satemene tega nyatane
Kaping lima wong wadon kang dadi waline
Tetapi wong iku wadonan

Akarep ing wali abad ana liyan
Saderajat kelawan wali kang kinarepan
Iku tan nana anging hakim waliyan
Kaping nem iku wali akrob tinemune
Lagi ihram haji makah nyatane

Kaping pitu ora gelem wus tinutur

wali akrob melakeaken milahur

ing isterine sebab belawanan masyhur
utawa sebab adawah sesaterunan tinutur.

Arti dan penjelasan dari nazam diatas sebagai berikut:

1. Apabila tidak ada sama sekali wali dari pihak perempuan,
maka dapat menggunakan wali hakim.

2. Apabila wali akrobnya bepergian dua hari dua malam,
wali akrob yang dimaksud ialah ayah dan kakeknya yang
bepergian dan hanya ada wali hakim maka wali hakim
dapat bertindak sebagai wali.

3. Apabila wali akrobnya ghaib, yakni tidak diketahui
keberadaannya atau kejelasannya dalam kondisi masih
hidup atau sudah meninggal, maka disinilah wali hakim
dapat menjadi wali.

4. Apabila wali akrob tidak diketahui keberadaannya

(akan tetapi masih hidup) dan sudah ada upaya
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pencarian selama kurun waktu 4, 5 hari hingga 1 bulan
tidak ditemukan, maka wali hakim dapat menjadi wali
dalam pernikahan. Akan tetapi, jika wali akrob tersebut
ditemukan atau sudah kembali, maka pernikahan yang
sudah dilaksanakan sebelumnya dianggap tidak sah dan
harus diulang kembali dengan wali akrob sebagai
walinya, hal ini disebuat sebagai glSllaaas
(memperbarui pernikahan).

5. Apabila perempuan yang memliki wali akrob tidak
menginginkan walinya untuk menjadi wali, akan tetapi
menginginkan wali ab’ad nya sebagai wali dalam
perkawinannya, maka keduanya tidak bisa menjadi wali
dan yang menjadi wali adalah wali hakim.

6. Ketika wali akrob sedang ihram atau haji maka yang
menjadi wali dalam pernikahan bukanlah wali ab’ad
akan tetapi wali hakim.

7. Apabila wali akrob tidak berkenan menikahkan
putrinya, maka dapat menggunaan wali hakim sebagai
walinya dan bukan wali ab’ad.’®®
Alasan dari para jema’ah Rifa’iyah lebih memilih orang

adil atau kyai yang bertindak menikahkan perempuan ialah

karena dari mereka ada rasa kekhawatiran dan merasa

bahwa dirinya (wali) belum dapat memenuhi syarat kriteria

103 Syekh Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum, “Tabyin al-1slak”, tt.,

Korasan 3.
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adil bagi seorang wali. Sehingga upaya agar pernikahan

dikatakan sah dan sempurna menurut syari’at, maka

mewakilkan kepada orang adil merupkan hal yang tepat.'®

Derajad mujahid dalam tingkatannya terbagi menjadi lima,

yakni:

1) Mujtahid mustagil (independent), adalah mujtahid
dengan tigkatan tertinggi disebut juga dengan Al-
Mujyahid fi Al-Syar’i atau mujtahid mutlak. Untuk
sampai kepada tingkat ini seseorang harus memenubhi
syarat-syarat tersebut. Mereka disebut mujtahid
mustaqil yang berarti independent, karena mereka
terbebas dari bertaklid kepada mujtahid lain, baik dalam
metode istinbath maupun dalam furu’ (figih hasil
ijtihad). Mereka menyusun atau menciptakan metode
istinbath, dan mereka sendirilah yang menerapkan
metode istinbath itu dalam berijtihad  untuk
menciptakan hukum figih. Imam mujtahid pada tingkat
ini yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam
Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

2) Mujtahid muntasib, adalah mujtahid yang mampu dan
telah memenuhi persyaratan-persyaratan ijtihad, akan

tetapi tidak memiliki produk ijtihad atau menciptakan

104 Hasil Observasi dan Wawancara dengan Zainul Muttagin, di Desa
Karnagsari-Rowosari Pada Tanggal 30 Juni 2022, Pukul 14.00 WIB.
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3)

4)

5)

metode sendiri sehingga dalam berijtihad menggunakan
metode mujtahid lain. Mujtahid dalam jenis ini
dinisbahkan kepada salah seorang mujtahid mustaqil
karena memakai metode istinbathnya. Mujtahid dalam
kategori ini seperti Abu Yusuf dalam madzhab Hanbali,
al-Muzani dalam madzhab Syafi’i, dan Abdullah bin
Wahhab dalam madzhab Maliki.

Mujtahid mugayyad, adalah mujtahid yang terbatas
berada dalam lingkaran suatu madzhab, meski memiliki
kemampuan dalam menetapkan suatu masalah namun
tidak keluar dari dasar-dasar dan metode yang
dipergunakan oleh imam madzhab yang diikutinya.
Sebagai contoh, Abu al-Hasan al-Karkhi dari kalangan
Hanafiyah, Muhammad bin Abdullah al-Abhari dari
kalangan Malikiyah, dan Ibnu Abu Hamid al-Asfarini
dari kalangan Syafi’iyah.

Mujtahid fatwa, adalah mujtahid yang akan
mengeluarkan atau memberikan keputusan hukum
(sebagai fatwa) selalu berusaha menjaga madzhab
dengan berusaha memahami, dan berpijak dan
mengutip pendapat madzhab yang diikutinya.

Mujtahid takhrij, yaitu mereka yang melakukan ijtihad

dengan mengeluarkan atau mejelaskan pemikiran
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pemikiran  ilmunya setelah  dipelajari  secara
mendalam.'%

Seperti yang dilakukan oleh nisdala di di Desa
Tanjunganom kecamatan Rowosari, yang mana sebelum
dilakukannya akad nikah ia melakukan tahkim terlebih
dahulu kepada kyai untuk bertindak sebagai wali wakil
dalam shihah akad nikahnya.

Adapun tahkim yang diucapkan oleh pengantin

perempuan sebagai berikut:

“Pak kyai, sariro kawula penikahipun pasrah dateng
panjenengan, panjenenan nikahaken dateng tiyang jaler

ingkang nami (...) bin (...) kelawan maskawin (...) sampun

dipun bayar kontan’ 1%

Saya pasrah kepada anda pak kyai haki, pernikahan saya
berharap anda berkenan untuk dapat menikahkan saya
kepada seorang laki-laki yang bernama (...) bin (...) dengan
maskawin (...) yang sudah dibayar tunai.

Pada saat tahkim dilakukan di hadapan kyai yang
bertindak sebagai wali wakil tersebut, tahkim harus
disaksikan pula oleh dua orang saksi yang mana dua orang
saksi tersebut juga merupakan dua orang laki-laki yang
bertindak sebagai saksi dalam sizhah akad nikah. Sehingga

setelah selesai dilakukannya tahkim, maka pada waktu itu

105 Abu Zakaria Muhyiddin Yahya al-Nawawi, Al-Majmu’, Syarah al-
Muhadzdzab, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr al-<Arabi, tt), hlm. 42-45,

106 Hasil observasi di desa Tanjunganom-Rowosari, pada tanggal 10
Januari 2022, pukul 14.00 WIB.
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pula segeralah dilakukan akad nikah dengan dihadiri
beberapa orang yang diundang dari kalangan keluarga dan
tokoh masyarakat dari Jema’ah Rifa’iyah untuk
menyaksikan prosesi shikzhah.

Sebelumnya, wali nasab yang seharusnya bertindak
sebagai wali dalam akad nikah terlebih dahulu akan
melakukan pasrah kepada kyai (wali wakil) bahwasannya
ia memberikan kewenangannya sebagai wali kepada kyai
tersebut. Dikarenakan dalam kasus ini ayah dari si
perempuan tersebut sudah meninggal dunia dan
siperempuan memiliki kakak kandung laki-laki, maka
kakak laki-laki kandungnyalah yang seharusnya menjadi
wali. Akan tetapi dari pihak keluarga dan hasil dari
perundingan dengan tokoh agama menyepakati untuk
menunjuk kyai sebagai wali wakilnnya.'%’

Tahkim dapat dilakukan dua atau tiga hari sebelum
prosesi akad, dapat juga pada saat prosesi akad nikah.
Apabila dilakukan beberapa hari sebelum akad nikah maka
tahkim dilakukan dikediaman kyai, sedangkan apabila
dilakukan pada saat akad nikah, maka tahkim dilakukan
dikediaman mempelai dimana akad nikah tersebut
dilakukan. Pada saat pengantin perempuan tahkim kepada

kyai harus didengar olen dua orang saksi dan harus

107 Hasil observasi di desa Tanjunganom-Rowosari, pada tanggal 10
Januari 2022, pukul 14.15 WIB.
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dilakukan secara berhadapan dengan penyekat namun
masih dapat sedikit terlihat, serta tidak boleh diwakilkan.'®®

Mengenai susunan kalimat tahkim itu sendiri
sesungguhnya hanya cara atau inisiatif yang dilakukan oleh
masih-masih dari jema’ah. Menurut penuturan dari KH.
Azka, dari mbah Rifa’i (sebutan untuk KH. Ahmad Rifa’i)
sendiri tidak mengajarkan mengenai susunan kalimat
tahkim, hanya saja menganjurkan untuk tahkim bagi
pengantin perempuan kepada kyai yang dituliskan dalam
kitabnya.'®

d. Pemilihan Dua Orang Saksi Pernikahan

Pemilihan saksi bagi jema’ah Rifa’iyah adalah suatu hal
sangat penting pula selain dari penetapan wali, karena saksi
juga merupakan penentu sah dan tidaknya sebuah
perkawinan serta keabsahan tentang kebenaran dan tidaknya
terjadinya sebuah pernikahan. Jema’ah Rifa’iyah dalam
menentukan dua orang saksi yang hendak dijadikan saksi
dalam akad nikah bisa dikatakan cukup teliti. Adapun
dilakukan hal demikian bukan tanpa alasan, tidak fasik
(harus seseorang yang adil, tidak melakukan dosa besar dan

melanggengkan dosa kecil) dan terhormat (menjaga

108 Hasil wawancara dengan Zainul Muttagin, di desa Karangsari-
Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.

109 Hasil Interview dengan KH. Azka Badruzzaman, di Desa
Cepokomulyo-Gemuh, Pada tanggal 22 Juli 2021 pukul 16.15 WIB.
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kehormatannya/keperwiraannya) tidak sah saksi cidera
keperwiraan (marwat), merupakan hal yang perlu
diperhatikan. Kata marwat berasal dari akar kata muru’ah

sinonimnya an-nawah yang artinya rasa memiliki

kehormatan.*

Seperti yang dinyatakan dalam nazam terkait dengan
syarat-syarat seseorang yang hendak menjadi saksi dalam
pernikahan, sebagai berikut:

Faslun nyataaken syahid nikahan
Utawi syarat syahid kabeneran
Anekseni ing ijab gobul kinaweruhan
Iku nembelas perkawa wilangan

Kang dihin islam ora sah kufur nyatane
Kapindu akil bener kenadharane

Ora sah wong ilang akale seksine
Kaping telu baligh ora sah rare anane
Kaping pat ora sah wong wadonan
Kaping lima mardika ora sah kenyataan
Seksi kawula wong tinuku kinaweruhan
Kaping nem wong rara seksi nikahan
Ora sah wong siji ginawe seksine
Ka[ing pitu ningali ora sah anae
Wong wuta dadi seksi tinemune
Kaping walu miharsa ning ta liane
Ora sah wong tuli kinaweruhan
Kaping sanga bisa ucap kabeneran
Ora sah wong bisu sebab kesamaran
Kaping sepuluh aja anak kebapaan
Ora sah seksi anake pinilahur

Kaping sewelas ojo bapak tinutur

Ora sah seksi bapak wus masyhur
Kaping ralas aja saterune kang jujur

110 Syadzirin Amin, Kitab Nikah dalam Tabyin al-lsla/, him. 21.
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Ora ssah sateru dadi seksi tinemune
Kaping telulas ora fasik nyatane

Ora sah seksi fasik gedhe dosane

kang nyata taksir ning syarak panggerane
kaping pat belas karekso becike kemarwatan
ora sah cidra marwat dadi kahinaan
kaping lima las selamet I 'tikade

ora sah seksi mukmin sasar bid ahan
kodariyah tuwin jabariyah karone

iku bid’ah fasik gede dosane

kaping nembelas sentosa kenadhorone
ora sah dadi seksi wong ala ke dhahirane
gedhe nafsu nalika sarengan ing liyan
aliwati had dhahir kelakuan

ikulah wes genep nembelas wilangan
syarate seksi nikahan wus kapertelanan.*!

Artinya:

Pasal menyatakan saksi nikah

Syarat sah saksi yang benar

Menyaksikan ijab gobul diketahui

Itu enam belas perkara jumlahnya

Pertama islam, tidak sah kufur adanya
Kedua berakal benar pengetahuannya
Tidak orang hilang akal saksinya

Ke tiga baligh, tidak anak kecil adanya
Kelima laki-laki tidak sah orang perempuan
Kelima merdeka, tidak sah adanya

Saksi orang yang diperjual belikan (budak)
Keenam dua orang saksi nikah

Tidak satu orang menjadi saksi

Ketuju melihat tidak sah saksi adanya
Orang buta menjadi saksi adanya
Kedelapan mendengar pada telinganya

111 Syekh Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum, “Tabyin al-Islak”, tt.,
Korasan 3.
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Tidak sah orang tuli adanya

Kesembila isa mengucap dengan bebar

tidak orang bisu sebab ketidakjelasan

ke sepuluh jangan anak kenyataan

tidak sah saksi anak yang luhur

kesebelas jangan bapaknya

tidak saaksi bapak masyhur

ke dua belas jangan musuh

tidak sah musuh jadi saksi untuk diikuti
ketiga belas tidak fasik kenyataannya

tidak sah saksi fasik besar dosanya

yang nyata di taksir dalam syari’at

keempat belas terjaga kebagusan kehormatan
tidak sah rusak kehormatan menjadi kehinaan
kelima belas selamat I’tikadnya

tidak saksi mukmin tersesat bid’ah

godariyah juga jabariyah keduanya

itu bid’ah fasik besar dosanya

keenam belas sentausa pengetahuannya

tiak sah menjadi saksi orang buruk perilakunya
besar nafsu ketika ersama dengan yang lainnya
melampauai batas kelakuan tingkah laku
itulah sudah genap enam belas jumlahnya
syat saksi nikah sudah disebutkan

Salah satu syarat menjadi seorang saksi adalah dapat
melihat, melihat bahwasannya telah terjadi sebuah
penikahan. Akan tetapi menjadi seorang saksi tidak hanya
melihat secara lahir saja bahwa pernikahan telah
terlaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, namun juga
dapat melihat secara bathin yakni menyaksikan perilaku atau
perangai calon pengantin, pengetahuan tentang fikih

munakahatnya atau ilmu-ilmu perniakahnnya, dan ibadanya.
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Sehingga dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwasannya

seorang pengantin sudah siap membina rumah tangga.'?

Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh salah satu
kyai yang menjadi saksi dalam akad nikah:

“Mengenai adanya syarat dapat melihat bagi seorang saksi,
apabila seorang saksi hanya dapat melihat pelaksanaan
pernikahan sebatas melihat dan menyaksikan secara
lahiriah saja, maka semua orang dapat menjadi saksi.
Mereka tidak dapat melihat kemungkaran-kemungkaran
yang kemungkinan ada dalam akad nikah, sehingga
disinilah perlu adanya kriteria adil bagi seorang saki dan
ketelitian dalam memilinh saksi.”**3

“Misalnya dulu pernah ada orang yang ditunjuk menjadi
saksi, namun orang itu menolak karena merasa belum
pantas. Tapi dari orang-orang percaya tentang ke sholihan
dia, ibadahnya sregep, perilakunya baik, tahu tentang ilmu-
ilmu agama, dan dimata masyarakat orang tersebut
memiliki citra yang baik dalam beribadah, ya bisa menjadi
saksi.”

Syarat harus memiliki sifat adil bagi seorang wali dan
saksi dalam pelaksanaan nikah dinyatakan sebagai oleh
KH. Ahmat Rifa’i sebagai berikut:

Tanbihun wus kinawaruhan tinemune

12 Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

13 Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

14 Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.
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Setengah syarate saksi nikahan anane

Iku ora ana adil karone

Weruha kelakuan adil pertelane

Wajib mukallaf weruha adil

Ikilah kalam ulama

Wahuw al muslimu al mukallafu alazi lam yartakib
Kabiratan wa lam yusirra saghirati dhanibin.**®

Artinya:

Peringatan, sudah diketahui jadinya

Diantara syarat dari adanya pernikahan

Yaitu ada orang adil didalam keduanya

Ketahuilah penjelasan orang adil

Inilah kalam ulama

Yaitu orang-orang muslim mukallaf yang tidak berdosa
besar maupun kecil.

Dalam hal ketelitian memilih saksi dalam perkawinan,
seseorang yang tidak melakukan dosa besar dan
melanggengkan dosa kecil, seperti halnya pada saat berada
di keramaian yang mana laki-laki-laki dan perempuan
berada pada satu majlis sehingga menimbulkan keramaian
dan berfoto bersama, maka disitulah menyebabkan
hilangnya sifat marwat pada seorang saksi. Hal semacam
inilah yang perlu dijaga bagi setiap orang yang hendak

menjadi seorang saksi.'®

115 Syekh Ahmad Rifa’i bin Muhammad Marhum, “Tabyin al-Islak”, tt.,
Korasan 3.
116 Hasil wawancara dengan Zainul Muttagin, di desa Karangsari-
Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.
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Seperti yang diungkapkan oleh salah satu jema’ah yang
menjadi saksi akad nikah:

“Terkadang ada, orang pergi ziarah atau pergi kemana
bareng-bareng rombongan-rombongan sama wong wedok-
wedok, terus setelah itu photo bareng di lokasi untuk
kenang-kenangan, itu sebenarnya salah satu hal yang dapat
menghilangkan kemarwahan orang menjadi saksi.”™’

Untuk mencapai kesempurnaan dalam pernikahan
dimulai dari rukun dan syaratnya hingga pelaksanaan
akadnya, jema’ah Rifa’iyah memilih dua orang saksi dari
tokoh agama atau kyai. Syarat bagi seorang saksi dalam
perkawinan telah dijelaskan dalam kitab Tabyin al-lsla/
terdapat 16 syarat yang harus terpenuhi. Akan tetapi pada
masa sekarang yang mana apabila seseorang dituntut untuk
memenuhi keseluruhan dari syarat-syarat sebagai seorang
saksi cukup sulit, apalagi yang berkaitan dengan kriteria
adil bagi saksi.

Apabila harus memenuhi seluruh enam belas syarat
tersebut secara keseluruhan dalam satu waktu saat
seseorang dipilih untuk menjadi saksi agaknya tidak
memungkinkan, apalagi adanya kriteria adil. Dalam hal
terdapatnya kriteria adil bagi seseorang yang hendak
menjadi saksi dalam pernikahan yakni tidak melakukan

dosa besar dan tidak melanggengkan dosa kecil paling

17 Hasil wawancara dengan Zainul Muttagin, di desa Karangsari-
Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.
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tidak seseorang harus melakukan hal-hal baik minimal satu
tahun atau istibra’ minimal satu tahun.*® Istibra’ yakni
telah menyucikan diri dari kefasikan dengan cara tidak
melakukan dosa besar dan tidak melanggengkan dosa
kecil, maka dosa-dosa yang dilakukan sebelum satu tahun
yang pernah dilakukan dapat terhapuskan.**®

Sesungguhnya sikhah yang dilakukan oleh Jam’iyyah
Rifa’iyah adalah membenahi yang belum benar atau
mentashhih. Pembenahan tersebut dilakukan dengan cara
memeriksa wali dan saksi-saksi pada saat perkawinan,
apakah sudah memenuhi kriteria dalam Islam atau belum
memenuhi kriteria. Sehingga apabila akad yang sudah
dilakukan sebelumnya terindentifikasi bahwa wali dan
saksi-saksinya belum memenuhi syarat maka perlu adanya
pengulangan akad yakni sikhah.*?

Adapun cara pengidentifikasinanya ketika pernikahn
dilakukan tidak di lingkungan Rifa’iyah adalah dengan
tokoh agama akan bertanya kepada si pengantin mengenai
pelaksanaan perkawinan yang telah dilakukan sebelumnya
siapakah yang menjadi walinya dan saksi-saksinya.

Selanjutnya dari tokoh agama akan meyerankan untuk

118 Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa
Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

119 Zainuddin Bin Abdul Aziz al-Malibari al-Fannani, Fathul Mu’in Bi
Syarah Quratul ‘Ain, tt, him. 102.

120 Hasil wawancara dengan Zainul Muttagin, di desa Karangsari-
Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB
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pengulangan akad nikah dengan wali dan saksi diambil
dari kyai dan tokoh agama dari jema’ah Rifa’iyah. Hal ini
merupakan suatu sikap kehati-hatian di kalangan Rifa’iyah,
karena adanya kriteria adil bagi wali dan saksi, sehingga
dapat dikatakan kyai adalah orang yang dapat dipastikan
memiliki sifat tersebut yakni dari perilakunya, serta
pengetahuan ilmu agamanya. 2

Selama akad nikah yang dijalankan belum memenubhi
syarat maka nikahnya tidak sah, namun apabila sudah
memenuhi syarat maka nikahnya sah dan tidak perlu ada
dua kali akad. Bukan berarti dari jema’ah Rifa’iyah tidak
membenarkan akad yang dilakukan satu kali. Mengenai
penentuan dilakukannya sikkah atau tidak dilakukan
sihhah adalah hasil kesepakatan dari keluarga dan tokoh
agama atau kyai, dan semua itu kembali kepada syari’at
dengan tujuan amar ma ruf nahi munkar, mengenai benar
dan  salahnya  ditanggung  oleh  masing-masing

individunya.'??

121 Hasil interview dengan Muhammad Nur Arifudin, di Desa

Tanjunganom , pada tanggal 15 Agustus 2022, pukul 20.00 WIB.

122 Hasil wawancara dengan Zainul Muttaqin, di Desa Karangsari-

Rowosari pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 11.00 WIB.
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BAB IV

TRADISI SIHHAH akad nikah JAM’IYYAH RIFA’IYAH DI
KENDAL PERSPEKTIF FIQIH dan HUKUM PERKAWINAN DI
INDONESIA

A. Sihhah dalam Masyarakat Kultural
1. Mencari Keberkahan (Ngalap Berkah)

Sikhah yang dilakukan jam’iyah Rifa’iyah merupakan salah
satu upaya yang dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah
untuk meminta keberkahan kepada kyai sebagai orang yang
dianggap lebih mengetahui ilmu agama. Cara untuk memperoleh
keberkahan dilakukan dengan sowan ke rumah kyai dan meminta
do’a restunya, karena mereka percaya dengan do’a dan restu yang
diberikan oleh kyai dipercaya dapat memberikan keberkahan
dalam pernikahan.

Barakah dalam tatanan kehidupan sosial menjadi semacam
kekuatan mistik yang harus dicari atau diminta, yang mana dapat
menghasilkan  berbagai macam keberuntungan, kekuatan,
keselamatan atau nilai-nilai positif lainnya. Barakah diyakini
berasal dari tuhan melalui orang-orang suci atau wali atau tempat-
tempat yang memiliki kekuatan khusus ataupun nilai lebih yang

dapat diminta keberkahannya.*

! Asmaran, “Membaca Fenomena Ziarah Wali Di Indonesia: Memahami
Tradisi Tabarruk Dan Tawassul,” al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-llmu
Keislaman vol. 17, No. 2 Juli-Desember 2018. DOI: https://doi.org/10.18592/al-
banjari.v17i2.2128.
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Tabarruk merupakan upaya untuk menambah nilai spiritual
dalam proses penghambaan seorang muslim yang diyakini oleh
mayoritas umat Islam didunia. Implementasi dari proses tabarruk
mempunyai aneka ragam bentuk dan praktiknya, salah satunya
ialah dalam hal pernikahan.

Di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, tradisi ngalap berkah
diwujudkan dengan berbagai cara, mulai dari mencium tangan kyai
atau guru tatkala bersalaman atau bertemu dalam majlis. Hal ini
tidak lepas karena adanya sebuah keyakinan bahwa berkah
dipandang sebagai potensi spiritual yang dapat mengaliri segala
sesuatu dan paling kuat dalam diri manusia. Sehingga semakin
seseorang tersebut diangap suci dan berilmu tinggi, semakin besar

pula aliran berkah yang terdapat pada sosoknya.>
. Upaya Pelestarian Tradisi

Jema’ah Rifa’iyah yang menjadi objek penelitian saat ini
merupakan Jema’ah generasi ke empat dan generasi kelima, yang
mana genarasi ini sudah tidak begitu banyak melakukan doktrin-
doktrin yang diajarkan olen mbah Rifa’i pada masa lalu. Hal
tersebut dapat diambil salah satu contoh misalnya, Jema’ah
Rifa’iyah sudah tidak lagi melaksanakan sholat gadha pada waktu

sholat tarawih dibulan Ramadhan dan pelaksanaan sizhah dalam

2 Layyinah Nur Chodijah and Farida Ulvi Naimah, “Tabarruk Dalam

Pandangan Ulama > Sunni dan Syi ’ah dan Implementasinya Dalam Membangun
Karakter Umat Islam : Studi Komparasi Pemikiran Zaynu Al-Abidin Ba > Alawi
Dan Ja > Far Subha Ni.” Jurnal Agama dan Sosial Budaya Vol. 5, No. 1 (2022):
105-24. Diakses 29 Juli 22. DOI: https://doi.org/10.31538/almada.v5i1.1684.
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akad nikah yang hanya dilakukan oleh sebagian jema’ah, yang
mana makna dalam sikhak pun juga sudah bergeser menjadi
tabarruk-an. Namun, ada juga dari Jema’ah yang melaksanakan
sihhah adalah sebagai suatu sikap kehati-hatian dalam akad nikah.

Diketahui bahwasnnya pada masa sekarang pelaksanaan sikhah
tidak dilakukan oleh semua jema’ah Rifa’iyah. Hal tersebut
dipengaruhi oleh perbedaan tempus (waktu) meskipun dalam
tempat atau lokasi yang sama. Berbedanya waktu atau masa inilah
yang menyebabkan tergesernya makna sizhalk, yang semula adalah
pengulangan akad nikah yang dikarenakan beberapa faktor ketidak
benaran pelaksnaan akad nikah pada masa lalu dan bergeser makna
pada masa sekarang dengan makna tabarruk-an kepada kyai.

Alasan dari jema’ah yang sudah tidak melaksanakan siihah
ialah karena mereka menganggap bahwasnya pemerintahan dan
system hukum di Indonesia sudah tidak seperti dulu yakni pada
masa KH. Ahmad Rifa’i yang masih berada di bawah colonial
Belanda. Sedangkan pada masa sekarang pemerintah dan sistem
hukum terutama hukum perkawinannya sudah tertata dengan baik
yakni dengan berpondasikan hukum Islam. Sehingga tidak ada
alasan yang mendasar untuk tetap melaksanakan sizhah.

Akan tetapi, alasan lain dari jema’ah yang masih melaksanakan
sihhah ialah adanya rasa hati-hati dan sikap antisipasi dari jema’ah
tatkala adanya syata-syarat dari rukun perkawinan yang belum
terpenuhi, terutama syarat bagi wali dan saksi nya. Sehingga upaya

untuk menjadikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin yang sah
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menurut agama Islam maka perlunya men-tashih perkawinan yakni
membenarkan suatu perkara yang belum benar seperti yang telah
KH. Ahmad Rifa’i lakukan pada masa dulu.

Menurut Muhammad Quthub, Agama, moralitas dan tradisi,
semua itu tidak mempunyai suatu nilai yang esensial. Itu semua
merupakan pantulan dari keadaan sosial dan ekonomi yang ada
dalam masyarakat. Lebih-lebih, karena semua keadaan tadi tidak
tetap. Setiap kali sarana produksi berubah, ia selalu berubah. Disaat
semua itu dan yang yang terpenting manusia itu sendiri selalu
berubah-ubah. Tak ada suatu eksistensiyang bernama manusia.
Tidak ada insting, dan tidak ada dorongan fitri.3

Manusia adalah refleksi dari lingkungannya, bukan hanya
mengenai faham, akidah atau adat kebiasaannya, tetapi juga
eksistensi kejiwaan-internnya. Setiap bagian dari jiwanya selalu
menerima perubahan. Hubungan individunya, kemasyarakatannya
dan seksualnya. Hak milik, perkawinan dan kekeluargaan, segala
sesuatu semuanya dapat berubah. Tak ada satu norma pun dan
kriteria untuk mengukurnya kecuali tingkat adaptasinya dengan
lingkungannya. Oleh sebab itulah maka suatu norma yang tetap itu

sama sekali tidak ada.*

¥ Muhammad Quthub, Islam di Tengah Pertarungan Tradisi, Terj. Kiagus
M.S. Agustjik, (Bandung: Mizan, 1984), him. 32

4 Muhammad Quthub, Islam di Tengah Pertarungan Tradisi, Terj. Kiagus
M.S. Agustjik, him. 33.
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3. Sihhah dalam Pandangan Cultural Relativism

Dalam pendekatan cultural reletavism yang menganggap
bahwasannya setiap budaya memiliki nilai kebenarannya masing-
masing, artinya prinsip bahwa kepercayaan dan aktivitas setiap
orang harus dipahami menurut budaya orang itu sendiri.® Adanya
nilai benar dan ketidak benaran kepercayaan dan aktivitas setiap
orang ataupun golongan memiliki perbedaan apabila dipandang
menggunaan  persepsi  masing-masing, Yyang dikarenakan
berbedanya pandangan dan prinsip kepercayaan. Namun, dalam
cultural relativism ini suatu budaya tidak bisa dipandang secara
objektif, karena tidak ada standar objektif untuk semua budaya.

Masih adanya Sikhak untuk waktu saat ini ada yang
menganggap bahwa semestinya tidak perlu dilakukan, hal ini tidak
terlepas dari tudingan-tudingan negative dari masyarakat selain
dari Rifa’iyah. Namun apabila dilihat menggunakan pandangan
cultural relativism tersebut, maka sizkah tidak menjadi sebuah
problem persoalan yang mana untuk dapat tetap dilakukan atau
tidak dilakukan, karena sizhah merupakan salah satu konsepsi
budaya dari jema’ah Rifa’iyah.

Sikhah sebagai konsepsi budaya ini merupakan suatu praktik
agama pada sebuah masyarakat kecil yang masih dijalankan secara

turun temurun. Sesuatu yang masih dilakukan sebagai suatu

> Fokky Fuad Wasitaatmaja, Etnografi Hukum (Budaya Hukum

Masyarakat Cina Jelata), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), him. 43.

129



aktifitas yang masih langgeng hingga kini dapat dikatakan sebagai
sebuah tradisi, meskipun hanya dilakukan oleh sebagian
masyarakat dalam bentuk kecil.

B. Tradisi Sikhah Perspektif Figih

‘Urf

Dalam aspek fikih kata tradisi disebut dengan ‘urf. Kata ‘urf
digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang
dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.
Dengan demikian, ‘urf mengandung konotasi baik. Hal ini tampak
dalam penggunaan kata ‘urf dengan arti ma ruf. Kata ‘urf selalu
digunakan untuk jema’ah atau golongan.® Meskipun telah terbiasa
diamalkan oleh seluruh umat Islam, namun ia dapat mengalami
perubahan karena berubanya orang-orang yang menjadi bagian dari
umat itu.

Sikhah (akad dua kali) sebagai salah satu tradisi perkawinan
jema’ah Rifa’iyah—meskipun ada yang sudah tidak melaksanakan-
namun juga masih ada yang melaksanakan, merupakan salah satu
bentuk ‘urf ‘amali. ‘urf ‘amali menurut Ahmad al-Zarqa’ yakni
tradisi yang berkaitan dengan perilaku yang dilakukan mayoritas
manusia. Sikzhah termasuk salah satu bentuk ‘urf ‘amali karena
sihhah merupakan salah satu bentuk tradisi atau perilaku yang

dilakukan oleh manusia dalam bidang pernikahan.

388.

& Amir Syarifuddin, Ushul Figh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2011), him.
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‘Urf' menurut ahmad al-Zarqa’ ialah Jadsl Js8 8 o 58 ) sean 33le
tradisi masyarakat yang berupa ucapan (qaul) atau perilaku (fi ’il).’
Adapun bentuk-bentuk ‘urf'sebagai berikut:

a) wall <l adat kebiasaaan atau tradisi yang berkaitan
dengan lafadz (ungkapan) yang sering dipakai oleh mayoritas
manusia, sehingga makna lafadz tersebut dapat dimengerti
oleh masyarakat.

b) el Ca%ali artinya ialah adat kebiasaan atau tradisi yang
berkaitan dengan perilaku mayoritas manusia, baik berkaitan

dengan masalah muamalah, keperdataan atau yang lainya.

Dilihat dari ruang lingkup penggunaannya, ‘urf terbagi menjadi

dua, yakni:

a) e\éj\ ol yakni adat kebisaan atau tradisi yang umum atau
sering terjadi di masyarakat, kebiasaan yang yang telah umum
dilakukan dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia,
tanpa memandang Negara, bangsa dan agama.

b) BRE RSP yakni adat istiadat atau tradisi yang berlaku pada
masyarakat atau sekelompok orang pada waktu tertentu.
Artinya terjadi di daerah atau masyarakat tertentu pada waktu
tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan di sembarang

waktu.

" *Abdul ‘Aziz al-Khayyat, Nazariyyat al- ‘Urf, (Amman: Maktabat al-
Agsa, tt), him. 24.
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Sikhah sebagai great tradition yang dilakukan oleh Jam’iyah
Rifa’iyah merupakan salah satu prosesi dalam akad perkawinan
yang dilakukan sejak masa KH. Ahmad Rifa’i hingga kini.
Meskipun tidak dilakukan oleh seluruh umat muslim di dunia, akan
tetapi sizhah dilakukan oleh sekelompok orang atau golongan
tertentu, sehingga dapat dikatakan sikzhah yang dilakukan secara
berulang dan terus menerus adalah sebagai ‘urf khusus. ‘Urf
khusus vyakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang
ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua
tempat dan di sembarang waktu.®

Sikhah merupakan tradisi dalam akad nikah jam’iyyah Islam
yang ada di Indonesia dengan historitasnya yang telah dijelaskan
sebelumnya, yakni telah dilakukan sejak bberapa puluh tahun yang
lalu. Karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dengan
Eksistensi sikhah hingga kini oleh jema’ah menunjukan

bahwasannya siihah telah menjadi ‘urf sahih.

Ditinjau dari segi diterima atau tidaknya ‘Urf dibagi menjadi

dua, yakni:®

a) ‘Urfsahih, yakni ‘urf'yang baik dan dapat diterima karena tidak
bertentangan dengan syara’. Seperti mengadakan pertunangan

sebelum melangsungkan akad nikah, dipandang baik, telah

8 Amir Syarifuddin, Ushul figh jilid 2, him. 389.
9 Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Figh, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2015), him. 83.
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menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan tiak bertentangan

dengan syara’.

b) ‘Urffasid, yakni ‘urf yang tidak baik dan tidak dapat diterima,
karena bertentangan dengan syara’. Seperti kebiasaan
mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat
yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena
berlawanan dengan jaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

Di sebutkan dalam kaidah figih ke lima yakni 4«Ssa 83 Wl “adat
kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”, merupakan salah satu
kaidah figih yang menjadi pegangan bahwasannya hanya ‘Urf
yang sahih saja yang dapat menjadi pegangan.’® Menurut al-
Shatibi, ditinjau dari ada atau tidaknya adat dibagi menjadi dua hal,
yakni adat umum yang tidak akan mengalami perubahan masa,
tempat serta kondisi, dan adat yang mengalami perubahan

berdasarkan masa, tempat serta kondisi.™*
2. Sihhah Sebagai Tajdid an-Nikah

Dilihat bagaimana terlaksanakannya prosesi sikzhah dapat
dikatakan bahwasanya sikhah dianggap sebagai tajdid an-nikah.
Hal tersebut dikarenakan adanya dua kali akad yang disebabkan
beberapa sebab, yakni adanya sikap kehati-hatian dan

kekhawatiran yang dikarenakan pemilihan wali dan saksi yang

10 Romli SA, Pengantar Iimu Ushul Figh (Metode Penetapan Hukum
Islam), (Depok: Kencana, 2017), him. 219.

11 Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi, al-Muwafaqat Fi Usil al-Shart’ah, Jilid
I1, (Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975), him. 232.
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tidak sesuai dengan kriteria wali dan saksi pada akad yang
dilakukan sebelumnya, dan sikhah sebagai salah satu bentuk
tabarruk-an (mengabil keberkahan) kepada orang ‘alim.

Dalam figih, sinonim dari kata tajdid ialah 7’adah yakni secara
bahasa memiliki arti pengulangan. Akan tetapi dalam terminologi
memiliki perbedaan makna, yang mana Tajdid secara etimologi
memperbarui dan secara terminologi dimaksudkan memeperbarui
atau megulangi sebuah perbuatan seperti semula yang dikarena
terbukti adanya ketidak lengkapan syarat atau rukun, ataupun
perbuatan tersebut belum batal atau sah setelah perbuatan itu
dilakukan.*

Dalam figih hukum pengulangan suatu perbuatan terbagi
menjadi dua: pertama, pengulangan karena pada perbuatan
sebelumnya atau pernuatan awal terindikasi adanya cacat
(kekurangan). Kedua, pengulangan bukan dikarenakan adanya
cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama.

Mengenai pengulangan pada identifikasi pertama, bahwasannya
jema’ah yang masih melaksanakan sikhah disebabkan karena
adanya indikasi adanya kecacatan atau kekurangan pada kriteria
seorang saksi dalam akad nikah sebelumnya, yang mana pemilihan
saksi secara asal-asalan tanpa memperhatikan integritas pada diri
saksi yakni adanya sifat adil dan sifat marwah. Pada identifikasi

yang kedua, yang mana alasan lain pada Jema’ah yang masih

12 Khairani and Cut Nanda Maya Sari, “Pengulangan Nikah Menurut
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang),”
Samarah 1, No. 2 (2017): 397-415, https://doi.org/10.22373/sjhk.v1i2.2375.
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melaksanakan sizhah ialah menganggap bahwa makna sizhah pada
masa sekarang telah bergeser makna kepada tabarruk-an kepada
kyai, bukan karena adanya cacat atau kekurangan pada akad yang
dilakukan sebelumnya.

Terdapat perbedaan pendapat dalam hal tajdid an-nikah, yakni
mengenai hukum pengulangan nikah atau memperbarui akad
nikah. Menurut gaul shahih hukumnya zawaj (boleh) dan tidak
merusak pada akad nikah yang telah terjadi. Karena memperbarui
akad itu hanya sekedar tajammul (keindahan) atau ihtiyath
(berhati-hati).

Pandangan figih disebut tajdid nikah atau pembaruan nikah.
Hukum dari tajdid nikah adalah boleh apabila untuk menguatkan
status pernikahan. Kebolehan dari tajdid an-nikah, dikarenakan
mengulangi lafal akad nikah di dalam nikah yang kedua tidak
merusak pada akad yang pertama. Menurut Ibnu Hajar al-Asgalani
bahwasannya menurut jumhur ulama tajdid an-nikah tidak
merusak akad yang pertama.*®

Imam bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitabnya
sebagai berikut

P PRSI RN P AV L Ny - S JCEC JANPPI'S
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13 Ahmad bin ‘Ali Hajar al-‘Asqalani, Fathul Bari (Syarah Sahih al-
Bukhari), Juz 17, (Beirut: Dar Tayyibah, tt), him. 45,
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Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid
dari Salamah ia berkata, nabi membaiat kami dibawah sebuah
pohon. Lalu beliau berkata kapadaku “ya Salamah tidakkah engkau
ikut berbaiat?”. Aku menjawab, wahai Rasulullah, sungguh aku
sudah berbaiat di yang pertama. Beliau bersabda, “dan pada yang
kedua”.

Hadits tersebut terdapat dalam bab hukum-hukum, dalam

menjelaskan hadit tersebut Imam Ibnu Hajar al-Asqgalani dalam
kitabnya Fathul Bari mengutip perkataan dari Ibnul Munir yang
menyatakan bahwa hadit tersebut dapat diambil satu kesimpulan
bahwasannya mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara
lainnya tidaklah merusak akad yang pertama. Berbeda dengan
pendapat ulama yang berpendapat sebaliknya dari gololongan
Syafi’iyah.’®

Imam Ibnu Hajar menyatakan bahwa yang sahih di kalangan
Syafi’’iyah adalah pengulangan akad itu tidak merusak
sebagaimana yang dikatakan oleh para jumhur ulama. Maka
dengan demikian jelasklah bahwaannya pengulanagn kad nikah
untuk tajammul ataupun untuk mendapat keberkahan orang alim
tidakmerusak keabsahan akad nikah yang telah dilaksanakan
sebelumnya. Sebagaimana Sikhah yang dilakukan oleh Jema’ah
Rifa’iyah.

3. Pensyaratan Kriteria Adil dan Muru’ah pada Saksi Nikah

4 Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Sakih al-
Bukhari, Juz. 4, (Beirut: Dar Ibnu Katir, tt), him. 317.

> Ahmad bin ‘Ali Hajar al-*Asqalani, Fathul Bari (Syarah Sahih al-
Bukhari), Juz 17, him. 46.
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a) Pensyaratan Kriteria Adil

Kriteria adil bagi seorang saksi nikah dalam Rifa’iyah
menjadi acuan dimana seseorang dapat menjadi saksi.
Seseorang yang dianggap oleh masyarakat memiliki ilmu
agama yang baik serta perilaku yang baik pula lah yang dapat
dijadikan sebagai saksi nikah. Sehingga orang yang
dimaksudkan tersebut adalah kyai atau tokoh agama Rifa’iyah
yang dipercayai dan bertindak sebagai saksi, karena mereka
menganngap bahwa kyai lebih mengerti dalam ilmu agama
khususnya dan permasalahan keagamaan

Mengenai kebaikan dalam perilaku, orang yang memiliki
ilmu agama yang baik disertai dengan kebaikan perilaku
secara lahirian dan bathiniah merupakan satu kesatuan.
Maksudnya ialah ilmu agama yang ia miliki menjadi landasan
perbuatan dan perilakunya kepada tuhan dan manusia, apa
yang diajarkan oleh agama dapat diserap dan diaplikasikan
oleh dirinya dalam suatu tindakan yang mana tindakan
tersebut pastilah tindakan yang baik karena dalam ajaran
agama Islam tidak megajarkan manusia untuk melakukan
tindakan yang buruk.

Kata ‘adlu pada mulanya berbentuk infinitive, tetapi
digunakan untuk arti subjek, yang mana penyebutan ini lebih
kuat tekanan maknanya, karena seolah-olah itu menjadikan
orang yang dinamai adil itu sebagai keadilan itu sendiri.

Orang yang adil adalah orang yang keputusan hukum dan
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ucapannya diterima dengan lapang hati. al-Bahili megatakan
bahwa seseorang disebut adil manakala diterima
kesaksiannya.®®

Orang adil menurut syari’at adalah orang yang keputusan
hukum, agama dan kehormatannya diterima dengan lapang
hati. Sehingga adil dalam aspek hukum adalah orang yang
baligh, berakal merdeka. Adil dalam aspek agama adalah
muslim, menjauhi dosa-dosa besar, tidak berkutat pada dosa-
dosa kecil. Adil dalam aspek kehormatan adalah menjauhi
perkara-perkara rendah yang menjatuhkan kehormatan.*’

Seseorang yang meninggalkan dosa-dosa besar tetapi
melakukan dosa-dosa kecil, jika hal itu jarang terjadi, maka
dia dinilai sebagai orang fasik dan kesaksiannya tidak ditolak.
Namun, apabila dia terbiasa melakukan dosa kecil, maka dia
dinilai sebagai orang fasik dan kesaksiannya ditolak. Tidak
mungkin menolak kesaksiannya karena dosa kecil yang jarang
aia lakukan, sebab tidak mungkin ditemukan seseorang yang
selalu berbuat taat tanpa mencampurinya dengan maksiat.*®

Tidak mungkin pula menerima kesaksian dari orang yang
banyak melakukan dosa kecil, karena barangsiapa yang

menganggap boleh melakukan dosa-dosa kecil yang

16 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab Juz 20, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 219.

17 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab Juz 20, him. 220.

18 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab Juz 20, him. 224.
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bertumpuk, maka dia akan menganggap boleh juga kesaksian
palsu. Oleh sebab itu, Imam an-Nawawi mengaitkan hukum
pada perbuatannya yang lazim, sedangkan perbuatannya yang
jarang dilakukan tidak dijadikan alasan.*

Perihal ~ perkawinan, = Menurut  madzhab  Syafi’i
bahwasannya kriteria adil (bagi seorang saksi) yang dimaksud
cukup pada lahirnya saja. Apabila seorang saksi dikenal adil
pada lahirnya saja diantara suami istri, maka kesaksiannya
atas akad dinyatakan sah. Sehingga seorang pengantin tidak
perlu membebani diri hinga memeriksa dan mencari jati diri
dan latar belakang seorang saksi, karena itu akan mempersulit
dan membuat rumit bagi pihak-pihak dalam perkawinan.?

b) Pensyaratan Sifat Muru’ah

Adanya sikap menjaga kehormatan pada seseorang yang
dipilih menjadi saksi merupakan suatu keharusan bagi
Jema’ah Rifa’iyah. Hal tersebut yang dialami oleh peneliti
pada saat dilapangan, yang mana pada saat penelitian kyai-
kyai yang menjadi salah satu objek penelitian ada yang tidak
bersedia diambil gambar dan ada pula yang tidak berkenan
face to face kepada peneliti, dikarenakan peneliti adalah tamu
serta seorang perempuan. Hal tersebut merupakan upaya

untuk menjaga pandangan dari seseorang yang bukan muhrim.

19 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab, Juz 20,), him. 226-227.
20 Abdurrahman Al Juzairi, Kitab al-Figh ‘Ala al-Madzhab al-4rba’ah,
Juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-l1lmiyah, 1424 H/2003 M), him, 27.
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Menurut Asy Syirazi tidak diterima keasksian orang yang
tidak memiliki kehormatan seperti pembual, penari, suka
makan di pasar-pasar, dan berjalan tanpa menutup kepala
ditempat yang biasanya tidak baik membuka kepala, karena
kehormatan merupakan nilai insani. Kata muru’ah
(kehormatan) terbentuk dari kata mar’u (orang). Barangsiapa
yang meninggalkan nilai insani, maka tidak ada jaminan
baginya untuk tidak bersumpah palsu. Disamping itu, karena
orang yang malu kepada manusia dalam meninggalkan
kehormatan, dia juga tidak peduli dengan apa yang dia

.2

perbuat.” Adapun hadis yang diriwayatkan Abu Mas’ud al-

Badari dari Rasulullah saw,
B L il 08 20 13) 35 1 83400 o D& (e e Gl 01 G ()

Di antara perkataan kenabian pertama yang masih dijumpai
manusia saat ini adalah: jika kamu tidak malu,maka
lakukanlah sesuka kamu?

Para ulama madzahab berbeda pendapat mengenai orang
yang memilik profesi-profesi yang rendah tapi praktik
keagamaannya bagus, seperti para tukang sapu, penyamak
kulit, tukang bekam dan penjaga pemandian umum. Diantara
ulama madzhab ada yang mengatakan, bahwasannya

kesaksian orang-orang tersebut tidak diterima karena

2L Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab Juz 20, him. 224.

22 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab, Juz 20, him. 227.
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rendahnya profesi mereka dan kurangnya kehormatan mereka.
Adapula ulama madzhab yang lain dari mereka menyatakan,
bahwasannya kesaksian mereka itu diterima.?® ini sesuai
dengan firman Allah SWT.

Sed e A1 ) S LS A ve 28T

“Sesungguhnya orang yang paling mulia diatara kamu di sisi
Allah swt dialah orang yang paling bertakwa diantara
kamu.” (QS. al-Hujurat ayat 13).%

Alasan lainnya ialah bahwasannya ini merupakan
perbuatan yang diperbolehkan, sementara manusia juga
membutuhkannya, sehingga kesaksian ini tidak ditolak. Kata
muru’ah bisa dibaca dengan Hamzah sehingga berbunyi
muruah dan juga dapat dibaca dengan tasydid tanpa hamzah
sehingga berbunyi muruwwah. Maknanya adalah, sisi
insaniyah (kemanusiaan) sebagaimana telah dijelaskan.
Adapun menurut ulama lain muru’ah ialah bahwasannya
manusia tidak melakukan saat sendiri sesuatu yang malu
dilakukan didepan banyak orang.?®

Dari segi hukum, baragsiapa yang meninggalkan muru’ah;

jika hal itu merupakan perbuatan yang jarang dia lakukan

23 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab, Juz 20, him. 220.

24 Al-qur’an surat al-Hujurat ayat 13.

25 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab, Juz 20, him. 225.
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maka kesaksiannya tidak ditolak. Akan tetapi, apabila hal itu
menjadi suatu keadaan yang lazim, maka kesaksiannya
tersebut ditolak, karena jika dia tidak malu untuk
meninggalkan muru’ah, maka dia tidak akan malu dengan apa
yang dia lakukan.?

Jika seseorang tidak malu dalam meninggalkan muru’ah,
maka tidak mustahil dia bersaksi palsu. Para ulama madzhab
Syafi’i kalangan ulama Iraq mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan meninggalkan muru’ah atau kewibawaan
adalah makan di pasar, menyelonjorkan kakinya diantara
orang-orang, atau memakai pakaian yang berwarna kuning

atau pakaian perempuan.®’

C. Tradisi Sikhah Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia
1. Tradisi Sikhah perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun
1974
Pengertian perkawinan menurut ketentuan pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa
perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

% Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab, Juz 20, him. 227.

27 Abi Zakaria Muhiddin bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab Juz 20, him. 228.
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ketuhanan yang maha esa. Dari pengertian perkawinan tersebut
maka terdapat lima unsur dalam perkawinan yakni:

1. Ikatan lahir bathin

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

3. Sebagai suami istri

4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

5. Berdasarkan ketuhannan yang maha esa.

Menurut rumusan pasal tersebut, bahwa ikatan suami istri harus
berdasarkan ketuhanan yang maha esa, yakni perkawinan
merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan
dari agama yang dianut suami dan istri.

Sahnya suatu perkawinan menurut Undang-undang perkawinan
Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa pasal, pasal 2 ayat
1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 secara jelas
menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Dengan
perumusan pasal 2 ayat (1) ini, maka tidak ada perkawinan di luar
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sesuai dengan
UUD 1945. Adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing
agamanya dan kepercayannya itu, termasuk ketentuan perundang-
undangan vyang berlaku bagi golongan agamanya dan

kepercayaannya, sepanjang tidak bertentangan atau tidak
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ditentukan lain dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun

19743
Yang dimaksud dengan sesuai Undang-Undang Dasar 1945

dalam hubungan dengan hukum masing-masing agama dan

kepercayaannya itu adalah pasal 29 Undang-undang Dasar 1945,

yang berbunyi:

1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa;

2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat
menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Menurut K. Wantjik Saleh, dari bunyi pasal 2 ayat 1 beserta
dengan penjelasannya, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.
Apabia tidak dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, maka
perkawinan tersebut tidak sah.”

Mengenai bunyi pasal “tidak ada perkwinan diluar hukum
masing-masing agama dan kepercayaannya”, menurut Hazairin
jelas bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin
dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Maka untuk sahnya
suatu perkawinan heruslah menurut ketentuan hukum agamanya

dan kepercayaannya masing-masing.

2 Wasman dan Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam Di
Indonsia Perbandingan Figih dan Hukum Positif, (Yogyakarta: Teras, 2011),
him. 45.

2 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia, (Jakarta: Ghalia
Indah, 1976), him. 17.
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Sikhah yang masih diakukan oleh Jam’iyyah Rifa’iyah
dilakukan setelah pelaksanakan akad di hadapan KUA. Hal
tersebut dilakukan karena sebagai salah satu sikap kepatuhan
Jam’iyyah kepada Negara yakni melaksanakan pernikahan dengan
dilaksanakan dihadapan pegawai KUA supaya dapat dicatatkan
dan mendapatkan legalitas atau pengakuan oleh negara.

Sebagai bangsa Indonesia dan sebagai salah satu jema’ah dari
jam’iyah yang ada di Indonesia dan masih eksis, Jam’iyyah
Rifa’iyah telah melaksanakan salah satu kewajibannya dalam
bidang perkawinan yakni dengan mengimani aturan-aturan hukum
yang diberlakukan bagi tiap-tiap warga Negara. Selain mengimani
aturan-aturan hukum yang berlaku, sebagai makhluk ciptaan tuhan
maka juga haruslah mengimani aturan-aturan atau hukum agama
dan mengimani apa yang menjadi ketetapan-Nya.

Hukum agama yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah hukum Islam menurut
UUD 1945 berdasarkan pasal 29 nya, yang bermuat kewajiban bagi
Negara republik Indonesia, untuk menjalankan hukum setiap
agama berketuhanan yang maha esa. Bahwa hukum agama
berdasarkan iman kepada ketuhanan yang maha esa, dijalankan
dalam Negara pancasila atas masing-masin pemeluknya yakni
selaras dengan pasal 29 UUD 1945.

Iman sebagai dasar hakiki setiap agama telah diakui dalam
system pancasila kita dalam sila pertamanya dan diulangi

pengakuan itu oleh pasal 29 UUD 1945, hanya saja praktek di
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bidang hukum secara modern menurut sifat-sifat UUD 1945
mestilah hukum-hukum agama sekedar yang wajib dijalankan oleh
Negara itu diatur oleh undang-undang , apabila karena hukum-
hukum agama sedemikian itu bukanlah hukum yang mati. Artinya,
meskipun diimani sepanjang masa tetapi setiap generasi
membaharui cara pelaksanaannya bagi masyarakat melalui
penyempurnaan tafsir yang dibawakan oleh perkembangan ilmu
pengetahuan dan peredaran zaman dibidang struktur masyarakat
dan ekonominya, Perkembangan dan perubahan-perubahan mana
ikut tercakup dalam istilah-istilah dalam ilmu figih.

Terkait dengan pelaksanaan pengulangan akad nikah (sizhah)
oleh Jema’ah Rifa’iyah, dalam Undang-undang perkawinan
Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan mengenai
dimana sebuah akad perlu diulang. Akan tetapi dalam undang-
undang tersebut menerangkan batalnya sebuah perkawinan yakni
yang mana ketika sebuah perkawinan dilaksanakan di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah yang tidak berwenang dengan wali nikah
yang tidak sah dan tidak dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan
pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturuna lurus
keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau istri”.*®

Tidak perlu alasan yang mendasar diulangnya suatu perkawinan
ketika segala syarat dan rukunya sudah terpenuhi, terkecuali
apabila memenuhi unsur-unsur terkait dengan batalnya perkawinan

yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,

%0 Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
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yang mana perkawinan dianggap batal. Maka mengenai pernikah
dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 dikatakan sah ketika dilakukan menurut ketentuan hukum
agamanya dan kepercayaan masing-masing, terlepas dari budaya,
adat dan tradisi dari tiap-tiap golongan maupun suku.

2. Tradisi Sihhah Perspektif Kompilasi Hukum Islam

Terkait dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum telah
ditentukan oleh rukun dan syaratnya. Sesuai dengan undang-
undang perkawinan Sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan
menurut masing-masing agama dan kepercayaannya, dan harus
didaftarkan bagi yang beragama Islam ke P3 NTR menurut
Undang-undang No. 32 Tahun 1974. Oleh sebab itu, pernikahan
yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang
bahagia, harus diatur dengan rukun dan syarat tertentu agar tujuan
pernikahan dapat tergapai.>*

Kompilasi Hukum Islam dijelakan salam pasal 4, yakni terkait
dengan sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan menurut
hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sedangnhgkan mengenai
rukun dan syarat-syaratnya perkawinan tertuang dalam pasal 14

hingga pasal 29 Kompilasi Hukum Islam.

31 Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cet. Ke-1,(Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2013), him. 55-56.
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Hal-hal yang melatar belakangi para Jema’ah Rifa’iyah (yang
masih) melaksanakan sizhah hingga kini ialah dikhawatirkannya
seorang wali dari perempuan tidak memenuhi syarat sebagai wali
nikah yakni terdapatnya sifat fasik pada dirinya dan begitupun para
saksi nikah yang tidak memenuhi kriteria-kriteria sebagai saksi
nikah yakni sifat adil pada diri seorang saksi. Apabila mengacu
pada pasal-pasal yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam
mengenai syarat bagi wali dan saksi dalam pernikahan, KHI telah
menyebutkan syarat-syarat bagi seorang wali dan saki.

a. Wali Nikah

Ketentuan wali dalam perkawinan di atur dalam KHI dan
terdapat dalam pasal 19, 20, 21, 22, 23 dan PMA No. 19 tahun
2018 tentang pecatatan perkawinan pasal 11, dan Peraturan
Menteri Agama Republik Indonesia No. 20 Tahun 2019 tentang
pencatatan pernikahan. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan
mengenai wali dan urutan-urutan orang yang berhak menjadi
wali dalam pernikahan.

Pasal 19 KHI menyebutkan bahwasannya wali nikah
dalam perkawinan merupakan rukum yang harus dipenuhi bagi
calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
Pasal ini menunjukkan bahwasannya keberadaan wali dalam
perkawinan hukumnya wajib ada, karena tugas dari wali adalah
menikahkan seseorang yang berada dibawah perwaliannya.

Pasal 20 KHI menyebutkan terkait dengan syarat-syarat

yang harus dipenuhibagi seorang wali dan pembagian wali.
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Syart-syarat yang disebutkan diantaranya ialah wali nikah harus
laki-laki, yang memenuhi hukum islam yakni muslim, aqil, dan
baligh. Pasal ini tidak menyebutkan dan merinci lebih dalam
terkait dengan syarat-syarat tersebut.

Substansi dalam pasal 21, 22, dan pasal 23 KHI
menyebutkan dan menjelaskan terkait dengan urut-urutan wali
yang dapat dan berhak menjadi wali dalam perkawinan. Urut-
urutan tersebut di mulai dari wali nasab yakni wali terdekat
pengantin perempuan dan selanjutny diikuti dengan penggunaan
wali hakim apabila dalam beberapa kondisi yang mana wali
nasab tidak dapat menjadi wali dalam akad nikah, seperti wali
nikah menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur.

Adapun dimana wali bisa mewakilkan posisinya kepada
orang lain dengan aturan-aturan yang berlaku. Aturan tersebut
disebutkan dalam PMA No. 19 Tahun 2018 tentang pencatatan
perkawinan pasal 11 ayat (4) dan (5). Dalam pasal tersebut
menyatakan bahwasannya untuk melaksanakan akad nikah, wali
nasab dapat mewakilkan kepada kepala KUA kecamatan,
penghulu, p4, atau orang lain yang memenuhi syarat, serta
dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat
surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh
dua orang saksi dan diketahui oleh kepala KUA kecamatan
tempat tinggal wali. Juga Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan penikahan
pasal 12 ayat (4) (5) dan (6).
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Pada pasal-pasal diatas bahwasannya
b. Saksi Nikah
Di dalam KHI ketentuan saksi dalam perkawinan di atur
dalam pasal 24, 25, dan 26.3 Sedangkan dalam Peraturan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

syarat berkaitan saksi nikah tercantum dalam pasal 14 ayat (1)

dan (2).%

Terkait dengan wali, dalam Kompilasi Hukum Islam telah
menjelaskan mengenai syarat-syarat wali secara terang yakni
muslim, aqil, dan baligh. Begitu pula wali beserta urut-urutannya
bagi perempuan, yakni ketika tidak ada wali nasab maka perwalian
dapat menggunakan wali hakim yang dengan sebab-sebab dan
ketentuannya. Selain itu peraturan menteri agama juga telah
menyebutkan secara jelas bahwasannya, wali nasab dapat
mewakilkan kewenangannya kepada wali wakil (taukil) kepada
orang yang dipercaya dan juga tentunya harus memenuhi syarat
sebagai wali dengan prosedur yang telah disebutkan dalam PMA
Nomor 19 Tahun 2018.

Sama halnya dengan saksi-saksi nikah, laki-laki muslim, adil,
aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli
merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi bagi seseorang
yang hendak menjadi saksi. Kompilasi Hukum Islam tidak

memerinci hingga kepada tingkat kesalizan seseorang untuk dapat

%2 Lihat pasal 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam,
3 Lihat pasal 14 ayat (1) dan (1) Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019.
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menjadi wali dan saksi. Sehingga apabila perkawinan sudah
memenuhi rukun-rukunnya disertai dengan syarat-syaratnya maka

dianggaplah sah perkawinan tersebut secara hukum Islam.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan

Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sizhah Jam’iyyah Rifa’iyah pada masa sekarang berbeda
dengan masa KH. Ahmad Rifa’i. Alasannya ialah Jam’iyyah
Rifa’iyah di Kabupaten Kendal bersikap untuk lebih berhati-hati
terhadap sesuatu yang berkaitan dengan syari’at karena sesuatu
yang berkaitan dengan syariat menentukan seberapa baik Kita
sebagai manusia menjalin hubungan dengan Allah sang maha Esa.
Seiring dengan berjalannya waktu, sikhah bergeser makna
menjadi tabarruk-an yakni untuk mendapatkan berkah orang
‘alim, Dalam kacamata cutura relativism, sizhah sebagai salah
satu konsepsi budaya Jam’iyyah Rifa’iyah merupakan tradisi yang
memiliki nilai kebenaran tersendiri bagi Jam’iyyah atau
golongannya, sehingga kebenaran dan kebertahanan suatu budaya
tidak dapat dinilai secara objektif. Adapun alasan dari keluarga
mengapa perlu melaksanakan sikhak ialah pertama, karena
memang tradisi di Rifa’iyah dari dulu melaksanakan sikhah.
Kedua, supaya hati lebih mantap ketika pelaksanaan perkawinan
juga melaksanakan siihah, karena sebagai Jam’iyyah Rifa’iyah
yang hidup dilingkungan Rifa’iyah ketika tidak melakukan sizhah
merasa ada yang kurang terlengkapi.

2. Sihhah dalam perspektif figi/ adalah sebagai bentuk dari tajdid al-

nikah atau memperbarui pernikahan dengan tujuan tajammul
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(memperindah) perniakhan. Dalam figi/z pengulanagan akad nikah
diperbolehkan dan tidak menjadikan rusaknya akad yang pertama.
Sikhah perspektif Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun
1974 tidak menjelaskan mengenai pengulangan akad nikah.
Kesesuaian tata cara, rukun dan syarat-syarat perkawianan antara
Jam’iyyah Rifa’iyah dan undang-undang perkawinan Islam yakni
Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia pun tidak ada
perbedaan yang mendasar, hanya berbeda pada perinciannya saja.
Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan  mengenai
pengulangan akad nikah dan merinci mengenai syarat-syarat
dalam rukun pernikahan terkait wali dan saksi, maka ketika
rukun-rukun beserta syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi
maka dinyatakan sah menurut hukum perkawinan Islam di

Indoneisa.
B. Saran

Meskipun belum menjadi organisasi Islam taraf nasional, namun
Jam’iyyah Rifa’iyah merupakan salah satu organisasi keislaman yang
ada di Indonesia yang jema’ahnya cukup banyak. Ada begitu banyak
hal unik dari Jam’iyyah ini yang menurut peneliti patut untuk diteliti
sebagai kajian kep atau pun sebagai kajian keilmuan dalam bidang
lain. Meskipun dalam peneilitian ini masih terdapat banyak hal yang
kurang sempurna dan perlu adanya evaluasi, akan tetapi peneliti
berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan

kajian kepustakaan bagi para akademisi maupun khalayak umum.
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LAMPIRAN

Gambar 1. Photo pada saat Akad Nikah KUA

Gambar 2. Photo pada saat prosesi Shihhah
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Gambar 3. Photo denagn ustadz zaenul muttaqin pada saat saya wawancarai
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Gambar 4. Teks kalimat pasrah yang dibaca wali nasab kepada wali hakim

Gambar 5. Teks kalimat tahkim yang di baca pengantin peremepuan kepada kyai/wali wakil
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PIMPINAN PUSAT

REFA" Y EE

Sckt. Jln. Perints Kemerdekaan No. 17 Karanganyar - Batang - Jawa Tengah
R/ / Fax. 0285391362, 1lunting 085876241614 - 081586254277

KEPUTUSAN
PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH
NOMOR : 038/SK-B/PP-RIFA’TY AH/X11/2021
TENTANG
KOMPOSiSI DAN PERSONAL!A PIMPINAN DAERAH RIFA'IYAH
KABUPATEN KENDAL
MASA KHIDMAT 1443 -1448 H/2021-2026 M

B 112k P 7
T rahiiem

Asvhadu Antaa ilaaha latlah wa Asyhadu Anna Muhammadan Rasulullah

PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH

Menimbang a Bahwa untuk menjalankan tugas umum organisasi, ditctapkan Pimpinan
Dacrah scbagai pelaksana organisasi teriinggi di Daerah yang bersifat
kolektif;

b Bahwa Musyawarah Dacrah Rifa’iyah Kabupaien Kenda! sebagai forum
tertinggi organisasi di Daerah berwenaing untuk memilih Pimpiran
Daeran Rifa'iyah Kabupaten Kendal Masa Khidmat 1443-1448 H/2021-
2026 M,

c. Bahwa berdesarkan butir a dan b diatas periu, ditetapkan Keputusar
Pimpinan Pusat Rifa’iyah tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia
Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal Masa Khidmat 1443-
1448 H/2021-2026 M: -

d. Bahwa selain Pimpinan Daerah scbagaimana disebutkan pada butir ¢
dibentuk Dewan Syuro Dac’mh,

Mengingat . Firman Allah s.w.t. dalam QS Asy-Syuro, 42 : 38

Dan orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, mendirikan shalat
dan urusan mercka diputuskan dengan jalan musyawarah diantara mereka
serta mau menafkahkan sebagian rizki yang Kami berikan kepada mereka;
Firman Allah s.w.t. dalam QS Ash-Shaff, 61 : 4 :

Sesunguhnya Allah menyukai orang-orang yang berjuang di jalan-Nya
dalam barisan yang teratur scakan-akan mereka seperti suatu bangunan
yang tersusun kokoh;

N

w

. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PP Rifa'iyah;

&

Keputusan Musyawarah Dacrah Rifa’iyah Kabupaten Kendal pada
tanggal 31 Oktober 2021 di Pondok Pesantren Al Fatih Damarsari
Cepiring Kendal yang berhasil memilih dan menctapkan ketua Dewan
Syuro Dacrah dan Ketua Pimpinan Daerah Rifa'iyah Kabupaten Kendal,

w

Musyawarah Tim Formatur pada tanggal 07 November 2021 di Pondok



Pesantren Roudlotul Muttagin Cepokomulyo Gemuh Kendal yang
diselenggarakan untuk menyusun Pengurus sebagaimana ditetapkan
dalam Surat Keputusan ini.

DENGAN BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH SUBHANAHU WATAALA
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Keduu

Ketigu

Mengesahkan Komposisi dan Personalia Pimpinan Dacrah Rifa’iyah Kabupaten
Kendal Masa Khidmat 1443-1448 H/2021-2026 M,

Komposisi dan Personaiia Pimpinan Daerah Rifa’iyah Kabupaten Kendal Masa
Khidmat 1443-1448 H/2021-2026 M adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penctapannya, akan diadakan perbaikan scbagaimana
mestinya.

Ditctapkan d! : Batang
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1443 H
12 Desember 2021 M

PIMPINAN PUSAT RIFA'IYAH
/

Ketua Umum, Sekictaris Jenderal,

1 Al
=l

K.H. Dr. Mukhlisin Muzarie, MAg eful Arif, SH., M.Kn

e

DEWAN SYURO RIFA'IYAH PUSAT

Ketua Sckretaris

K.H. lll\buh Jumali mmad Ma’'ruf Sabrawie



Lampiran * Keputusan Nomor 038/SK-B/PP-RIFA'TY AH/XI1/2021
Tentang Komposisi dan P lia PDR Kabup Kendal
Masa Khidmat 1443 - 1448 H/ 2021-2026 M

KOMPOSISI DAN PERSONALIA DEWAN SYURA RIFA'IYAH KABUPATEN KENDAL
MASA BAKTI 2021-2026

Ketua . K. Ali Mustaqfirin ( Karangsari Rowosari )
Sekertaris K_.H Rosidi (Lebosari Kangkung)
Anggota - 1. K.H Habib Nur ( Kedungasri Ringinarum )
. K.H Muhdhori Al Badar ( Lebosari Kangkung)
_K.H Dr Ahmad Tantowi { Jambearum Pzatebon Kendal)
. Kyai Al Munawirun { Tanjunganom Rowosari )
Kyei Musyafa’ (Juwiring Cepiring).
Kyar Mustofin (Lebosari Kangkung )
Kyai Aris Mustaghfirin ( Purwosari Pateben)

N AL

KOMPOSISI DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH RIFA'IYAH KABUPATEN
KENDAL MASA BAKTI 2021 - 2026

Ketua - K.H Azka Badruzzaman ( Cepokomulyo Gemuh)
Wakil Ketua 1. Abdul Majid ( Tanjunganom Rowosari)
2. Ali Sibron Mulisi ( Fanjunganom Rowosari )
3. Susilo ( Camarsar Cepiring )
Sckertaris 1. Nur Faisoli, SHI ( Tanjunganom Rowosari )
2. M. Ma'ruf Al Mubarok, S.P4.1 ( Sendang Sikucing Rowosari )
3. Ahmad Ma'arif Syaifudin ( Purwosari Patebon )
Bendahara 1. Pammo, S.Pd.I, M H ( Damarsan Cepiring)
2. H. Abdul Jamil ( Cepokomulyo Gemuh)
3. H. Zahroni ( Karangsari Rowosari )
BAGIAN-BAGIAN ’
A. BAGIAN ORGANISASI DAN KADERISASI
Ketua : Arifudin ( Karangsari Rowosari )
Anggota . 1. Khoiid Maskuri ( Bulak Rowosari )

2. Agus Ma’arif Saifullah, S.Pd ( Tanjunganom Rowosari )
3. Muhammad Ridwan ( Banyutowo Kendal )
4. Ahlun Naza ( Tanjungsari Rowosari )
5. Mauiidun Ma’arif ( Cepokomulyo Gemuh )
B. BAGIAN SYARIAH DAN HUKUM
Ketua : Masrur Al Hafidz ( Cepokomulyo Gemuh )
Anggota - 1. Nur Miftahul Huda, S.Pd.1 ( Bulak Rowosari )
2. Ahmad Tohari ( Juwiring Cepiring)
3 Abdul Aziz, S.Pd.1 ( Cepokomulyo Gemuh )
4. Wahid Wahyudi (L.ebosari Kangkung)
5. Nur Khamim (Kedungasn Ringinarum)



. BAGIAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH
Ketua : Mustagqfirin, M.Pd.1 (Lebosari Kangkug )
Anggota : 1. Nur Kholis ( Kaliayu Cepiring )
2. Abdul Kholiq ( Cepckomulyo Gemuh)
3. Abdul Malik ( Damarsari Cepiring)
4. Ahmad Taufiq ( Purwosari Patebon )
5. Muhammad Amir Misbah ( Banyutowo Kendal )

. BAGIAN PEMUDA DAN WANITA

Ketua . H. Nanang Hasby Asidiqi, S.Pd ( Tanjunganom Rowosari)
Anggota : 1. M Ulil Absor , S.Pd.I ( Lebosari Kangkung)
2. Akmilia Syarifa Dewi ( Cepokomulyo Gemuh)
3. Ulul Kamaliah, S.Pd.I ( Bulak Rowosari )
4. Hj. Binti Sobariyah ( Bulak Rowcesari)
S. Maskanah ( Tanjunganom Rowosari)
. BAGIAN SENI DAN BUDAYA
Ketua : Saifudin ( Cepokomulyo Gemuh )
Anggota . Mubtadi'in ( Kedungasn Ringinaruin)

1
2. Saifudin ( Juwiring Cepiring)

3 Anwar Hasanudin { Lebosari Kangkung )

4. Haris Munazil ( Kedungasri Ringinarum )

S. H Mundzakir, S.Ag ( Sendangsikucing Rowosari )

". HUMAS DAN PUBLIKASI

Ketua Zainai Arifin { Juwiring Cepiring )

Anggota 1. Mashadi ( Lebosari Kangkung)

2. Imam Albariki ( Tanjunganom Rowosari )
3. Prisulisno { Kedungasri Ringinarum)

4. Khaerudin ( Purwosari Patebon )

$-M Syamsudin (Banyutowo Kenda! )

;. BAGIAN USAHA DAN XOPERASI

Ketua . H. Faishol Jahuri (Cepokomulyo Gemuh ) ’
Anggota . 1. Aspuri (Tanjunganom’Rowosari)
2. Arif Huda M Miftahudin ( Lebosari Kangkung )
3. H Julal Fidayat, S.Pd ( Juwiring Cepiring )
4. Ahmad Fauzan, S.Pd.I ( Triharjo Gemuh)

5. H. Sidikin ( Cepokomulyo Gemuh )
. BAGIAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Ketua : Ulil Azmi, S Kom ( Cepokomulyo Gemuh )

Anggota - 1. Ali Mustajib, S.Pd.I ( Jatipurwo Rowosari )
2. Rifiyan Nafiudin( Kedungasri Ringinarum)
3. Khoiruddin, S.Ag, M.M ( Kaliwungu)
4. Ahmad Khobiron ( Lebosari Kangkung )
5. Ibnu Rosyid Amrullah ( Galih Gemuh )



Ditetapkan di : Batang
Pada Tanggal : 8 Jumadil Awal 1443 H
12 Desember 2021 M

PIMPINAN PUSAT RIFA’IYAH

Sekretaris jenderal,

K.H. Dr. Mukhlisin Muzarie, MAg H. SAeful Arif, SH., M.Kn

DEWAN SYURO RIFA’IYAH PUSAT

Ketua Sekretaris
o [ /
S~ o TN "I/kr
5 - - g s

e
K.H. I2Abuh jumali K.H./Mthammad Ma'ruf Sabrawie



RIWAYAT HIDUP

A. ldentitas Diri

1.
2.
3.

4.

5

Nama : Nur Istifadah

Tempat & Tanggal Lahir  : Kendal, 03 September 1995
Alamat Rumah :JI. Taruna No.1 Desa
Rowosari Rt 01/Rw 02 Kec. Rowosari, Kab. Kendal

Email : nuristifadah3939@gmail.com
No Telp : 085600815435

B. Riwayat Pendidikan

1.

Pendidikan Formal

a) TK Muslimat Tarbiyatul Athfal Rowosari Kendal
b) SD N 1 Rowosari Kendal
c) SMP N 2 Weleri Kendal

d) MA NU Nurul Huda Kota Semarang

e) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal

a) TPQ Matholiul Falah Rowosari Kendal

b) Pondok Pesantren Al Ishlah Mangkangkulon Tugu
Kota Semarang

Semarang 09 Desember 2022
Penulis,

Nur Istifadah
Nim:1900018029
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